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ABSTRAK

Hoiri, Syamsul. “Dana Hasil Produksi Batubara dan Royalti Batubara : Pengaturan,
Permasalahan dan Alternatif Solusi.” Tesis, Magister, Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2009, ix + 121 halaman, Bibliografi 120 (1945-2009).

Pokok permasalahan penelitian ini : (1) Mengapa terjadi perbedaan persepsi
antara pemerintah dan pengusaha PKP2B mengenai tunggakan DHPB. Apakah
pengusaha PKP2B tersebut telah merugikan keuangan Negara dan dapat dituntut; (2)
Bagaimana sikap pengadilan atas dispute DHPB tersebut. Apakah pengadilan telah
menyelesaikan dispute DHPB secara tuntas; (3) Langkah apa yang sebaiknya
ditempuh pemerintah untuk dapat segera menyelesaikan dispute DHPB dengan
pengusaha PKP2B, mencegah timbulnya masalah tunggakan DHPB di kemudian
hari, dan mencegah penurunan nilai DHPB dan royalti batubara karena fransfer
pricing. Metode penelitian yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan sifat dan
bentuk laporan yang deskriptif-analitis-preskriptif, scita dengan teknik pengumpulan
data melalui penelitian kepustakaan. Sebagai hasil penelitian : (1) menurut pengusaha
PKP2B tidak ada tunggakan DHPB karena dikompensasi dengan PPN masukan.
Sementara menurut pcmerintah ada tunggakan DHPB karena kompensasi tidak
secara otomatis dan DHPB harus dibayar dulu, baru kemudian mengajukan restitusi
PPN, mengingat DHPB dan PPN merupakan dua ha! yang berbeda dan sesvai dengan
asas bruto. Pengusaha PKP2B tidak merugikan keuangan Negara dan tidak dapat
dituntut. (2) Pengadilan cenderung mengabulkan gugatan pengusaha PKP2B, namun
pengadilan belum menyelesaikan dispute DHPB secara tuntas. (3) Langkah vang
sebaiknya ditempuh pemerintab : (a) penyelesaian dispute DHPB secara damai
melalui mekanisme kompensasi DHPB dengan PPN (b) inenghilangkan disharmoni
antara PP No! 144/2000 dengan UU PPN No. 18/2000 dan mengikuti PKP2B yang
berifat nail down sehingga pengusaha PXP2B tidak membayar PPN tetapi membayar
PPn. (¢) mengubah DHPB dan royalti batubara dari bentuk tunai menjadi bentuk
batubara.Pengabstrak, Syamsul Hoiri.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa bumi dan
air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat. Dalam pengusahaan
bahan galian (tambang) pemerintah dapat inelaksanakan sendiri dan/atau menunjuk
kontrakior apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak
atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah.' Apabila usaha
pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, maka kontraktor wajib membayar iuran
pertarabangan.” Hal ini sesuai dengan UUD 1945, karena jika tidak dikenakan iuran
pertambangan, maka berarti bahan galian tambang dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran kontraktor, yang ientu sangat bertentangan dengan bunyi Pasal
33 ayat (3) UUD 1945.

Pentingnva iuian pertambangan vagi penerimaan negara terutama karena
jumlahnya yang relatif besar. Dari sektor batubara saja, selama tahun 2007
diperkirakan ekspor batubara 214 juta ton. Jika dikenakan tarif iuran pertambangan
rata-rata 6 % dan harga jual batubara rata-rata USD 40 per ton maka akan
menghasiikan penerimaan iuran pertambangan‘batubara sekitar USD 514 juta atau

sekitar Rp. 4,7 triliun per tahun.’

Angka ini belum memperhitungkan penerimaan
iuran pertambangan batubara dari penjualan batubara ke pasar domestik. Berawal dari

besarnya iuran pertambangan batubara per tahun yang terkait dengan pemanfaatan

' Indonesia, Urdang-Undang tentang Ketentuan-xetentuan Pokok Pertambangan, UU Nomor 11
Tahun 1967, 1.LN Nomor 22 Tahun 1967, TLN Nomor 2831, Pasal 10 ayat (1).

? Ibid., Pasal 28.
* Singgih Widagdo, Proyeksi Pasar Bctubara Asia Pasifik, Workshop Batubara di Hotel Grard Hyatt
Jakarta, 27-28 Nopember 2007.
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batubara untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat, maka dipandang perlu untuk
melakukan penelitian atas masalah tunggakan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)
hingga sekitar Rp 7 trilyun* dan praktik transfer harga oleh pengusaha batubara.

Dispute DHPB berawal dari terbitnya PP No. 144/2000 tentang Jenis Barang
dan Jasa Yang Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Batubara yang semula
masuk jenis barang yang terkena PPN, sejak awal Januari 2001 berubah menjadi
barang tidak kena pajak. Dalam aturan lama, perusahaan membayar pajak masukan
ketika memanfaatkan jasa vendor atau pemasok, tapi membebankan pajak keluaran
pada harga yang harus dibayar konsumen batubara. Sehinggz bisa dilakukan
mekanisme restitusi PPN. Tetapi sejak aturan baru berlaku mereka tidak bisa lagi
membebarnkan pajak keluaran pada konsumen, sehingga mereka tidak dapat meminta
restitusi PPN. Dalam kontrak karya generasi I ada klausul bahwa jika ada perubahan
aturan perpajakan yang membuat biaya produksi meningkat, pemerintah mest
menggantinya (reimbursement). Di sinilah sengketa terjadi. Pemerintah tak kunjung
mengganti PPN masukan yang sudah dibayarkan oleh perusahaan batubara.
Perusahaan membalas dengan tidak membayar royalti secara penuh.’

Sementara transfer harga adalah upaya memindahkan keuntungan oleh sebuah
perusahaan di sebuah negara kepada perusahaan lain di negara lain, vang masih ada
hubungan kepemulikan. Yang biasa dilakukan, misalnya nerusahaan A di Indonesia
menjual produknya kepada perusaaan B di negara lain (masih ada hubungan
kepemilikan) dengan harpa lebih murah daripada harga pasar internasional.
Berikutnya perusahaan B menjualnya kembali ke pihak lain dengan harga yang lcbi'h
tinggi (harga internasional). Dengan cara ini, perusahaan B mendapat keuntungan
besar, yang pada dasarnya juga akan dinikmati si pemilik perusahaan A, karena ia
juga punya saham di perusahaan B. Biasanya lokasi negara yang dipakai sebagai

tujuan fransfer pricing adalah negara yang punya tarif pajak iebih kecil dari

* Doti Damayanti, “Kisruh Royalti dan Restitusi Pajak Batu Bara,”
http://cetak.kompas.eom/read/em1/2008/08/09/01480397/xisruh rovalti.dan.restitusi.paiak.b..., 9
Agustus 2008.

5 Majalah Tempo, Kisruh Royalti Batubara, 18-24 Agustus, h.23.

2
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Indonesia, antara lain Singapura (20 %) dan Hongkong (17,5 %). Alvin Lie, anggota
Komisi VII DPR-RI yang membidangi masalah energi, menyatakan bahwa dengan
cara itu, keuntungan perusahaan A menjadi lebih kecil, sehingga pajak yang mesti
dibayar juga lebih kecil. Untuk perusahaan tambang, nilai royalti yang dibayar ke
pemerintah pun lebih kecil.®

1.2. Permasalahan
Permasalahan-permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini adalah sebagai
berikut : '

1. Apakah pengusaha PKP2B yang menunggak DHPB dapat dikategorikan telah
merugikan keuangan Negara dan dapat dituntut sesuai ketentuan hukum yang
berlaku ?

2. Bagaimana sikap pengadilan atas dispute DHPB anwara pemerintah dengan
pengusaha PKP2B ?

3. Tindakan apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah untuk mengatasi dispute
DHPB, mencegah timbulnya masalah tunggakan DHPB di kemudian han,
dan mencegah terjadinya penurunan nilai DHPB dan royali batubara karena
praktik transfer harga ?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeiahui apakah tindakan pengusaha
tambang baiubara yang menahan pembayaran DHPB tersebut dapat dikategorikan
sebagai perbuatan merugikan keuangan negara. Jika merugikan keuangan negara,
akan diteliti lebih lanjut apakah mercka dapat dituntut sesuai ketentuan yang berlaku
ataukah sulit untuk dituntut karena adanya disharmonis peraturan-peraturan terkait

atau sebab lainnya.

¢ Irwan Andri Atmanto dan Basfin Siregar, “Kita Punya Batubara, Tetangga Menangguk Laba”, Gatra
Nomor 42, 30 Agustus 2007, <http:/wv.w.gatra.com/versi_cetak.php?id=107452>, diakses 1 Mei
2009.
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Juga akan diteliti bagaimana sikap pengadilan atas dispute antara pemerintah
dengan pengusaha PKP2B. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mencari tahu
bagaimana langkah yang sebaiknya ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan
dispute DHPB dengan pengusaha PKP2B, mencegah timbulnya masalah tunggakan
DHPB di kemudian hari, dan mencegah turunnya nilai DHPB dan royalti batubara
karena praktik transfer harga.

1.4. Kegunaan Penelitian

Agar pemanfaatan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
sebagaimana ditetapkan UUD 1945 dapat terwujud dan, maka diperlukan pengaturan
iuran pertambangan batubara secara lebih baik dan sinkron. Selain itu, diperlukan
tindakan yang sebaiknya diiempuh pemerintah untuk menyelesaikan dispute DHPB
dengan pengusaha PKP2B, mencegah timbulnya masalah tunggakan DHPB di
kemudian hari, dan mencegah turunnya nilai DHPB dan royalti batubara karena
transfer harga. Hal ini semua akan dapat diungkapkan dari hasil penelitian yang akan
dilakukan.

1.5. Metodelogi Penelitian
a. Tipe perencanaan penelitian : studi kasus.
b. Alat pengumpulan data : studi kepustakaan.
Metode pengolahan dan analisa data ; kwalitatif.
Sifat ‘dan bentuk laporan : deskriptif-analitis-preskriptif, Penelitian bersifat

preskriptif karena bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa

e o

yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masaiah tertentu.’

1.6. Kerangka Teoritis
Teori atau kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan, diantaranya

adalah sebagai berikut :

‘ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hi:kum, C2t.3, (Jakarta : Ul-Press, 198€), r.10.
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Menurut Kelsen, setiap kaedah hukum merupakan suatu susunan daripada
kaedah-kaedah (Stufenbau). Dipuncak Stufenbau tersebut terdapat grundnorm atau
kaedah dasar atau kaedah fundamental, yang merupakan hasil pemikiran yuridis.
Dengan demikian maka suatu tata kaedah hukum merupakan sistem kaedah-kaedah
hukum secara hierarkhis.

Menurut Pumardi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, susunan kaedah-
kaedah hukum dari tingkat terbawah ke atas, adalah sebagai berikut : '

a. Kaedah hukum individual atau kaedah hukum konkrit dari badan-badan
penegak/pelaksana hukum, terutama pengadilan.

b.  Kaedah hukum umum atau kaedah hukum abstrak didalam undang-undang
atau hukum kebiasaan.

¢.  Kaedah hukum dari konstitusi

Ketiga macam kaedah hukum tersebut, dinamakan kaedah-kaedah hukum
positif atau kaedah-kaedah hukum aktuil. Sahnya kaedah-kaedah hukum dari
golongan tingkat yang lebih rendah, tergantung atau ditentukan oleh kaedah-kaedah
hukum yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi.

Sementara tata urutan peraturan perundangan Repubiik Indonesia menurut
Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan adalah sebagai berikut : '*

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Peraturan Pemerintah .
Peraturan Presiden dan Peraturan lembaga Negara atau organ/badan Negara
yang dianggap sederajat dengan Presiden antara lain : Peraturan Kepala
BPK,Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum,
Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Konstitusi, Peraturan
Komisi Yudisial.

e. Peraturan Menteri

oo

1% Sosrjono Soekanto, Op.Cit., hal. 127.

"' Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-
Undang Nomor 10 Takun 2004, LNRI Nomor 53 Tahun 2004, TLN RI Nomor 4389. Lihat pula
Machmud Azis, Jenis dan Tata Susuran / Urutan (Hirarki) Peraturan Perundang-undaigan Menurut
UUD RI da: Ul Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentulan Peraturan Perundang-undangan, 2004,
hal 3.
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s

Peraturan Kepala LPND/Komisi/Badan/atau Peraturan Ditjen suatu
Departemen, sepanjang diperintahkan atau didelegasikan secara tegas oleh
peraturan perundang-undangan di atasnya.

Peraturan Daerah Propinsi;

Peraturan Gubemur Propinsi;

Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota;

Peraturan Bupati/Walikota;

Peraturan Desa (Perdesa).

Selain hal-hal di atas, yang juga akan dijadikan dasar dari penelitian

sinkronisasi adalah beberapa azas-azas perundang-undangan sebagai berikut : 2

a.

b.

™o

Undang-undang tidak berlaku surut.

Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai
kedudukan yang lebih tinggi pula.

Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang
bersifat umum, jika pembuatnya sama.

Undang-undang yang berlaku beiakangan, membatalkan undang-undang
yang berlaku terdahulu.

Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimai mungkin dapat mencapai
kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu,
melalui pembaharuan dan/atau pelestarian.

1.6.2. Teori Perjumpaan Utang

Mengenai teori perjumpaan uiang ini ada dua pendapai. Pertama, perjumpaan

terjadi demi hukum. Kedua, perjumpaaan tidak secara otomatis / demi hukum, tetapi

menghendaki adanya aktivitas dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk

mengemukakan hutang masing-masing dan pelaksanaan dari perhitungan atau

kompensasinya.

a, Terjadi Demi Hukum (otomatis)

Sesuai Pasal 1425 KUH Perdata, jika dua orang saling berutang satu pada

yang lain, maka teriadilah antara mereka suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang

2 1bid,, hal. 256.
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antara kedua orang tersebut dihapuskan.'? Selanjutnya, sesuai Pasal 1426 KUH
Perdata, perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan tanpa setahu orang-orang yang
berutang. ™

Akan tetapi, menurut Mariam Darus Badrulzaman, jika dibaca ketentuan-
ketentuan ps. 1430, 1432, 1435 KUH Perdata, maka kompensasi itu menghendaki
adanya aktivitas dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan hutang
masing-masing dan pelaksanaan dari perhitungan atau kompensasinya. 15

Pasal 1430 KUH Perdata mengenai penanggung utang.'® Pasal 1432 KUH
perdata mengenai perjumpaan utang dengan penggantian biaya pengiriman karena
utang-utang dari kedua belah pihak dibayar di tempat yang berbeda.'” Pasal 1435
KUH Perdata mengenai berakhirnya hak mendahului.'®

Perjumpaan utang-piutang dapat dilakukan apabila bukan termasuk hal yang
dilarang untuk diadakannya kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1429 KUH

P Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), diterjemahkan oleh R. Subekti dan R.
Tjitrosudibio, cet. 40, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2009), Pasal 1425 : “Jika dua orang saling berutang
satu pada yang lain, maka terjadilah antara mereka suatu peijumpaan, dengan mana uiang-utarg antara
kedua orang tersebut dihapuskan, dengan cara dan dalam ha!-hzl yang akan disebutkan sesudah ini.”

" Ibid., Pasal 1426 : “Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahunya orang-orang
yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan scbaliknya, pada saat
utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama.”

' Marias) Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku 11} Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Cet.2,
(Bandung : PT. Alumni, 2006), h. 183.

' Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.Cit. , Pasal 1430 ayat (1) : “Seorang penanggung utang
boleh menjumpakan apa yang si berpiutang wajib membayar kepada si berutang utama, tetapi si
berutang utama tak diperkenankan menjumpakan apa yeng si berpiutang wajib membayar kepada si
penanggung utang.” Avat (2) : “Si berutang dalam perikatan tanggung-menanggung juga tidak
diperbolehkan menjumpakan apa yang si berpiutang wajib membayar kepada temannya berutang.”

17 Ibid., Pasal 1432 : "Jika utang-utang dari kedua belah pihak tidak harus dibayar di tempat yang
sama, maka utang-utang itu tidak dapat diperjumpakan, selain dengan penggantian biava pengiriman.”

% Ibid., Pasal 1435 : “Seorang yang telah membayar semua utang, yang tcleh dihapuskan demi hukum
karcna perjumpaan, pada waktu menagih suatu piutang yang tidak telah diperjumpakan, tak lagi dapat
menggunakan hak-hak istimewa dan hipotik-hipotik yang melekat pada piutang ini vntuk kerugian
orang-orang pihak ketiga, kecuali jika ada suatu alasan yang sah yang menyebabkan ia tidak tahu
tentang adanya piutang tersebut yang seharusnya dijumpakan dengan utanganya.”
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Perdata.'” Selain itu juga telah memenuhi syarat untuk terjadinya kompensasi
sebagaimana diatur dalam Pasal 1427 KUH Perdata.?

b. Tidak Demi Hukum / Tidak Otomatis

Menurut Subekti, perjumpaan atau kompensasi itu tidak terjadi secara
otomatis atau demi hukum, tetapi harus diajukan atau diminta oleh pihak yang
berkepentingan. Bagaimana hakim akan mengetahui adanya utang-piutang itu kalau
tidak paling sedikit diberitahukan tentang itu oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Selain itu, dipakainya perkataan yang mengandung suatu aktivitas dari pihak yang
berkepentingan seperti pada Pasal 1431, 1433 dan lain sebagainya. Semua itu
mendorong ke arah suatu pengertian bahwa perjumpaan atau kompensasi itu tidak
terjadi secara otomatis tetapi harus diajukan atau diminta oleh pihak yang
berkepentingan.?!

1.6.3. Teori Negara Hukum Kesejahteraan (Weifare State)

Pada umumnya negara yang menganut paham kesejanteraan modem (modern
welfare) juga merupakan negara hukum modern atau negara hukum dalam arti
materiil atau paham negara hukum hesejahteraan (verzorgingsstaat). Teori Ncgara
hukum kesejahteraan merupakan perpaduan antara konsep negara hukum dan negara
kesejahteraan. Menurut Burkens, negara hukum (rechsraat) ialah negara yang
menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasazn

:

' Ibid., Pasal 1429 : “Perjumpaan terjadi, dengan tidak dibedakan dari sumber apa utang-piutang
antara kedua belah pihak itu dilahirkan, terkecuali : 1. apabila dituntutnya pengembalian suatu barang
yang secara berlawanan dengan hukum dirampas dari pemiliknya; 2. apabila dituntutnya pengembalian
barang scsuatu yang dititipkan atau dipinjamkan; 3. terhadap suatu utang yang bersumber pada
tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita.”

? [bid., Pasal 1427 avat (1) : “Perjumpaan hanyalah terjadi aniara dua utang yang kedua-duanya
berpokok sejumlah uang, atau sesuati jumlaki barang yang dapat dihabiskan, dari jenis yang sama, dan
yang kedua-duanya dapat diietapkan serta ditagih seketika.” Avat (2) : “Penyerahan-penysrahian bahan
makanar,, gandum dan lain-lain hasil pertanian, yang tidak dibantah dan harganya dapat ditetapkan
menurut catatan harga atau lain-lain keteranggan yang lazim dipakai di Indonesia, dapat dijumpakan
dengan jum!ah-jumlah uvang yang telah ditstapxan dan seketika dapat ditagih.”

2! Subekti, Hukum Perjanjian, cet. XIII, (Jakarta : PT. Intermasa,1991), h.72-73.
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tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Sedangkan
konsep negara kesejahteraan, menurut Bagir Manan ialah negara atau pemerintah
tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi
pemikul utama tangung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”2

Negara hukum kesejahteraan lahir sebagai reaksi terhadap gagalnya konsep
negara hukum klasik dan negara hukum sosialis. Kedua konsep dan tipe Negara
hukum tersebut, memiliki dasar dan bentuk penguasaan negara atas sumber daya
ekonomi yang berbeda. Secara teoritik perbedaan itu dilatarbelakangi dan
dipengaruhi oleh ideologi atau paham-paham yang dianutnya. Pada negara hukum
liberalis klasik dipengaruhi oleh paliam liberalisme dan negara hukum sosialis
dipengaruhi oleh paham Marxisme.?

Berkaitan dengan tujuan negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam
Penjelasan UUD 1945, yaitu :

Alinia kedua menyatakan : ... Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu,

berdaulat, adil dan makmur, dan alinia keempat menyatakan : ... melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk

memajukan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan scsial...

Dapat ditarik kesimpulan bahwa negara yang ingin dibentuk oleh bangsa

39

Indonesia ialah “Negara Kesejahteraan®”. %* Negara Republik Indonesia s'ebagai
negara hukum atau rechstaat tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat

sebagaimana dimaksudkan dalam artian welfare state, akan tetapi lebih dari itu, yakni

2 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan. (Jogiakarta : UII Press, 2004), hal. 9.

© Ibid., hal. 9-10.

* Tjip lsmail. Pengaturan Pajak Caerah di Indonesia, Ed. 11, (Jakarta : Ysllow Printing, 2007), hal.
40.
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membentuk manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila dalam alam masyarakat adil
dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 %

Dari uraian di atas dan Pasal 23 A UUD 1945 yang berbunyi : pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-
undang,”®* maka dapatlah disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan
mengenai pungutan lain (termasuk iuran tambang batubara) haruslah berdasarkan
falsafah mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam rangka membentuk manusia
seutuhnya berdasarkan Pancasila dalam alam masyarakat adil dan makmur
sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.

1.7. Kerangka Konsepsional
1.7.1. Ruang Lingkup & Obyek Kajian

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertambangan disebutkan bahwa bahan galian dibagi atas tiga golongan,
yaitu:?’
a.  golongan bahan galian strategis
b. golongan bahan galian vital
¢.  golongan bahan galian yang tidak termasuk dalamn golongan a atau b.

Seianjutnya dalam Pasal 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun

1980 tentang Penggolongan Bahan Galian ditentukan bahwa bahan galian strategis
dibagi mcnjadi enram golongan, yaitu : 1) minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas
alam; 2) bitumen padat, aspal; 3) antrasit, batubara, batubara muda; 4) uraniun,
radium, thorium, dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya; 5) nikel, kobal; 6) timah.

¥ Arifin P. Soeria Atmadja, Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Jakarta : Gramedia,
1986), hal. 3.
% Indonesia, UUD 1945 Amandemen Ketiga.

Z Indonesia, UU No. 11 Tzhun 1967, Or.Cit., I'asal 3 dan 4,
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Walau bahan galian strategis dibagi menjadi enam golongan, akan tetapi selanjutnya
dalam penelitian ini akan fokus hanya pada bahan galian batubara.

Sesuai Pasal 1 butir 3 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, defenisi batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang
terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Sementara defenisi
Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam
bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal (Pasal 1 butir 5).
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka
penelitian, pengelolaan dan pengusahaan minerl atau batubara yang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan, dan pemumian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan
pascatambang (Pasal 1 butir 1).

Hubungan hukum antara negara dan kontraktor dalam pengelolaan batubara
tentunya akan menimbulkan berbagai hak dan kewajiban bagi masing-masing
pihak sebagaimana diatur di dalam Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya atau
Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) serta di dalam
peraturan-peraturan pertambangan lainnya. Namun kajian ini akan fokus hanya pada
hak dan kewajiban yang terkait dengan iuran pertambangan batubasa yang merupakan
hak bagi Negara dan kewajiban bagi kontraktor tambang batubara. Di dalam Pasal 23
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan  ditentukan kewajibun pemegang kuasa pertambangan adalah
mer;:bayar iuran tetap, iuran eksplorasi dan/atau eksploitasi dan/atau pembayaran-
pembayaran lain yang berhubungan dengan kuasa pcrtambangan yang bersangkutan.

1.7.2. Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB) dan Royalti Batubara

DHPB dan royalti adalah jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang
berlaku pada Departemen ESDM sesuai Pasal 1 PP No. 45/2003 Tentang Tarif Atas
Jenis Pencrimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral. Bedanya, besamya royalti batubara tergantung pada mutu
batubara, yaitu antara 2 % sampai dengan 7 % dari harga jual batubaia tergantvng
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tinggi rendahnya kalori batubara.® Sementara DHPB tidak tergantung pada mutu
batubara, yaitu seragam 13,5 % dari harga jual sesuai PKP2B.”
Dengan membayar DHPB, maka kontraktor otomatis sudah membayar royalti
batubara karena DHPB mencakup 30
a. pembiayaan pengembangan batubara
b. investasi sumber daya batubara
c. biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja
pertambangan
d. pembayaran iuran ekspiorasi dan iuran eksploitasi (royalti) dan PPN,
DHPB beriaku untuk pengusaha PKP2B, sedangkan untuk pengusaha Kuasa
Pertambangan (KP) tidak dikenakan DHPB, tetapi wajib membayar royalti.

1.7.3. Bentuk-Bentuk Usaha Pertambangan & Subyek Hukum

Pengusahaan pertambangan bahan galian strategis menurut ketentuan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 hanya dapat dilakukan oleh (instansi)
Pemerintah dan Perusahaan Negara (BUMN), atau dengan pengecualian dapat juga
dilakukan oleh pihak swasta yang mampu (nasional atau asing) selaku Kontraktor
bagi pemerintah atau bagi Perusahaan Negara (Pasal 10 UU Nomor 11 Tahun 1967).

Dengan demikian hubungan hukum antara negara dengan kontraktor daiam
pengelolaan batubara timbul karena adanya peristiwa hukum berupa pemberian hak
dari pemerintah kepada kontraktor swasta untuk melaksanakan usaha pertambangan.
Sehiugga yang menjadi subyek hukum &an hubungan hukum ini adalah pemerintah
selaku penyelenggara kekuasaan negara atas tambang batubara dan pengusaha swasta
seiaku kontraktor bagi pemerintah.

* Presiden R.L, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi Dan Sumber Dava Mineral, PP No.
45/2003, Pasal 1.

? Ibid., Pasal 3 ayat | junicto Presiden R.I., Keputusan Presiden Tentang Ketentuan Poiok Perjanjian
Karya Pengusanaan Pertambangan Batu:bara, Keppres No. 75/1996, Pasal 3 ayat 1.

% Presiden R.l, Keputusan Presiden Teniang Ketentuan Pokok Perjanjion Karya Pengusahaan
Pertambangan Datubara, Keppres No, 75/1996, Pasal 3 ayat 3.
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Dalam perkembangannya, bentuk usaha pertambangan yang dapat dilakukan
oleh pengusaha swasta terdiri dari kuasa pertambangan, bentuk perjanjian / kontrak
dan bentuk perizinan. Kuasa Pertambangan adalah “wewenang yang diberikan
kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan”. 3! Pejabat yang
berwenang untuk memberikan kewenangan kepada badan atau perorangan adalah
menteri, gubernur, walikota/bupati. Pemberian kewenangan tersebut dituangkan
dalam surat keputusan pemberian kuasa pertambangan. Badan atau perorangan yang

dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan usaha pertambangan adalah : >

Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan daerah,
Badan atau perseorangan swasta yang memenuhi syarat-syarat yang telah
ditentukan.

a. Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, bupati/walikota;
b.  Perusahaan Negara;

c. Perusahaan daerah;

d.

e.

Sementara istilah perjanjian karya dapat ditemukan dalam Pasal 10 ayat (2)
dan (3) Undang-Unadang Nomor 11 Tahun 1967. Namun konstruksi yang digunakan
tidak banya perjanjian dalam pertambangan batubara, tapi juga dalam bidang
pertambangan emas, tembaga, perak dan lain-lain.

Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 1981 tentang Keientuan-
ketentuan Pokck Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Tanbang Batubara antara
Perusahaan Negara Tambang Batubara dengan Kontrakter Swasta, istilah yang
digunakan adalah perjanjian kega sama yang didefinisikan perjanjian antara
perusahaan Negara tambang batubara sebagai pemegang kuasa pertainbaiigan dan
pihak swasta sebagai kontraktor untuk pengusahaan tambang batubara untuk jangka
waktu tiga puluh tahun berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan

Presiden ini.

3 1bid., Pasal 2 huruf i.

32 Ibid , Pasal 5.
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Dalam Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan
Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) disebutkan
bahwa PKP2B adalah “perjanjian antara pemerintah dan perusahaan kontraktor
swasta untuk melaksanakan pengusahaan pertambangan bahan galian batubara”.

Definisi lain, dalam Pasal 1 Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No.
1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa
Pertambangan, Izin prinsip, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya pengusahaan
Pertambangan Batubara disebutkan bahwa PKP2B adalah suatu perjanjian antara
Pemerintah RI dengan perusahaan swasta asing atau patungan antara asing dengan
nasional (dalam rangka PMA) untuk pengusahaan batubara dengan berpedoman
kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Pertambangan Umum.

Dengan berlakunya UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara, maka kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan
batubara yang telah ada sebelum berlakunya UU ini tetap diberlakukan sampai jangka
waktu berakhimya kontrak/perjanjian.”> Dan untuk selanjutnya usaha pertambangan
dilaksanakan dalam bentuk :** a). JUP; b). IPR. dan c). [UPK. IUP (izin usaha
periambangan) adalal izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.35 IPR (Izin
Pertambangan Rakyat) adaizh izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam
wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.>® [UPK
(izin Usaha Pertambangai Khusus) adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. *’

3 Indonesia, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No. 4 Tahun 2009,
LN Nomor 4 Tahun 2009, TLN Nomer 4959, Pasal 169 butir a.

3 Ibid., Pasal 35.
3 Ibid., Pasal 1 angka 7.
% Ibid., Pasal 1 angka 10.

% Ibid., Pasal 1 angka 11.
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BAB 2
PUNGUTAN NEGARA ATAS USAHA PERTAMBANGAN BATUBARA
(1967 - 2009)

Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar konstitusional hak penguasaan negara
atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. “Hak Penguasaan
Negara” yang berdasarkan konstitusi tersebut “dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat”. Kedua aspek kaidah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain,
keduanya merupakan satu kesatuan sistemik. Hak penguasaan negara merupakan
instrumen (bersifat instrumental), sedangkan “dipergunakan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat” merupakan tujuan (objectives).®

Berdasarkan beberapa rumusan pengertian dan makra hak penguasaan Negara
yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, Bagir Manan dan
Panitia Keuvangan dan Ekonomi bentukan BPUPKI serta rumusan dokumen
pembahasan Pasal 33 dalam sidang BPUPKI dan PPKI, semuanya memberikan
indikasi bahwa hak penguasaan Negara atas sumber daya alam, tidak berarti “Negara
sebagai pemilik”. Namun jika dilihat daii Kkajian teoritik dengan berbagai
keistimewaan yang melekai pada Negara (hak eksklusif), maka dalam hak
pcenguasaan Negara terdapat unsur peniilikan atau semacam pemilikan, terutama jika
hak penguasaan Negara dikaitkan dengan obyek kepemilikan. Atas dasar hubungan
ha:k penguasaan Negara dengan obyek kepemilikan, maka hak penguasaan Ncgara
harus dilihat dalam konteks hak dan kewajiban Negara sebagai pemilik (domein)
yang bersifat publiekrechtelijk, bukan sebagai eigemaar yang bersifat
privaaterechtelijk. Pemahaman yang demikian bermakna bahwa Negara memiliki
kewenangan sebagai pengatur, perencana, pelaksana dan sekaligus sebagai pengawas

pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan suinber daya alam nasional. *°

% Saleng, Op.Cit., h.22.

» Ibid., h.32-33.
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Sesuai Pasal 33 UUD 1945, di dalam UU Mincrba No. 4/2009 dinyatakan
bahwa mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan
Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak terbarukan sebagai karunia Tuhan
Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup
orang banyak, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi
nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.*

Sumber daya mineral dan batubara sebagai salah satu kekayaan alam yang
dimiliki bangsa Indoncsia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi
terhadap pembangunan ekonomi Negara. Dalam hal ini, Pemerintah sebagai penguasa
sumber daya tersebut, sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, harus
mengatur tingkat penggunaannya untuk mencegah pemborosan potens: yang
dikuasainya dan dapat mengoptimalkan pendapatan dari pengusahaan sumber daya
tersebut sehingga dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran
rakyat, *!

Manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia sebagai pemilik kekayaan sumber
daya batubara, dari pengusahaan sumber daya tersebut diantaranya dalam bentuk
pajak, community developmenm dan pungutan negara atas usaha pertambangan
batubara. Selanjutnya akan dipaparkan khusus mengenai jenis-jenis pungutan negara
atas usaha pertambangan batubara, perkembangan pola pengusahaan pertambangan
batubara, tarif pungutan negara yang berlaku untuk masing-masing pola pengusahaan
pertambangan batubara, dan kebijak':m pungutan negara atas usaha pertainbangan
batubara yang berkembang ke arah yang lebih baik.

° Indonesia, Undang-Undeny Minerai dan Batubara, UU No.4 Tahun 2009, Op.Cit., bagian
Menimbang butir a.

“" Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan
Peme:intah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Padu Departemen Pertambangan Dan Energi di Bidang Pertambangan Umum, PP No. 13
Tahun 2000, LM No. 26 Tahun 2000, TLN No. 3939, Penjelasan Umum.
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2.1. Jenis Pungutan Negara

Beberapa literatur menyebutkan bahwa ada dua macam pungutan negara atas
usaha pertambangan batubara, yaitu : iuran tetap (dead rent) dan iuran produksi atau
royalti yang terdiri dari iuran eksplorasi dan juran eksploitasi. * Pendapat ini tidak
salah karena berdasarkan pada Pasal 28 ayat (1) UU No, 11/1967 yang menyebutkan
pungutan negara terdiri dari : (1) iuran tetap, (2) iuran eksplorasi, (3) iuran
eksploitasi, (4) pembayaran-pembayaran yang berhubungan dengan Kuasa
Pertambangan yang bersangkutan.

Jadi, dua macam pungutan tersebut adalah berlaku bagi pemegang Kuasa
Pertambangan (KP). Lalu bagaimana dengan pengusaha pertambangan batubara yang
berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B), apakah
pungutan negara yang berlaku bagi mereka adalah sama seperti yang berlaku bagi
pemegang KP 7 Di dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 11/1967 diatur bahwa pungutan-
pungutan negara tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Di dalam
PP No. 45/2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang
Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dipergunakan istilah
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari : (1) pelayanan jasa bidang
geologi dan sumber daya mineral; (2) iuran tetap / landresit; (3) iuran cksplorasi/iuran
eksploitasi/royali; (4) dana hasil produksi bambara (DHPB); (5) jasa teknologi /
konsultasi eksplorasi mineral, batubara, panas bumi dan konservasi; (6) jasa teknologi
vulkanologi dan mitigasi bencana geologi; (7) pelayanan jasa bidang minyak dan gas
bumi; (8) pelayanan jasa bidang penelitian dan pengembangan; dan (9)‘ pelayanan
jasa bidang pendidikan dan pelatihan.

Namun, sebagaimana dinyatakan di dalam Bab 1, penelitian ini selanjutnya
hanya akan fokus pada iuran tetap/landrent, iuran eksplorasi/iuran eksploitasi/royalti
dan DHPB, dimana iuran tetap dan royalti berlaku bagi pemegang kuasa
pertambangan, sedangkan iuran tetap, royalti dan DHPB terlaku bagi pengusaha
PKP2B (Pasal 1 ayat {2) jo Pasal 3 PP No. 45/2003). Sebelum berlakunya PF No.

“2 caleng, Op.Cit., h. 106-109 dan Sajuti Taklib, Hukum Pertambangen Indonesia, Cet. 11, (Bandung :
Akademi Geologi dan Pertambangan, 1974), h. 39-40.
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45/2003, DHPB tidak diatur di dalam PP, akan tetapi diatur di dalam Keputusan
Presiden dan Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
(PKP2B) sebagaimana akan diuraikan di bawah.

2.1.1 [luran Tetap

Iuran tetap ialah iuran yag dikenakan kepada pemegang kuasa pertambangan
(KP) penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi dan pengusaha pertambangan
batubara berdasarkan PKP2B. Pemungutan iuran tetap atas dasar perhitungan luas
wilayah tanah permukaan bumi (ha) dalam kuasa pertambangan dan/atau wilayah
kontrak karya.*’ Juran tetap pertambangan ini disebut juga land-rent. “

Wilayah kuasa pertambangan penyelidikan umum lebih luas dari wilayah
kuasa pertambangan eksplorasi dan eksploitasi. tetapi iuran tetapnya lebih ringan per
hektamya karena belum ada produksi. Sedangkan wilayah kuasa pertambangan
eksplorasi, lebih kecil dari wilayah penyelidikan umum, tetapi iurannya lebih tinggi.
Wilayah kuasa pertambangan eksploitasi lebih kecil daripada wilayah kuasa
pertambangan eksplorasi, tetapi iuran tetapnya relatif lebih tinggi. Iuran tetap untuk
kctiga macam kuasa pertambangan tidak akan berimpitan atau tumpang tindih.*’

2.1.2, Royalti

a. Jenis royalti / iuran produksi : *°

(1) Iuran Eksplorasi
Usaha pertambangan eksplorasi dimaksudkan untuk mengambil sampel
bahan gaiian yang selanjutnya dilakukan penelitian dan analisis guna

43 Pemcrintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah ientang Tarif A:as Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajok Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Miner al., PP No. 45
Tahun 2003, LN No. 96 tahun 2003, TLNNo. 4314, Lampiran.

4 Dalam Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Iridonesia Nomor 75 Tahun 1996 tentang
Keientuan Pckok Perianjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, dipereunakan istilah dead-
rent untuk juran tetay, scdangkan PP No.45/2003 memakai istilah land-rent.

** Saleng, Op.Cit., h. 107.

“ Ibid., h. 107-108.
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mengetahui kadar bahan galian, besar cadangan, umur tambang dan
sebagainya. Selama eksplorasi itu digunakan untuk kepentingan tersebut di
atas, maka bahan galian yang terambil tidak dikenakan iuran. Tetapi
manakala bahan galian yang terambil tadi dijual untuk meringankan biaya
eksplorasinya, maka terhadap hasil produksi eksplorasi yang demikian
dikenakan juran eksplorasi.
(2) luran eksploitasi
Usaha pertambangan eksploitasi memang ditujukan untuk produksi.
Produksi yang diperoleh selama eksploitasi dikenakan iuran eksploitasi.
b. Cara Penetapan Royalti
Ada dua cara dalam menghitung royalti yang wajib dibayar kontraktor swasta,
yaitu berdasarkan :
(1) Tarif tetap (USD/ton) ¥
Jumlah royalti dihitung dengan cara besarnya tarif USD/ton dikalikan
dengan jumlah produksi. Contoh perhitungan : jika produksi batubara
dengan cara open pit menghasilkan 400 ribu ton batubara dengan kalori
kurang dari 5 ribu, maka PNBP sebesar USD 120 ribu, yaitu hasil
perkalian antara tarif USD 0,3/ton dengan jumlah produksi 400 ribu ton.
(2) Prosentase daii harga
Cara penetapan royalti berdasarkan fixed rate kemudian menjadi tidak
berlaku lagi dengan keluarnya PP No. 13/2000 tentang Ferubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 Tentang Tarif Atas jenis
Pencrimaan Negara Bukan Pajak Yang berlaku pada Departemen
Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan umum. Dalam Pasal
I angka 2 PP No. 13/2000 diatur bahwa PNBP dihitung dengan cara tarif
dikalikan jumlah satuan dikalikan harga jual. Lebih lanjut dalam
Penjelasan Pasal I angka 2 dinyatakan bahwa dalam menentukan tarif

47 Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Tarif Ates Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Pertambangan dar Energi di Bidang Pertambang
Umum, PP No. 58/1998, LN No. 93 Tahur 1998, TLN No. 3766, Lampiran.
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iuran eksplorasi/iuran eksplorasi/royalti yang baru, ditetapkan secara

dinamis yaitu berdasarkan persentase terhadap harga jual.

2.1.3. DHPB
Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.017/1997, disebutkan
bahwa DHPB adalah bagian pemerintah sebesar 13,5 % yang harus diserahkan oleh
kontraktor swasta dalam rangka perjanjian karya pengusahaan pertambangan bahan
galian batubara secara tunai kepada pemerintah atas harga pada saat berada di atas
kapal (free on board) atau pada harga setempat (af sale point) scbagaimana dimaksud
dalam Keppres No. 75/1996. “* Definisi tersebut kurang jelas karena belum
menegaskan 13,5 % dihitung berdasarkan apa. Oleh karena itu, untuk lebih jelas
harus membaca Pasal 3 ayat (1) Keppres No. 75/1596, dimana disebutkan bahwa
perusahaan kontraktor swasta wajib menyerahkan sebesar 13,5 % hasil produksi
batubaranya kepada pemerintah secara tunai atas harga pada saat berada di atas kapal
(free on board) atau pada harga setempat (at sale pcint). Jadi, DHPB adalah 13,5 %
dari hasil produksi dikalikan harga juai. Dalam perkembangannya, DHPB pernah
berbentuk natura (batubara) dan tunai.
a. Bentuk natura : Kontraktor diwajibkan menyerahkan sekurang-
kurangnya sebesar 13,5 % daripada produksi batubaranya kepada
Perusahaan Negara Tambang Batubara dalam bentuk naturz. *°
b. Bentuk tunai : Perusahaan Kontraktor Swasta wajib menyerahkan
sebesar 13,5 % (tiga' belas dan lima pulub perseratus persen) hasil
produksi batubaranya kepada Pemerintah secara tunai atas harga pada

“* Menteri Kenangan Republik Indonesia, Keputusan Tentang Pengelolaan dan Tatacara Penggunaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Dana Hasil Produksi Batulara, Keputusan No.
129/KMK.017/1997, Pasal i huruf a.

*? Presiden Republik Indonesia, Keputisan tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Perjanjian Ke:jasama
Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor
Swasta, Keputusan No. 49 tahun 1981 dan Keputusan tentang Ketentuar Pokok Perjanjian Kerjasama
Pengusahuan Pertambcngan Batubara antara Perusahaan Perseroan PT. Tambang Batubara Bukit
Asam dan Perusahaan Kontraktor, K eputusan No. 21/1993, Pasal 2 ayat (1).
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saat berada di atas kapal (Free on Board) atau pada harga setempat (ar

sale point). >

2.2. Tarif Pungutan Negara Atas Usaha Pertambangan
2.2.1. Tarif Iuran Tetap
a. Tarif Iuran Tetap Kuasa Pertambangan

Tarif Iuran Tetap Kuasa Pertambangan (KP) Berdasarkan PP No. 45/2003 : !

Tarif
Tahap Tahun ke Rp/Ha/tahun
Penyelidikan
Umum I 500
Eksplorasi I 2.000
11 2.500
I 3.000
Perpanjangan
Eksplorasi I 5.000
HI 7.000
Pembangunan i | 8.000
Fasilitas
Eksplorasi 11 8.000
111 8.000
Eksploitasi Endapan laterit 15.000
dan endapan
Permukaan
endapan primer 25.000
Dan alluvial

% Presiden Republik Indonesia, Keputusan tentang Ketentuar: Pokok Ferjanjian Karyce Pengusahaan
Pertambangan Batubara, Keputusan No. 75 tahun 1596, Pasal 3 ayat (1).

3! Departemen Keuangan Rl, Pelengkap Buku Pegangan 2008 Penyelenggarcan emerintahan dan
Pemhangunan Daerah, h. 111.60-61.
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Tarif Turan Tetap KP Penyelidikan Umum atau KP eksplorasi termasuk
perpanjangannya diberi keringanan sebesar 50 % dari tarif tersebut di atas untuk
daerah-daerah provinsi : Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi
Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Irian Jaya.*

b. Tarif Iuran Tetap (Landrent) PKP2B berdasarkan PP No. 452003 %
Perbedaan antara tarif iuran tetap KP dengan iuran tetap PKP2B terutama

dalam jenis mata uang yang dijadikan dasar perhitungan tarif. Iuran Tetap KP

menggunakan Rp/ha sedangkan iuran tetzap PKP2B menggunakan US$/ha.

Tarif
Tahap Tahun Ke (US$/ha)
Penyelidikan
Umum I 0,05
II 0,1
Eksplorasi B I 0,2
11 0,25
11 0,3 B
1\Y% 0,5
\4 0,7
Studi
Kelayakan i 1
1 _1
Konstruksi I 1
il 1
IR 1
Eksploitasi Erdapan laterit 2
Endapan permukaan
Endapan primer 4
Dan alluvial

%2 fbid.

33 Ibid., H. 111-60.
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2.2.2. Tarif Royalti

Perhitungan iuran tetap didasarkan pada penggunaan wilayah atas tanah
permukaan bumi, sedangkan perhitungan royalti didasarkan pada produksi bahan
galian. Tarif royalti untuk pemegang KP adalai sama besarnya dengan tarif royalti
yang berlaku bagi pengusaha PKP2B. Tatacara perhitungan iuran
eksplorasi/eksploitasi (royalti) adalah sebagai berikut : jumlah produksi yang terjual
dikalikan prosentase tarif (%) dikalikan harga jual (US$).>* Berikut adalah tarif
royalti KP dan PKP2B berdasarkan PP No. 45/2003 : %

Tingkat
Bahan Galian Kualitas Tanf
(Kkal) %
Batubara <5.100 3
Open pit 5.100-6.100 5
> 6.100 7
Batubara <5.100 2
Under ground 5.100-6.100 4
>6.100 6

2.2.3. Tarif DHPB

Tarif DHPB dicantumkan di dalam PKP2B (Pasai 3 PP 45/2003), yaitu
sebesar 13,5 % hasil produksi batubara secara tunai atas harga pada saat berada di
atas kapal (Free On Board) atau pada harga setempai (at sale point) sesuai Pasal 3
ayat (1) Keppres No. 75/1996. Dengan membayar DHPB, maka kontraktor dianggap
sudah membayar royalti (iuran eksplorasi dan eksploitasi) sesuai Pasal 3 ayat (3)
Keppres No. 75/1996.

34 Ibid., h. 111-61.

55 Ibid,
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2.3. Perkembangan Pola Pengusahaan Pertambangan Batubara Dan
Implikasinya Terhadap Pungutan Negara (1967 — 2009)

Sejak berlakunya UU No. 11/1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok
Pertambangan hingga berlakunya UU No. 4/2009 Tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, dapat disimpulkan telah terjadi perkembangan pola pengusahaan batubara
dari semula Kuasa Pertambangan (KP), kemudian muncul pola perjanjian (PKP2B),
dan terakhir muncul pola perizinan.

23.1. Pola Kuasa Pertambangan (KP) Berdasarkan UU No. 11/1967

a. Pengertian dan Jenis-Jenis KP

KP adalah wewenang yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk
melaksanakan usaha pertambangan. ** Pejabat yang berwenang untuk memberikan
KP adalah bupati/walikota, gubernur dan menteri. Bupati/Walikota apabila wilayah
KP terletak dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau di wilayah laut sampai empat mil
laut. Gubernur apabila wilayah KP terletak dalam beberapa wilayah kabupaten/kota
dan tidak dilakukan kerja sama antar kabupaten/kota maupun antara kabupaten/kota
dengan propinsi, dan/atau Ji wilayah laut yang terletak antara empat sampa: dengan
12 mil laut. Menteri apabila wilayah XP terletak dalam beberapa wilayah propinsi
dan tidak dilakukan kerjasama antar propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak
di luar i2 mil laut. ¥’

Sementara itu badan/pe;omngan yang dapat diberikan kewenangan cntuk
melaksanakan usaha pertambangan adalah : 8

% Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 11 ‘Tahun
1967, Op.Cit., Pasal 2 hunfi.

57 Pemeriniah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Noiiior 32 Tahun 1969 tentarg Pelak<anaai; Undang-Undang Nomor 1! Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokox Pertambangan, PP No. 75 Tahun 2001, LN. No. 141 Takueu 206),
Pasal 1.

5% Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Op.Cit., Pasal 5 jo
Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
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(1) Instansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri, gubernur, bupati/walikota,

(2) Perusahaan negara,

(3) Perusahaan daerah,

(4) Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah,

(5) Koperasi,

(6) Badan hukum swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan-peraturan
Republik Indonesia bertempat kedudukan di Indonesia dan bertujuan berusaha
dalam lapangan pertambangan dan pengurusnya berkewarganegaraan
Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia,

(7) Perorangan yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di
Indonesia,

(8) Perusahan dengan modal bersamna antara negara dan/atau dacrah dengan
koperasi dan/atau badan / perseorangan swasta,

(9) Pertambangan rakyat.

Berdasarkan bentuk surat keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang, KP dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu : *°

(1) Surat Keputusan Penugasan Pertambangan (SKPP)

SKPP adalah KP yang diberikan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota
sesuai kewenangannya kepada instansi pemerintah yang meliputi tahap
kegiatan penyelidikan umum dan eksplorasi.

(2) Surat Keputusan Izin Pertambangar Rakyat (SKIPR)

SKIPR adalah KP yang diberikan oleh bupati/waiikota kepada rakyat
setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan
dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan
penyelidikan umum, eksplorasi, eskploitasi, pengolahan, pemurnian,
pengangkutan, dan penjualan.

(3) Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan (SKPKP)

SKPKP adalah KP yang diberikan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota

sesuai kewenangannya kepada perusahaan negara, perusahaan daerah, badan

Pemerintah Nomor 32 Takun 1969 tentarg Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Ibid., Fasal 2

% Peme-intah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Perubuhan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967
tentarg Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Ibid., Pasal 1.
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usaha swasta atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan yang
meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, cksploitasi,
pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Scmentara berdasarkan tahap kegiatan, Kuasa pertambangan dapat dibagi

menjadi lima macam, yaitu : 60

(1) KP penyelidikan umum
KP penyelidikan umum merupakan kuasa untuk melakukan penyelidikan
secara geologi umum dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau
untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

(2) KP Eksplorasi
KP Esplorasi adalah kuasa kuasa yang diberikan oleh pejabat berwenang
untuk melakukan penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih
teliti/ seksama adanya dan sifat letakan bahan galian.

(3) KP Eksploitasi
KP Eksploitasi adalah kuasa pertambangan dengan maksud untuk
menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.

(4) KP pengolahan dan pemurnian
KP Pengolakan dan Pemurnian adalah KP untuk mempertinggi mutu bahan
galian serta untuk memanfastkan dan memperoleh unsur yang terdapat pada
bahan galian itu.

(5) XP pengangkutan dan penjualan
KP Pengangkutan dan Penjualan adalah KP uatuk memindahkan bahan galian
dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi ke
tempat pengolahan/pemurnian, serta untuk menjual bahan galian dan hasil
nengolahan/pemurnian bahan galian.

Luas wilayah yang dapat diberikan untuk satu XP Penyelidikan Umum tidak

boleh melebihi 5.000 hektar. Luas wilayah untuk satu KP Eksplorasi maksimal 2.000

% Ibid., Pasailangka 5 jo Indonesia, Undang-Undarg Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan,
Op.Cit., Pasal i.
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hektar. Dan luas wilayah satu KP Eksploitasi maksimal 1.000 hektar. ® Untuk
mendapat satu KP yang luas wilayahnya melebih luas sebagaimana dimaksud di atas,
pemohon KP harus terlebih dahulu mendapat izin khusus dari Menteri, Gubernur,
Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Luas wilayah beberapa KP Penyelidikan Umum, KP Eksplorasi, dan KP
Eksploitasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau seseorang pemegang KP
tidak boleh melebihi berturut-turut 25 ribu hektar, 10 ribu hektar dan 5 ribu hektar
dari wilayah hukum pertambangan Indonesia. Untuk mendapat jumlah luas wilayah
beberapa KP yang melebihi luas sebagaimana dimaksud di atas, pemohon KP harus
terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Waiikota sesuai
kewenangannya.®

Apabila luas wilayah pertambangan yang dimohonkan jauh melebihi luas
wilayah KP sebagaimana disebutkan di atas atau pemohon adalah kontraktor swasta
yang melibatkan pihak asing, maka pola pengusahaan pertambangan batubara adalah
pola perjanjian sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

b. Perkembangan Royalti KP
Iuran produksi atauw royalti atas pemegang KP adalah berupa pembayaran
tunai, tidak pernah berupa natura, dan tarif yang dipakai adalah persentase tertentu
dari harga jual. Namun sempat puia dipergunakan tarit tetap USD/ton, yang
kemudian diganti ke tarif persentase. Krenologis pengaiurannya adalah sebagai
berikut :
(1) Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166.K/844/M.PE/1992
tentang Penetapan Tarif Turan Eksplorasi atau Eksploitasi Untuk Usaha

¢! Pemerintah Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, PP No. 32/1969, LN No.
60 Tahun 1969, TLN No. 2916, Pasal 19.

€2 Pemeriatah Republik Indonesia, Poraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pclaksanaan Undang-Undarig Nonior 11 Tahun 1967
tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Op.Cit., Pasal 20.

 Ibid., Pasal 21.
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Pertambangan Umum : royalti berbentuk tunai dan dihitung berdasarkan fixed
rate USD/ton.

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen
Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum : royalti berbentuk
tunai dan dihitung berdasarkan fixed rate USD/ton.

(3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen
Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum : royalti berbentuk
tunai dan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari harga jual dikalikan
jumlah batubara.

(4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan
Sumber Daya Mineral : royalti berbentuk tunai dan dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari harga jual dikalikan jumlah batubara.

2.3.2. Pola Perjanjian

Dalam pertambangan batubara dipergunakan isiilah perjanjian, sedangkan
dalam usaha pertambangan mineral dipergunakan istilah kontrak karya.** Mineral
terbeda dengan batubara. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam,
yang memiliki sifat fisik d;n kimia tertentu serta susunan kristal terawr atau
gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Sedangkan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara

& Salim HS, Hukum Pertambangan di indonesia, jakarta : PT. KajaGrafindo Persada, 2007, b.127-
129. Keputusan Menieri Pertanbangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996 tentang Tata Cara
Pengajuan Pemrosesan Pemberian Ku:asa Pertambangan, kin Prinsip, Kormrak Karya dan Perjanjian
Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Pasal 1 menyebutkan bahwa kontrak karya acalah
suatu perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing atau patungan
antara asing dengan nasional {dalam rangka PMA) untuk pengusahaan mineral dengan berpedoman
kepada UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing serta UU No. 11/1967 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Umum.
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alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.®® Oleh karena itu dalam tesis ini, kontrak karya
tidak akan dibahas lebih lanjut.

Berdasarkan penelusuran semua peraturan perundang-undangan yang berkenaan
dengan batubara, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada empat macam perjanjian
pengusahaan pertambangan batubara, namun yang masih ada hingga saat ini tinggal
tiga macam.* Dalam uraian berikut akan dipaparkan keempat macam pola perjanjian

pengusahaan pertambangan batubara tersebut satu per satu.

2.3.2.1.Perjanjian Bagi Hasil Berdasarkan Keppres [No. 36/1975

Salah satu pertimbangan dari Keppres No. 36/1975 tentang Ketentuan-
Ketentuan Perjanjian Bagi Hasil antara PN Tambang Batubara dan Shell Mijnbouw
N.V. menyebutkan bahwa usaha PN Tambang Batubara untuk merintis kerjasama
eksplorasi batubara di wilayah Sumatera Bagian Sclatan dengan Shell Mijnbouw
N.V. berdasarkan suatu “Coal Exploration Agreement’ perlu dikembangkan lebih
lanjut dan ditingkatkan menjadi kerjasama dalam bentuk Perjanjian Bagi Hasil. Jadi
Keppres No. 36/1975 yang merupakan dasar hukum bagi Perjanjian Bagi Hasil untuk
pengusahaan tambang batubara, adalah khusus mengatur mengenai perjanjian antara
PN Tambang Batubara dan Shell Mijnbouw. N.V.

Adapun yang dimaksud dengan bagi hasi! adalah pembagian keuntungan
produksi dalam bentuk natura, antara PN Tambang Batubara sebagai pemegang
Kuasa Pertambangan dan Shell Mijnbouw N.V. sebagai kontraktor. ¢ Jadi hasil yang
akan diterima PN Tambang Batubara adalah dalam bentuk natur; (batubara), bukan

% Indonesia, Undang-Undang Mineral dan Batubara, Op.Cit., Pasal | angka 2 dan 3.

% Ini dapat disimpuikan dari Pasal 1 huruf ¢ Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor 0057 K/40/MEM/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi
Nomor 680.K/29/M.PE/1997 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang
Ketentuan Pckok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, yang menyebutkan bahwa
“Kontraktor adalah Perusahaan Swasta yang melakukan pengusaiiaan periambangan batubara, baik
dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
berdasarkan kepuiusan Presiden Noinor 49 Tahun 1981, Keputuvsan Presideri Nomor 21 Tahun 1993
dan Kcputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996.”

7 Presiden Republik Indonesia, Keputusan tensang Ketentua-Keteniuan Perjanjian Bagi Hasil Antara
P.N. Tambang Batubara dan Shell Mijnbouw N. V., Keputusan No. 36 tahun 1975, Pasal 1 ayat (1).
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kas. Sementara keuntungan produksi adalah bagian produksi setelah dikurangi
ongkos produksi. % Shell dapat memperhitungkan untuk ongkos produksi : 69
a. sampai maksimum 70 % dari seluruh produksi setiap tahun untuk jangka waktu
paling lama tujuh tahun sejak tanggal ekspor komersil dimulai (tahap pertama).
b. Sampai maksimum 40 % dari seluruh produksi setiap tahun untuk tahun-tahun
selanjutnya setelah tahap setelah tahap pertama berakhir (tahap kedua).
Sementara pembagian keuntungan produksi setiap tahun adaiah sebagai
berikut : 7°
a. Selama tahap pertama, bagian keuntungan produksi untuk PN Tambang
Batubara adalah 60 % dan untuk Shell 40 %.
b. Selama tahap kedua, pembagian keuntungan produksi dilakukan sebagai
berikut:

(1) apabila jumlah seluruh produksi setiap tahun lima juta ton atau kurang,
bagian keuntungan produksi untuk PN Tambang Batubara adalah 60 %
dan untuk Shell 40 %.

(2) Apabila jumlah seluruh produksi setiap tahun lebih dari lima juta ton
sampai 25 juta ton, maka bagian keuntungan produksi untuk PN
Tambang Batubara adalah berkisar antara 60 % dan 65 % berdasarkan
rumus (60 + (V-5)/4) %, dimana V adalah jumlah seluruh produksi
setiap tahun dalam jutzan ton. Bagian keuntungan produksi untuk Shell
adalah sebesar sisa seluruh keuntungan produksi setelah dikurangi
bagian keuntungan produksi untuk PN Tambang Batubara.

(3) Apabila jumlah seluruh produksi setiap tahun 25 juta ton atau lebih,
bagian keuntungan produksi untuk P.N. Tambang Batubara adalah 65 %
dan untuk Shell adalah 35 %.

8 1bid., Pasal | ayat (2).
% Ibid., Fasal 3 ayat {1).

™ Ibid., Pasai 3 ayat (2) dan (3)
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(4) Apabila dalam tahap kedua harga batubara lebih dari harga dasar yang
disepakati bersama oleh PN Tambang Batubara dan Shell, maka Shell
wajib membayar kepada P.N. Tambang Batubara 20 % dari selisih
antara harga penjualan dan harga dasar kali keuntungan produksi,
sebagai tambahan atas bagjan keuntungan produksi untuk P.N. Tambang
Batubara.

Dari bagian keuntungan produksi yang diterima PN Tambang Batubara dari

Shell, lima persen untuk P.N. Tambang Batubara dan sisanya disetorkan oleh P.N.
Tambang Batubara ke pemerintah, yang antara lain untuk pembayaran iuran tetap dan
royalti. 7' Jadi, pembayaran iuran tetap dan royalti dilakukan oleh P.N. Tambang
Batubara, sementara Shell, karena telah membagikan keuntungan produksi ke P.N.
Tambang Batubara, maka dibebaskan dari juran tetap dan royalti.”

Tanggung jawab atas pengelolaan pekerjaan-pekerjaan berdasarkan perjanjian
bagi hasil ada di P.N. Tambang Batubara, sementara Shell bertanggung jawab
sepenuhnya atas seluruh pembiayaan pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil. > Semua
peralatan  yang dibeli oleh Shell untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan
berdasarkan Perjanjian Bagi Hasi! menjadi milik P.N. Tambang Batubara, * dan
Shell dapat mempergunakan semua peralatan tersebut sepanjang diperlukan untuk
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan menurut Perjanjian Bagi Hasil.”

Namun dalam perkembangan selanjutnya Shell membatalkan 1rencana
penambangan batubara di Sumatera Selatan meskipun sudah USD 50 juta lebih
dibelanjakan Shell untuk rencana menambang batubara tersebut. Ketika itu
diperkirakan bahwa total investasi akan mencapai US$1,2 milyar guna membangun
tambang, pelabuhan, fasilitas angkutan dan keperiuan pokok lainnya. Penyebab Shell

™ Ibid,, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2).
72 Ibid., Pasal 4 ayat (3)

 Ibid., Pasal 6

™ Ibid., Pasal 5 ayat (1)

” Ibid., Pasal 5 ayat (2)
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membatalkan rencana penambangan batubara tersebut antara lain karena jenis
batubara di Sumatera Selatan ternyata mengandung kadar air yang cukup tinggi
hingga kurang memberi prospek untuk diekspor, dan kondisi tanah di lokasi
penambangan akan membuat penambangan lebih mahal daripada yang diduga

semula. '

2.3.2.2.PKP2B Generasi I berdasarkan Keppres No. 49/1981 7
Berbeda dengan Keppres No. 36/1975 yang mengatur perjanjian khusus
antara P.N. Tambang Batubara dengan Shell, Keppres No. 49/.1981 mengatur
perjanjian antara P.N. Tambang Batubara dengan pihak swasta yang bertindak
sebagai kontraktor P.N. Tambang Batubara. Jadi Keppres No. 49/1981 berlaku secara
umum. Latar belakang terbitnya Keppres No. 49/1981 adalah untuk mempercepat
usaha pengembangan dan pemarnfaatan batubara serta mengingat kemampuan P.N.
Tambang Batubara yang terbatas, maka pemerintah menganggap perlu menunjuk
pihak swasta sebagai kontraktor bagi P.N. Tambang Batubara. Sehubungan hal
tersebut maka diterbitkanlah Keppres No. 49/i981 sebagai dasar kerjasama antara
P.N. Tanbang Batubara dengan kontraktor swasta, ’®
Beberapa hal yang diatur dalam Keppres No. 49/1981 memiliki persamaan
dan perbedaan dengan pengaturan dalam Keppres No. 36/1975, dianiaranya :
a. Bentuk kontrak berupa Perjanjian Kerjasama, yaitu perjanjian antara P.N.
Tambang Batubara sebagai pemegang Kuasa Pertambangan dan pihak swasta
sebagai koutraktor untuk pengusahaan tambang batubara untuk jangka waktu 30

7 Eb, “Sheel Batal, Siapa Penggantinya,” <http://majalah.tempointeraktif-
.com/id/arsip/1978/08/0S/EB/mbm. 19780805 . EB72442 id.html,> 5 Agustus 1978,

7 Istilah gencrasi | untuk PKP2B berdasarkan Keppres 49/1981, generasi 2 untuk PKP2B berdacarkan
Keppres 21/1993, generasi 3 untuk PKP2B berdasarkan Keppres 75/1996, lihat Edpraso,
“Menjembatani Pecmahaman Praktek Pertambangan : Sekitar DHPB 13,5 %,” <http://www.apbi-
icma.com/news.php?pid=55€0&act=detail,> 25 September 2008.

™ Presiden Republik Indonesia, Keputusan tentang Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Kerjasama
lengusahaan tambang Batubara Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kon:raktor
Swasta, keputusan No. 49 Tahun 1981, butir Menimbang.
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tahun. ” Sementara bentuk kontrak yang diatur dalam Keppres No. 36/1975
adalah berupa Perjanjian Bagi Hasil.
b. Kewajiban Kontraktor adalah :

(1) menyerahkan sekurang-kurangnya 13,5 % daripada produksi batubaranya
kepada P.N. Tambang Batubara dalam bentuk natura. % Sedangkan dalam
Keppres No. 36/1975, kontraktor wajib membagi keuntungan produksi
kepada P.N. Tambang Batubara. Dalam Perjanjian Kerjasama menurut
Keppres No. 49/1981, bagian PN Tambang Batubara adalah persentase
tertentu dari “produksi batubara”, sedangkan dalam Perjanjian Bagi Hasil
menurut Keppres No. 36/1675, bagian PN Tambang Batubara adalah
persentase tcrtentu dari “keuntungan produksi”.

Baik Perjanjian Kerjasama maupun perjanjian bagi hasil sama-sama
meuetapkan bagian P.N. Tambang Batubara dalam bentuk natura
(batubara), dan juga sama-sama membebaskan kontraktor dari iuran
ekplorasi dan eksploitasi (royalti), apabila kontraktor telah menyerahkan
13,5 % dari produksi batubara atau bagian keuntungan produksi kepada
P.N. Tambang Batubaia. Untuk sclanjutnya P.N. Tambang Batubara yang
akan membayar royalti kepada pemerintah.

Banyak orang yang bertanya, dar tidak banyak yang tahu darimana
angka 13,5% datangnya yang akhimya diberlakukan di dalam kontrak
antara Pemerintah dengan pengusaha batubara PKP2B generasi 1 sampai
3 ? Secara histoiis penentuan tingkat bagi hasil sel;esar 13,5% dan hasil
produksi batubara merupakean hasil kesepakatan (negosiasi) antara
Pemerintah dan kontraktor. Pada tahun 1997, salah satu konseptor
Kontrak Kerjasama Batubara (KKB), Alm. Sutaryo Sigit yang pcrnah
menjabat sebagai Direktur Jenderal Pertambangan Umum mengatakan di
dalam ceramah di ITB bahwa bahwa konsep bagi hasil untuk batubara

memang antara lain diilhami oleh adanya konsep Production Sharing

" fbid., Pasal 1.

* Ibid., Pasal 2 ayat (1)
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antara Pertamina dan perusahaan minyak asing. Tapi tetap beda dalam
prakteknya, karena di batubara tidak diberlakukan cost recovery. '

Ketika PT Shell sedang melakukan negosiasi dengan Pemerintah
untuk memulai pekerjaan eksploitasi batubara di salah satu wilayah
Indonesia dilakukan negosiasi yang cukup alot terkait pembagian hasil ke-
dua belah pihak. Akhimya dalam salah satu tahapannya PT Shell
diusulkan mendapat bagian 9% dan Pemerintah 18% (dari keseluruhan
30% gross revenue perusahaan). Karena belum dicapai kesepakatan,
akhimya dilakukan ketetapan bahwa perusahaan yang akan melakukan
eksploitasi tersebut harus menyerahkan hasil produksinya minimai sebesar
13,5% kepada Pemerintah yang merupakan pembagian (9% + 18%)/2. 82

(2) Membayar kepada P.N. Tambang Batubara sejumlah iuran tetap
(deadrent) sesuai dengan luas wilayah pertambangan kontraktor.®’
Ketentuan ini berbeda dengan Perjanjian Bagi Hasil menurut Keppres No.
36/1975, dimana kontraktor dibebaskan dari juran tetap bila telah
menyerahkan bagian keuntungan produksi kepada P.N. Tambang
Batubara, dan seianjutnya PN Tambang Batubara yang akan membayar
iuran teiap ke pemerintah.

c. P.N. Tambang Batubara bertanggung jawab atas pengelolaan uszha yang
dilaksanakan berdasarkan Peganjian Kerjasama, sedang kontraktor memikul
sepenuhnya risiko dan seluruh pembiayaan pelaksanaan usaha bersangkutan. 3
Ketentuan ini serupa dengan yang diatur dalam Keppres No. 36/1975. Dalam
Keppres No. 36/1975 tidak tegas dinyatakan bahwa risiko sepcnuhnya menjadi
tanggung jawab kontraktor, namun karena Shell hanya dapat memperhitungkan

*: Edpraso, “Menjembatani Pemahaman Praktek Pertambangan: Sekitar DHPB 13,5%",
www.djmbp.esdm.go.id, 19 September 2008.

52 Ibid,
™ Presidzn Republik In:donesiz, Keputusan tentang Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Kerjasama
Pengusahaan Tambang Batubara Antara Perv:sahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor

Swasta, Op.Cit.,Pacal 4 ayat (4).

™ Ibid., Pasal 11.

35
Universitas Indonesia

Dana hasil..., Syamsul Hoiri, FH Ul, 2010


http://www.dimbp.esdm.go.id

ongkos produksi jika ada produksi batubara, 3° maka dapat disimpulkan bahwa
risiko sepenuhnya ada di Shell.

d. Peralatan yang dibeli oleh kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan
berdasarkan Perjanjian Kerjasama menjadi milik P.N. Tambang Batubara. *¢
Sementara kontraktor berhak sepenuhnya untuk mempergunakan semua
peralatan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan Perjanjian
Kerjasama. *’ Ketentuan ini serupa dengan yang diatur dalam Keppres No.
36/197s.

2.3.2.3.PKP2B Generasi II Berdasarkan Keppres No. 21/1993
Latar belakang terbitnya Keppres No. 21/1993 diantaranya adalah adanya
keperluan untuk mengikutsertakan pihak swasta dalam upaya pengembangan
sumberdaya batubara sebagai kontraktor P.T. Tambang Batubara Bukit Asam
(PTBA), karena untuk mempercepat proses pembangunan pertambangan batubara
dipandang dan terbatasnya kemampuan investasi PTBA. * Dengan berlakunya
Keppres No. 21/1993 ini. maka Keppres No. 49/1981 menjadi tidak berlaku lagi.
Beberapa hal yang diatur dalam Keppres No,. 21/1993 ini memiliki
persamaan dan perbedaan dengan pengaturan daiam Keppres No. 49/1981,
diantaranya sebagai berikut :
a. Tetap mempergunakan istilah Perjanjian Kerjasama, namun yang menjadi
subyek hukum perjanjisn adalah PTBA, ® sedangkan dalam Keppres No,
49/1981 subyek nukum yang melakukan perjanjian dengan kontraktor swasta

* Ibid., Pasai 3 ayat (1).

8 Ibid., Pasal 10 ayat (1).

%7 Ibid., Pasal 10 ayat (2).

* Presiden Republik Indonesia, Ketentiian Pokok Perjanjian Keriasama Pengusahaan Pertambangan
antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan

Kontraktor, Kepntusan No. 21 Tahun 1993, Butir menimbang huruf c.

% Ibid., Pasal 1.
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a. subyek hukum yang melakukan perjanjian dengan kontraktor swasta adalah
P.T., sedangkan sebelumnya adalah P.N.

b. Kepemilikan asset berpindah dari semula milik BUMN menjadi milik
kontraktor.

2.3.2.4.PKP2B Generasi I1I Berdasarkan Keppres No. 75/1996

Latar belakang diterbitkannya Keppres No. 75/1996 ini adalah adanya
kehendak pemerintah untuk meningkatkan peran serta pihak swasta sebagai
kontraktor pemerintah dalam pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana
dinyatakan dalam satu butir menimbang. Berbeda dengan Keppres-Keppres
sebelumnya yang berlatar belakang adanya kehendak pemerintah untuk menunjuk
kontraktor swasta. Karena itu, semestinya Keppres No. 75/1996 dibuat sedemiikian
rupa sehingga lebih menarik dan menguntungkan bagi kontraktor swasta
dibandingkan Keppres sebelumnya. Hal ini dapat terjawab dari uraian berikut.

Beberapa hal yang diatur dalam Keppres No. 75/1996 adalah memiliki
persamaan dan perbedaan dengan Kepppres No. 21/1993, diantaranya adalah sebagai
berikut :

a. Nama perjanjian berubah dari sebelumnya “Perjanjian Kerjasama” menjadi
“Perjanjian Karya”. Pihak yang melakukan perjanjian dengan kontraktor juga
berbeda, jika scbelumnya adalah PTBA, maka berdasarkan Keppres No.
75/1996, perjanjian adaleh antara pemerintah dan kontraktor swasta untuk
melaksanakan pengusaliaan pertambangan bahan galiax;. L

b. Perusahaan kontraktor swasta bertanggung jawab atas pengelolaan pengusahaan
pertambangan batubara. *® Hal ini berbeda dengan peraturan sebelumnya
dimana yang bertanggung jawab atas pengelolaan usaha adalah BUMN/PTBA.
Pengaturan yang melimpzhkan tanggung jawab atas pengelolaan pengusahaan
pertambangan batubara dari BUMN kepada kontraktor swasta ini jelas lebih

% Presiden Republik Indonesia, Keputusan Tentang Ketentuan Pokck Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Batubara, Keputusan No. 75 Tahun 1996, Pasal !.

% Ibid., Pasal 2 ayat ().
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menarik bagi kontraktor swasta, karena konsekwensinya kontraktor swasta tidak
perlu lagi meminta persetujuan dari BUMN atas rencana kerja dan rencana
anggaran belanja tahunan seperti diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Keppres No.
21/1993, akan tetapi cukup menyampaikan rencana kerja dan rencana anggaran
belanja tahunan kepada pemerintah sesuai Pasal 2 ayat (3) Keppres No.
75/1996.

c. Perusahaan Kontraktor swasta wajib menyerahkan sebesar 13.5 % hasil
produksi batubaranya kepada pemerintah secara tunai atas harga pada saat
berada di atas kapal (free on board) atau pada harga setempat (at sale point). 97
Dalam hal pengusahaan pertambangan dilakukan dengan cara bawah tanan
dan/atau batubara yang diproduksi ternyata bermutu rendah, besarnya hasil
produksi batubara yang harus diserahkan kepada pemerintah dapat
dipertimbangkan kembali berdasarkan hasil kajian yang diajukan oleh
perusahaan kontraktor swasta, >

Jadi ada perubahan bentuk dana hasil produksi, dimana sebelumnya
hasil produksi yang wajib diserahkan oleh kontraktor swasta adalah berupa
natura (batubara), kemudian diubah menjadi berupa pembayaran tunai.

Ketentuan 1ni juga jelas menguntungkan bagi kontraktor swasta karena mereka

bisa melakukan upaya-upaya tertentu untuk menekan jumlah basil produksi

yang wajib diserahkan ke pemerintah, yang lebih terperinci akan dibahas dalam
bab selanjuinya dari iesis in.

Perubahan dari bentuk natura ke pembayaran tunai ini, menurut
penjelasan dari Singgih Widagdo, Direktur Indonesian Coal Society, terutama
disebablian karena pemerintah kesulitan untuk menjual batubara pada saat itu.

Akan tetapi dengan kondisi seperti saat ini diiana permintaan batubara relatif

%7 ibid., Pasal 3 ayat (1).

* Ibid., Pasa! 3 ayat (2).

39
Universitas Indonesia

Dana hasil..., Syamsul Hoiri, FH Ul, 2010



tinggi, maka semestinya tidak ada masalah lagi bagi pemerintah jika kembali ke
bentuk natura.”

Menurut Herman Afif Kusumo, Ketua Presidium Masyarakat
Pertambangan Indonesia, kebijakan natura ini diubah menjadi uang karena
kebutuhan batubara ketika itu masih sedikit sehingga kontraktor swasta disuruh
ekspor. '® Makanya akhir-akhir ini ada usulan agar pemerintah mengubah
kembali ke bentuk natura. '*' Topik ini akan dibahas lebih terperinci dalam bab
berikutnya dari tesis ini.

d. Kontraktor wajib membayar iuran tetap kepada pemerintah berdasarkan luas
wilayah kerja pengusahaan pertambangan batubara. 12 Ketentuan ini sama
dengan yang diatur di dalam Keppres sebelumnya No. 21/1993.

e. Semua peralatan yang dibeli perusahaan kontraktor untuk melaksanakan
pengusahaan pertambangan batubara menjadi milik kontraktor. ' Ketentuan ini
sama dengan Keppres sebelumnya no. 21/1993.

f. Perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan batubara yang telah
ditandatangani sebelum berlakunya Keppres ini tetap berlaku sesuai jangka
waktu dalam perjanjian vang bersangkutan (Pasal 9 ayat (1)). ** Dan segala hak
dan kewajiban PTBA berdasarkan perjanjian kerjasama beralih kepada

pemeriniah. '

% Pisampaikan pada workshop batubara dengan topik Peluang Bisnis Penambang Batubara Skala
Menengah, Grand Hyatt Hotel Jakarta, 27 November 2007.

'® ))LS, Royalti Batubara Akan Diubah, http://www.pipjb.com/iframe_news content.php?n=1246, 20
Juli 2008.

' 1bid.

12 Presiden Republik Indonesia, Keputusan Tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaar
Pertambangan Batubara, Keputusan Mo, 75 Tahun 1996, Pasal 4 ayat (2).

' Ibid,, Pasal 5.
'™ Ibid., Pasa) 9 ayat (1).

' Ibid. Pasal 9 ayat (2).

40
_— Universitas indonesia

et
-
PESESRS S S S

Kouika 777 SURTAKAAR
] a3 HUKUM u. L
‘fAK L'SMJ'...,—WW., A UI, 2010


http://www.pipib.com/ifraine

g. Keppres No. 21/1993 dinyatakan tidak berlaku lagi sesuai Pasal 13 Keppres No.
75/1996.

2.3.3. Pola Perizinan berdasarkan UU Minerba No.4/2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menganut azas perizinan, dimana
ditentukan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha
Pertambangan (TUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan
Khusus (TUPK). 1%

a. IUP (Izin Usaha Pertambangan)

IUP adalah izin untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka pengusahaan
mineral atau batubara yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi,
studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan
dan penjualan, serta pasca tambang. '% TUP terdiri atas dua tahap '% :

(1) IUP eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi
kelayakan.

(2) IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi. penambangan,
pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. '

10P diberikan kepada badan usaha, koperasi, perserorangan. '® Pejabat yang
berwenang untuk memberikan IUP adalah : '!!

m Bupati/walikéta apabila wilayah IUP berada di dalam satu wilayah
kabupaten/kota.

1% Indonesia, Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan batubara, Op.Cit., Pasal 35
197 Ibid., Fasal | angka 6 & 7.

1 tbid., Pasal 36

' Ibid., Pasal 36 ayat (i)

"® Ibid., Pasal 38.

" 1bid., Pasal 37
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(2) Gubemur apabila wilayah IUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota
dalam satu provinsi setelah mendapat rekomendasi dari bupati/walikota
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(3) Menteri apabila wilayah IUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah
mendapatkan rekomendasi dari gubemur dan bupati/walikota setempat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IUP eksplorasi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka
waktu paling lama tujuh tahun. b2 Sedangkan JUP Operasi Produksi untuk
pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan
dapat diperpanjang dua kali masing-masing 10 tahun.

Pemegang IUP eksplorasi batubara diberi wilayah JUP dengan luas minimal
lima ribu hektar dan maksimal 50 ribu hektar. ' Sedangkan pemegang IUP Operasi
Produksi batubara diberi wilayah [UP maksimal 15 ribu hektar.'™*

b. IPR (Izin Pertambangan Rakyat)

IPR diberikan oleh bupati/walikota kepada penduduk setempat, baik
perorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. Bupati/walikota dapat
melimpahkan kewenangan pemberian IPR kepada camat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. '**

IPR diberikan untuk jangka waktu maksimal lima tahun dan dapat
diperpanjang. ''® Luas wilayah untuk satu IPR yang dapat diberikan kepada :

(1) perserorangan maksimal satu hektar. ’
(2) kelompok masyarakat maksimal lima hektar.
(3)  koperasi maksimal sepuluh hektar.

"2 1bid., Pasal 42 ayat (4)
' bid., Pasal 51 ayat (1)
™ Ibid., Fasal 62
"3 Ibid., Pasal 67

" Ibid., Pasal 68 ayat (2)

42
Universitas Indonesia

Dana hasil..., Syamsul Hoiri, FH Ul, 2010



Pemegang IPR wajib membayar iuran tetap dan iuran produksi sesuai Pasal
70 huruf d UU Minerba No. 4/2009.

¢. TUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus)

IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah yang
merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan
strategis nasional. '’ Jadi berbeda dengan IUP yang merupakan izin untuk
melaksanakan usaha pertambangan di wilayah pertambangan yang tidak termasuk
wilayah pertambangan yang dicadangkan untuk kepentingan strategis nasional.

[UPK diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah.
IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik
berupa BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta. '"* [UPK terdiri atas dua tahap,
yaitu :

118

(1) TUPK eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi
kelayakan.

(2) IUPK Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan,
pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.

Batubara yang tergali selaina masa eksplorasi dikenai iuran produksi.'?® Luas
wilayah IUPK untuk tahap kegiatan eksplorasi pertambangan batubara maksimal 50
ribu hektar, sedangkan luas wilayah IUPK untuk tahap kegiatan operasi produksi
maksimal 15 ribu hektar. '*!

7 Ibid., Pasal | angka 11, angka 33. angka 34, dan angka 35.
"'® Ibid., Pasa! 74 ayat (1)

"'? !bid., Pasal 75 ayat (2)

"2 Ibid., Pasz! 82

2! 1bid., Pasal 83 huruf ¢ dan d
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Jangka waktu IUPK eksplorasi pertambangan batubara maksimal tujuh tahun,
sedangkan jangka waktu IUPK operasi produksi maksimal 20 tahun dan dapat
diperpanjang dua kali maksimal masing-masing 10 tahun.'?

Penerimaan negara bukan pajak yang dibebankan ke pemegang IUP atau
IUPK terdiri dari : (a) iuran tetap, (b) iuran eksplorasi, (¢) iuran produksi, (d)
kompensasi data informasi. '2 Jadi, dalam rezim perizinan tidak dikenal lagi DHPB
sebagai salah satu sumber PNBP sebagaimana yang berlaku bagi PKP2B seperti
yang diatur di dalam PP No.45/2003 .

Pemegang IUP atau JUPK wajib membayar iuran tetap, iuran eksplorasi dan
iuran produksi, yang besaran tarif iuran-iuran tersebut ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan. '%

2.4. Kebijakan Pungutan Batubara Berkembang Ke Arah Lebih Baik
Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa pola pengusahaan batubara di
Indonesia berkembang dari pola Kuasa Pertambangan, kemudian menjadi pola
perjanjian, dan sekarang menjadi pola perizinan. Perkembangan pola pengusahaan
batubara ini menuju ke arah yang lebth baik apabila dilihat dari sisi kedudukan
pemerintah yang menjadi relatif lebih kuat, dan diharapkan akan lebih
mengunturigkan dalam upaya mewujudkan welfare state. Hal ini dapat disimpulkan
antara lain dari hal-hal sebagai berikut :'?*
a. sistem perizinan menggantikan sistem KP dan PKP2B yang memberikan
kewenangan lebih besar kepada pemerintah untuk melckukan intervensi jika

terjadi pelanggaran.'”® Sistem perizinan ini menunjukkan peningkatan rasa

"2 Ibid., Pasal 83 huruf f

'3 Ibid., Pasal 128 ayat (4)

"4 Ibid., Pasal 131

'3 Ed, Berakhirnya rezim kontrak karya, Koran Tempo, 18 Desember 2008, h.1

126 Indonesia, Undang-Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Bat::bara, Op.Cit., Pasal 151

mengatur mengenai kewenangan permintah untuk memberikan sanksi administratif kepada pemcgang

44
Universitas Indonesia

Dana hasil..., Syamsul Hoiri, FH Ul, 2010



percaya diri negara selaku penguasa sumber daya alam nasional sesuai dengan
amanat konstitusi. Makna izin sudah terang, satu arah dari pemberi ke
penerima izin dengan segala implikasi hukumnya.l27

b. Kontrak Karya dan PKP2B bersifat koordinatif, kemudian dihapus dan diganti
dengan perizinan yang sifatnya subordinasi.'?®

c. Izin penambangan diperpendek dari 30 tahun pada KP dan PKP2B,'” menjadi
20 tahun pada sistem perizinan.

d. Pemberian kuasa penambangan tidak lagi dengan penunjukkan langsung,
melainkan lewat tender terbuka.'

e. Luas wilayah pertambangan batubara untuk kegiatan operasi produksi dibatasi
maksimal 15 ribu hektar. Sementara luas wilayah PKP2B untuk kegiatan
operasi produksi bisa mencapai 25.000 hektar '*' atau sekitar 37.000 hektar,'*
sesuai perjanjian di dalam PKP2B.

f. Ketentuan dalam PKP2B harus disesuaikan paling lambat setahun sejak UU

Minerba No. 4/2009 disahkan.

IUP, IPR dan fUPK yarg melanggar berupa : (a) peringatan tertulis, (b) penghentian sementara

sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, (¢) pencabutan {UP, [PR dan TUPK.

127 Achmad Zen Umar Purba, Aturan Membeiah Perut Bumi, Majalah Tempo, 21 Desember 2008, h.

40.

12¢ Singgih Widagdo, UU Minerba dan Ketahanan Energi, Harian Bisnis Indonesia, 22 Desember
2008, h. 1. :

22 Agrecment Between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Adaro Indonesia tanggal 16
November 1982, Pasal 10, dan Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The
Governmeni of The Republic Indonesia and FT. Pesona Khatulistiwa Nusantara, Pasal 10, dan
Pemerintah Indonesia. Peraturan Tentang Perubahun Kedua Atas Peraturan Pemerintak Nomor 32
Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Pertambangan, PP No. 75/200!, Pasal I angka 8.

% Indonesia, Undang-Undang Tentang Periambangan Mineral dan Batubara, Op.Cit., Pasal 60 jo
Pasal 75 ayat (4).

B! Work Agreement For Coal Mining Enterprises Between The Governmeni of Tiie Renubliz
Indonesia and PT. Pssona Khatulistiwa Nusantara, Pasal 4.

"2 Agreement Between Perusahaan Negara Tambang Batubara and PT. Adaro Indonesia tanggal 16
November 1982, Pa<ai 2.
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Sedangkan perkembangan DHPB dari semula berupa natura (batubara)
menjadi berbentuk tunai, cenderung lebih menguntungkan bagi kontraktor swasta.
Apabila DHPB dan royalty batubara dihitung berdasarkan harga jual Free On Board
atau af sale point, maka ada peluang bagi kontraktor swasta untuk menekan DHPB
dan royalty batubara dengan cara melakukan transfer pricing 133 sebagaimana akan
diuraikan lebih terperinci dalam bab berikutnya.

Oleh karena itu, adanya usulan agar mengubah DHPB dan royalti dari bentuk
tunai menjadi bentuk natura dalam rangka mengamankan pasokan batubara domestik,
134 patut disambut dengan gembira karena dapai mencegah terjadinya penurunan nilai
DHPB dan royalti menjadi lebih rendah melalui praktik transfer pricing. Ini berarti
ada harapan kebijakan pungutan negara atas usaha pertambangan batubara akan
berkembang ke arah yang lebih baik dan menguntungkan bagi negara indonesia

dalam rangka mewujudkan welfare state.

3 Panitia Musyawarah III Tluni FTU} 2008, Resume Seminar . “Memaksimalkan Pemanfaatan
Batubara Untuk Rokyat ", hitp://iluniftui.wordpress.com/2008/05/0 1 /rcsume-seminar-batu-bara-2008-
04-2009/, 1 Mei 2008.

** Antara News, “Pemerintah Kaji Royalti Batubara Berbentuk Watura,”

http://makassarkota.go.id/index2.phy,2option=com_content&task=view&id=355&Itemid=..., 4 Juni
2007.
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BAB 3
PERMASALAHAN SEPUTAR DHPB DAN ROYALTI BATUBARA

Ada dua pokok permasalahan yang akan dibahas dalam bab ini, yaitu : a.
kasus tunggakan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB), dan b. transfer harga untuk
menurunkan DHPB dan royalti batubara.

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 2, DHPB dan royalti adalah jenis
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen ESDM
sesuai Pasal 1 PP No. 45/2003 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Bedanya,
besarnya royalti batubara tergantung pada mutu batubara, yaitu antara 2 % sampai
dengan 7 % dari harga jual batubara tergantung tinggi rendahnya kalori batubara.'”’
Sementara DHPB iidak tergantung pada mutu batubara, yaitu seragam 13,5 % dari
harga jual sesuai PKP2R.'*

Menurut penulis, DHPB yang seragam teisebut kurang tepat, karena akan
menguntungkan pengusaha yang batubaranya berkalori tinggi dan merugikan
pengusaha yang batubaranya berkalori rendah. Semestinya untuk batubara kalori
rendah, DHPB juga lebih rendah atau kurang dari 13,5 %. Sebenamya pemerintah
akan memangkas DHPB dari 13,5 % menjadi sekitar 7 % sebagai insentif khusus
pengembangan batubara berkalori rendah. Menurut Direktur Pembinaan Program
Mineral, Batubara dan Panas Bumi Depariemen ESDM Bambang Setiawan, insentif
itu diberikan untuk mendorong pemanfaatan batubara berkalori rendah khususnya
bagi PKP2B agar paling tidak sama dengan KP, sehingga akan menarik bagi investor

13 Presiden R.1., Peraturan Pemcrintah Republik Indonesia Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Derartemen Energi Dan Sumber Laya Mineral, PP No.
45/2003, Pasal 1.

%6 Ibid., Pasal 3 ayat 1 juncto Presiden R1.. Keputusan Presiden Tentang Ketentuan Pokok Perjanjiaii
Karya Pergusahaan Pertambangan Baiubara, Keppres No. 75/1996, Pasal 3 ayat 1.
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untuk mengembangkan coal liquefaction atau coal gasification yang nilai investasinya
besar. *7 Juga ada pemikiran di dalam RUU Mineral dan Batubara diatur bahwa
DHPB bagi perusahaan yang mengusahakan batubara kalori rendah bisa lebih rendah
dari 13,5 %."*® Namun kenyataznnya hingga diberlakukannya UU Minerba No.4
Tahun 2009, DHPB tetap seragam 13,5 %.
Dengan membayar DHPB, maka kontraktor otomatis sudah membayar royalti
batubara karena DHPB mencakup :'*°
a. pembiayaan pengembangan batubara
b. investasi sumber daya batubara
c. biaya pengawasan pengelolaan lingkungan dan keselamatan kerja
pertambangan
d. pembayaran iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalti) dan PPN.
DHPB berlaku untuk pengusaha PKP2B, sedangkan untuk peagusaha Kuasa
Pertambangan (KP) tidak dikenakan DHPB, tetapi wajib membayar royalti. Sehingga,
pada permasalahan pertama (tunggakan DHPB), terjadi di lingkungan PKP2B.
Sedangkan pada permasalahan kedua (transfer pricing), bisa dilakukan oleh
pengusaha PKP2B (untuk menurunkan DHPB) maupun pengusaha KP (untuk
menurunkan royalti).
Namun, dalam uraian berikut akan ada penggunaan kata “royalti” yang
menggantikan “DHPB” karena penuiis mengutip dari berbagai sumber yang
terkadang memakai kata royalti untuk pembahiasan mengeuai DHPB.

B7  Bisnis Indonesia, “Batubara  Kalod  Rendah Dapat  Insentif  Khusus”,

<http://www.pelangi.or.id/othernews.phpnid=1704>, 29 Agustus 2006.

138 Reva Sasistiya, “RUU Minerba Ajukan Perbaikan Royalti”,

hutp://www.dgip.gc.id/ebscript/pubiicpurtal.cgi?.ucid=376&ctid=23&id=1275&type=2, 2 September
2007.

% Presiden R.I, Keputusan Presiden Tentang Ketentvan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan
Pertambangan Ratubara, Keppres No. 75/1996, Pasal 3 ayat 3.
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3.1. Kasus Tunggakan Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB)

Barangkali inilah salah satu perkara dengan masa penyelesaian paling lama.
Bayangkan. Tiga pemerintahan — dari Abdurrahman Wahid, Megawati sampai Susilo
Bambang Yudhoyono — tak mampu membereskan kisruh royalti ini. Pengusaha
batubara secara sepihak tidak memenuhi seluruh kewajibannya membayar kepada
negara. Sejak 2001 sampai 2007 jumlah yang tak dibayar lebih dari Rp 7 triliun -
melampaui subsidi pangan tahun lalu. Citra pemerintah disayangkan tercoreng tatkala
laporan keuangannya distempel disclaimer alias tidak diberi opini oleh BPK gara-
gara masalah ini,'*°

Semua keruwetan berawal dari terbitnya PP No. 144/2000 tentang Jenis
Barang dan Jasa Yang Tidak Kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Batubara yang
semula masuk jenis barang yang terkena PPN, sejak awal Januari 2001 berubah
menjadi barang tidak kena pajak. Dalam aturan lama, pcrusahaan membayar pajak
masukan ketika memanfaatkan jasa vendor atau pemasok, tapi membebankan pajak
keluaran pada harga yang harus dibayar konsumen batubara. Sehingga bisa dilakukan
mekanisme restitusi PPN, Tetapi sejak aturan baru berlaku mereka tidak bisa lagi
membebankan pajak keluaran pada konsnmen, sehingga mereka tidak dapat meminta
restitusi PPN. Dalam kontrak karya generasi I ada klausul bahwa jika ada perubahan
aturan perpajakan yang membuat biaya produksi meningkat, pemerintah mesti
menggantinya (reimbursement). Di sinilah sengketa terjadi. Pemerintah tak kunjung
mengganti PPN ‘masukan yang sudah dibayarkan oleh perusahaan batubara.
Perusahaan membalas dengan tidak membayar royalti secara penuh.'*!

3.1.1. Persepsi Kontraktor

Kontraktor yang menunggak pembayaran DHPB adalah PT. Kideco Jjaya
Agung, PT. Kaltim Prima Coal, PT. Kendilo Coal Indonesia, PT. Arutmin Indonesia,
Pl. Berau Coal dan PT. Adaro Indonesia. Meuurut para kontraktor tersebut,

Majalah Tempo, Kisruh Royalti Batubara, 18-24 Agustus, h.23.

140

141 bid
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Pemerintah RI tidak melaksanakan salah satu butir kesepakatan dalam PKP2B
Generasi 1. Berdasarkan pendapat tersebut maka kontraktor menahan pembayaran
DHPB kepada pemerintah dengan alasan sebagai bentuk kompensasi reimbursement
PPN, dan dilandaskan pada Pasal 1425, 1426, 1427 dan 1429 KUH Perdata mengenai
ketentuan perjumpaan utang piutang / kompensasi yang menurut mereka dapat
dilakukan tanpa sepengetahuan salah satu pihak.'*?

Pada Pasal 1426 jelas-jelas disebutkan: “Perjumpaan terjadi demi hukum,
bahkan tanpa setahu debitor, dan kedua utang itu saling menghapuskan pada saat
utang itu sama-sama ada.” Jadi kata Jeffrey Mulyono, Ketua Asosiasi Pengusaha
Batubara Indonesia (APBI), apa yang dituntut oleh pengusaha tentang kompensasi
royalti dengan restitusi pajak adalah wajar dan sah.'®?

Selain itu, pengusaha memiliki hak resmi untuk tidak membayar DHPB ke
pemerintah sepanjang PPN-nya belum direstitusi, karena :

a. ada sepucuk surat yang dikirimkan Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral
Departemen  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.
2162/84/DJG/2001 pada tanggal 18 September 2001. Dalam surat yang
ditujukan kepada Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan
disebutkan : ”Khusus untuk PKP2B Generasi I dan sesuai Pasal 11.3, PPN
yang tidak bisa direstitusi akan dibebankan kepada pemcrintah dengan
memeotong DHPB (13,5%) yang akibatnya akan mengurangi royalti bagian
pemerintah pusat dan daerah.”'** ,

b. ada surat dari Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian yang ditujukan

kepada Menkeu nomor S-105/l/2C01 pada 26 Desember 2001 pada 26

Desember 2001. Sebagian isinya menyebutkan bahwa Menteri Koordinator

2 Wahyu Daniel, “Kronologi Utang Piutang Royalti Yang Berbuntut Pencekalan”,

<http://www.detikfinance.com/read/2008/08/06/161139/984086/4/kronologi-utang-piutang-r...>, 6
Agustus 2008.

43 Rudi Kusumah, dkk, “Pinty Damai Masils Terbuka”,

<http://wvsw.pajak2000.com/news_detail.php?id-=3586>, 14 Agustus 2008.

' Kudi Ariffianto dan Neneng Herbawati, “Royalti Batubara Yang Ditahan Ternyata Resmi”,

<http://www.pajakonlire.com/engine/artikel/print.php?lang=id&artid=2850&print=1>, 9 Agustus
2008.
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aturan yang beragam. Karena ini adalah negara hukum, bukan company, maka harus
ada koridor-koridor hukum yang mengatur. Jadi perlakuan royalti dan restitusi itu
juga harus berbeda.'*®

Hal senada disampaikan oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen
Keuangan Hadiyanto yang mengatakan, restitusi PPN tidak dapat ditukar secara
sepihak dengan utang pembayaran royalti. Ada mekanisme yang harus ditempuh dari
sisi penganggaran, selain itu belum disepakati substansi apakah PPN itu dapat
direstitusi. Utang royalti juga bukan berasal dari perjanjian perdata, namun
merupakan piutang negara berdasar Undang-Undang Tentang Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP). Menurut dia, pengusaha sebaiknya membayar dulu lunas utang
royalti kepada negara dan bahwa mereka mempunyai klaim kepada negara, dapat
diajukan tersendiri.'*

Berdasarkan persepsi di atas, pemerintah yang diwakili Departemen ESDM
melakukan penagihan. Setelah beberapa kali ditegur tidak juga membayar,
Departemen ESDM menyerahkan penagihan piutang rovalti kepada Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN).'*° Perusahazn yang menahan DHPB balik menggugat
pemerintah ke PTUN sebagaimana akan dibahas di Bab IV.

Pada awal Agustus 2008, aias permintaan Departemen Keuangan, Direktorat
Jenderal Imigrasi Departemen Hukum dan HAM mencekal direksi dan komisaris
enam perusahaan yang menunggak DHPB."! Status cekal terhadap 14 eksekutif
perusahaan bawbara penunggak royalti dicabut pada tanggal & Oktober 2008 setelah

enam kontraktor batubara melunasi uang jaminan sebesar Rp 600 milyar. Uang

18 Ibid.

"9 Kompas, “Depkeu : Restitusi PPN  Tidak Bisa  Diwkar  Royalti”,

<http://www.pajakonline.com/engine/artikel/print.php?lang=id&artid=2827&prin=1>, 7 Agustus
2008.

150 Kompas, “Royaiti Harus Dibayar, Restitusi Tunggu Hukum”,

<http://www.pajakor!ine.comvengine/artikel/prim php?lang=id& anid=2828&print=1>, 7 Agusins
2008.

152

Asnil Bambani Amri dan Uji Agung Santcso, “Merana Gara-Gara Pajak Batubara”,
://[www pajakonline.com/engine/artixel/print. php?lans=id&artid=2839&print=1>, 8 Agustus
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jaminan tersebut akan ditahan hingga perhitungan atas kewajiban perusahaan dan
klaim reimbursement yang mereka ajukan selesai diaudit Tim Optimalisasi
Penerimaan Negara yang diketuai oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).!*?

3.1.3. Usulan BPKP & Menteri ESDM

BPKP telah menyerahkan laporan hasil audit kontraktor pemegang PKP2B
generasi pertama 2001-2007 kepada Menteri Keuangan dan Menteri ESDM melalui
surat no. SR-1438/K/D1/2008 tertanggal 23 Desember 2008 dengan mengusulkan
dua alternatif penyelesaian : '**

a. mengenakan denda terhadap saldo DHPB yang ditahan kontraktor sebesar
USD 132.62 juta dan Rp 695,64 miliar, sehingga total kewajiban DHPB yang
harus ditagih pemerintah sebesar USD 735,85 juta dan Rp 2,34 triliun.
Dengan alternatif pertama, hak pemerintah atas DHPB dan ditambah pajak
penjualan (PPn) menjadi sebesar USD 744.94 juta dan Rp 2,84 triliun.
Sedangkan kewajiban pemerintah atas pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar
Rp 7,181 triliun.

b. alternatif kedua adalah melakukan kompensasi atas xewajiban DHPB dengan
PPN yang telah dilakukan keenam kontraktor PKP2B generasi pertama. Jika
jumlah DHPB yang ditahan melebihi PPN, maka DHPB yang harus disetor
adalah sebesar kelebihan DHPB yang ditahan ditambsh dendanya. Secara
keselun;han, jumlah hak pemerintah bersih termasuk PPn adalah Rp 688,597
miliar.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dari sisi jumlah vang yang

akan ditcrima pemerintah, maka altemnatif pertama adalah lebih menguntungkan bagi

2. Gunanto ES, “Statis  Cekal  Penunggak  Royaiti  Batubara  Dicabut”,

<bttp://www.pajakonline.com/engine/artikel/print.php?lang=id&artid=3493&print=!>, 10 Oktober
2008.

Dctikcom, “Menteri ESDM Usul Xontraktor Batubara Bayar Sisa Kewajiban”,
J/www.ipotindonesia.com/news.php?page=detail&id=190709>, 23 Februari 2009.
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pemerintah, dan sebaliknya akan lebih merugikan bagi kontraktor. Menurut Direktur
Pengusahaan Mineral dan Batubara Departemen ESDM Bambang Gatot Ariyono,
kontraktor akan lebih senang altemnatif kedua. Jika pakai alternatif pertama repot,
karena hasil audit BPKP berupa Dolar AS masih menggunakan kurs lama.'** Selain
itu, pada alternatif pertama, denda dihitung berdasarkan seluruh saldo DHPB yang
ditahan, sedangkan pada altemnatif kedua, denda dihitung berdasarkan saldo kelebihan
DHPB yang ditahan. Sesuai alternatif pertama, denda terhadap saldo DHPB yang
ditahan kontraktor sebesar US$ 132,63 juta dan Rp 695,6 milyar.'**

Berkenaan dengan usulan BPKP tersebut, Menteri ESDM mengusulkan
kepada Menteri Keuangan agar tunggakan royalti batubara disclesaikan melalui
mekanisme kompensasi atau dihitung selisihnya, sesuai alternatif kedua yang
diusulkan BPKP, sebagaimana disampaikan melalui surat No. 0351/07/MEM.B/2009
tanggal 22 Januari 2009. Alternatif tersebut merupakan hal yang paling mungkin
dilakukan karena ada kesetaraan dan tidak ada lagi resistensi dasi pihak lain.'*®

3.1.4 Alternatif Yang Mungkin Dipilih Departemen Xeuangan

Departcmen Keuangan ada kemungkinan pilih alternatif pertama. Direktorat
Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Ani Ratnawati mengatakan, instansinya
masih mempertimbangkan cua alternatif yang disampaikan BPKP berdasarkan hasil
auditnya serta rekomendasi dari Departemen ESDM. Yang jelas Departemen

keuangan akan memilih rekomendasi yang ada standar laporannya.'*’

134 Kb, “ESDM Tawarkan Kompensasi Soal Tunggakan Batubara”,

http://wvsw kabarbisnis.com/content/peristiwa/28502-Media_visist Sahid_Hotels ke kabarb..., 23
Februari 2009,

155 Ibid.
136 Martina Prianti, “Upaya  Penyelesaian Royalti Batubara”,
<http://www kontan.co.id/index.php/nasional/news/8993/Menteri-ESDM -Kami-Usulkan-Al...>, 23
Fcbruari 2009.

57 Martina Priyanti, “Kisruh Royalti Batubara, Ada kemungkinan Depkeu Pilih Alternatif Pertama”,
<tutp://www kontan.co.id/index.php/nasional/news/9056/Kisruh Royalti Batubara Ada K...>, 24
Februari 2009.
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Bila disimpulkan, besar kemungkinan pemerintah lewat Departemen
keuangan bakal memilih altematif pertama penyelesaian kasus tersebut. Pasalnya dari
segi ketertiban administrasi penerimaan negara langkah pemerintah tersebut tidak
akan melahirkan dampak negatif di kemudian hari. '*®

Menurut Direktur Jenderal Kekayaan Negara Hadiyanto, karena BPKP hanya
memberikan rekomendasi tanpa menyarankan rekomendasi mana yang seharusnya
diambil oleh pemerintah sehingga hal itu menyebabkan lamanya proses pengambilan
keputusan. Menurut Hadiyanto, sekarang sedang diteliti oleh Departemen Keuangan
terkait dua hal, pertama, apakah akan dilakukan penyelesaian secara set off jadi
langsung di neto masuk kas negara selisihnya saja, atau menurut mekanisme biasa
yaitu pengusaha bayar penuh kemudian negara juga bayar jadi bruto. Untuk itu,
pemerintah minta waktu dalam memutuskannya berdasarkan prinsip governance,
mengingat segala bentuk keputusan yang akan dipilih harus mempertimbangkan asas
kehati-hatian. '*°

3.1.5. Pcndapat Para Ahli/ Profesional
Uraian di bawah akan memaparkan beragam pendapat dari para ahli hukum

dan professional yang terkait dengan kegiatan pertambangan batubara.

a. Perlu Langkah Hukum Pidana

Menurut pakar hukum Unpad, Romli Atmasasmita penegasan Menteri
Keuangan tentang penyelesaian kasus akan berdasarkan kontrak yang telah
ditandatangani, merupakan langkah bijak, tetapi sudah tentu langkah itu bukan opsi
satu-satunya yang dapat menyelamatkan uang negara. Langkah itu perlu dilengkapi
dengan langkah hukwn pidana jika tidak berhasil dalam tenggat waktu tertentu

158 1bid.

*® Bisnis Indonesia, “Cara Peiunasan Kurang Bayar Royalti Belum Diputus”, <http://www.ima-
api.com/news.php?pid=261S5&act=detail>, 4 Februari 2009.
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sehingga dapat dicegah kerugian negara yang lebih besar lagi atau para pelaku lolos
dari jeratan hukum.'®

Langkah pencegahan, katanya, merupakan langkah tepat untuk memperkuat
langkah hukum Menteri Keuangan. Bahkan jika diperlukan pemerintah dapat
membekukan aset-aset perusahaan itu untuk mencegah aset dilarikan ke negara lain.
Menurut dia, KPK dan kepolisian dengan bantuan PPATK sejak dini seharusnya telah
melaksanakan tindakan pencegahan agar harta kekayaan negara (royalti senilai Rp 7
triliun) dapat diselamatkan dengan merujuk kepada peraturan perundangan terkait.'®!

Lebih lanjut Romli menyoroti langkah Tim Optimalisasi Penerimaan Negara
yang dikoordinasikan BPKP dalam kasus itu, termasuk pembayaran uang jaminan
senilai Rp 600 miliar. Langkah itu patut disesalkan karena BPKP selaku auditor
pemerintah tidak dalam kapasitas menyelesaikan suatu kasus kecuali melaksanakan
audit. Ia menilai, jaminan sebesar Rp 600 miliar itu juga tidak sebanding dengan nilai
Rp 7 triliun yang seharusnya menjadi milik negara. Karena itu KPK harus mengambil
langkah supervisi terhadap kasus tunggakan royalti batubara dan berkoordinasi
dengan BPKP atau BPK. Tidek boleh ada toleransi terhadap mereka yang secara
nyata dan sengaja tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Negara.'$?

Roinli menjelaskan jika pengusaha batubara tctap tidak membayar royalti,
pengusaha itu melanggar UU Penerimaan Negara Bukan Pajak dan menimbulkan
kerugian negara. Para pengusaha itu dapat dituntut melakukan tindak pidana korupsi.
Karena jumlah yang sangai besar nilainya tunggakan itu, KPK harus segera
melakukan penyelidikan.163

160 Kplrif, =~ “Kasus  Royalti  Batvbara  Bisa Seperti Kasus BLBI",
<http://www.kapanlagi.com/h/0000250422 htinl>, i1 September 2008.

1% Ibid.
12 Ibid.
163 Media Indonesia, “Paksa Badan Pembangkang Royalti Batubara”,

<http://www.pajak.go.id/index.php?view=articie&catid=91%3 Aberita&id=7215%3Apaksa-b...>, 12
Agustus 2008.
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b. Harus Melalui Pengadilan Pajak

Direktur Centre for Indonesian Mining and Resources Ryad Areshman Chairil
menilai penahanan royalti batubara merupakan suatu kesalahan. Tindakan melakukan
kompensasi / perjumpaan utang / set-off PPN dengan DHPB tidak bisa dilakukan
tanpa keputusan dari Pengadilan Pajak.l64 Berdasarkan kontrak PKP2B generasi |,
Pasal 23 menyebutkan bahwa setiap penyelesaian sengketa perpajakan harus
diselesaikan melalui Mahkamah Pajak.'®’

¢. Harus Melalui Arbitrase

Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI) Supriatna
Suhala membantah adanya ketentuan penyelesaian perselisihan itu dalam kerangka
pengadilan pajak. Menurut dia, PKP2B hanya menggariskan semua perselisihan
diselesaikan melalui arbitrase. “Dalam PKP2B posisi pemerintah dan perusahaan
sejajar, sehingga kalau ada perselisihan, muaranya akan di arbitrase. Mahkamah
(pengadilan) pajak tidak dikenal dalam PKP2B dan mengenai set off, karena posisi
yang sejajar, perusahaan dibenarkan menggunakan KUHPerdata.”'®

d. Masuk Wilayah Perdata

Menurut Wakil Ketuz KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar baliwa meski
ada kerugian negara, ini kan masuk wilayahnya perdata, sehingga KPK belum bisa
masuk. Coba'lihat perkembangannya duly, baru nanti KPK menentukan langkah.'’

1 Aprilian Hermawan, “Menkeu : Royalti Wajib Dilunasi”,

<http://'vww.paiakonlinc.com/engine/artikel/art.php?artid=2859>, 11 Agustus 2008.

> Bisnis Indonesia, “Selesaikan Xasus Royalti Batubara Melalui Peradilan Pajak”,

<http://pajak.com/conient/viev:/1658/1>, 22 Agustus 2008

' Aprilian Hermawan, Loc.ci.

17 Ibid.
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kedudukannya lebih tinggi dari kontrak. Semua kontrak harus dibuat sesuai peraturan

perundangan.'™

h. Pemerintah Dapat Men-default
Sekjen Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Juangga
Mangasi menilai pemerintah dapat melakukan default terhadap perusahaan tambang

batubara generasi I yang menahan pembayaran royalti.'”'

i. DHPB dan PPN Berbeda
Ryad Areshman Chairil, Direktur Center for Indonesia Mining Resources

Law, berpendapat bahwa DHPB dan restitusi pajak adalah dua domain yang berbeda.
Alokasi dan penggunaannya pun berbeda. Tidak membayar royalti adalah tindakan
pidana.'” Pemerintah juga meminta kontraktor tetap membayar DHPB karena DHPB
dan PPN merupakan dua hal yang berbeda. Royalti merupakan penerimaan Negara
bukan pajak (PNBP) yang menjadi kewenangan Departemen ESDM, sedangkan PPN
adalah pajak yang dipungut departemen keuangan.'”?
3.1.6. Tuntutan Pemerintah Lemah

Berdasarkan pembahasan berikut ini akan terlihat bahwa tuntutan pemerintah
agar pengusaha PKPZB inelunasi tunggakan DHPB adalah lemah secara hukum.

' Doty  Damayanti, “Kisruh  Royalti ~ dan  Restitusi  Pajak  Batubara”,
<http://cetak.kompas.eom/read/xml1/2008/08/09/01480397/kisruh.royalti.dan.restitusi,pajak.b...>, 9
Agustus 2008.

' Bisnis Indonesia, “Pengusaha Bayar Pekan Ini Pemerintah Diminta Tegas Soal Royalti”,

<nttp://www.apbi-icma.com/news. chp?pid=3333&act-detail>, 14 Agustus 2008.

" Majalah frust No. 42, tahun VI, “Royalti Tidak Dibayar, Kontrak Bisa Diputus”,
<http://wwwy.paiak2000.com/news_detaii.phn?id=3587>, 14 Agustus 2008,

i Kapanlagi.com, “Pengusaha Minta Restitusi PPN Batubara,”

<http://www.kapanlagi.com/h/0090244 128.htmi>, diakses 2 Mei 200S.
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3.1.6.1. Penyelesaian berlarut-larut
Tiga pemerintahan tidak mampu membereskan kisruh DHPB ini. Setidaknya
ada lima penyebab, yaitu :

a. Miskoordinasi antara Menteri Keuangan, Direktur Jenderal Pajak dan
Departemen Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai siapa yang
seharusnya mengurus klaim reimbursement PPN masukan. Menurut Menteri
Keuangan, masalah restitusi PPN seharusnya dibicarakan dengan Diijen
Pajak.'™ Sementara menurut Dirjen Pajak Darmin Nasution, sesuai PKP2B
yang mengurus reimbursement adalah Departemen Energi, yang
menzndatangani PKP2B. Pengusaha bisa mengajukan berapa yang harus
dikembalikan, Entah dianggarkan atau bukan, itu tidak penting. '”° Namun
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Setiawan berpendapat lain.
Menuret dia, tanggung jawab itu bukan semata-mata dipikul Departemen
Energi. Sebab, Departemen Keuangan juga harus duduk bersama merumuskan
formula reimbursement. Karena kontrak itu bukan antara pengusaha dan
Departemen Energi, melainkan dengan pemerintah.'’

b. Inkonsisten. Tindakan penagihan oleh Departemen ESDM dan pencekalan oleh
Menteri Keuungan (Sri Mulyani) mengabaikan beberapa surat dari pejabat
sebelumnya. Tindakan Departemen ESDM dan Menteri Keuangan tersebut
adalah : 77

(1)  Mei 2006, Departemen ESDM meminta perusahaan tidak memotong
royalti atau kontrak akan dibatalkan. Perusahaan menggugat
pemerintah ke PTUN dan menang.

174 Uji Agung Santosa dar Umar Idris, Loc. Cit.

1% Majalah Tcmpo, Direktur Jendera! Pajak Darmin Naswion : Reimbursement Tanggung Jawab
Departemen Encrgi, 24 Agustus 2408, h. 100.

¢ Majalah Tempo, Klaim Terkawung-katung, Royalli Digantung, 24 Agustus 2008, h.05,

'7 Majalah Tempo, Setelah Kehilangan Kantong Kiri, 24 Agustus 2008, h. 96.
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(2) 20 Juli 2007, Departemen ESDM bersikeras dan melimpahkan
penagihan ke Panitia Urusan Piutang Negara. 12 Januari 2008,
perusahaan batubara kembali menggugat di pengadilan.

(3 5 Agustus 2008, belum ada ketetapan hukum yang tetap dari
pengadilan, Direktorat Jenderal Imigrasi mencekal 14 petinggi
perusahaan batutara atas permintaan Menteri Keuangan.

Sementara beberapa surat dari pejabat sebelumnya yang diabaikan oleh
Departemen ESDM dan Menteri Keuangan adalah sebagai berikut :

(1)  Surat yang dikirimkan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya
Mineral Departemen ESDM (Wimpi S. Tjetjep) No.
2162/34/DJG/2001 pada tanggal 18 September 2001. Dalam surat
yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Lembaga Keuangan
Departemen Keuangan itu disebutkan :”Khusus untuk PKP2B
Generasi I dan sesuai Pasal 11.3, PPN yang tidak bisa direstitusi akan
dibebankan kepada pemerintah dengan memotong DHPB (13,5%)
yang akibatnya akan mengurangi royalti bagian pemerintah pusat dan
daerah.”'"®

(2) Surat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian {Dorodjatun
Kuntjoro Jakti) yang ditujukan kepada Menteri Keuangan nomor
105/MENKON/2001 pada 26 Desember 2001 pada 26 Desember
2001. Sebagian isinya menyebutkan bahwa Menteri Kocrdinater
meminta Menteri Keuangan menunda PP No. 144/2000 dengan alasan
salah satunya belum ada mekanisme yang mengatur pembayaran
kembali restitusi PPN oleh pemerintah kepada
pengusaim/kontmktor.l79

(3)  Surat Menkeu (Boediono) No. S-195/MK.03/2003 tanggal 14 Mei
2003 yang ditembuskan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya

17 Rudi Ariffianto dan Neneng Herbawati, Loc.Cit.

17 Budi Kusumah, dkk, Loc.cit.

ol
Universitas Indonesia

Dana hasil..., Syamsul Hoiri, FH Ul, 2010



Manusia, meminta Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas
Bumi Departemen ESDM bersama-sama dengan Direktorat Jenderal
Lembaga Keuangan Departemen Keuangan untuk segera menyusun
mekanisme penggantian (reimbursement) atas perpajakan yang
ditanggung kontraktor berdasarkan PKP2B.'*¥

c. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, tidak semua perusahaan batubara
pemegang PKP2B generasi pertama menahan pembayaran DHPB.'™
Sebagaimana dikemukakan di atas, yang menunggak ada enam kontraktor.
Sementara itu, ada sepuluh kontraktor PKP2B generasi pertamna. 182 Sehingga,
menurut penulis, dapat dimengerti jika mekanisme reimbursement tidak bisa
selesai dengan cepat, karena jika sudah ada kepastian mengenai mekanisme
reimbursement, ada dugaan pemerintah khawatir pengusaha yang tidak
menunggak DHPB akan turut melakukan klaim penggantian PPN masukan.

d. BPKP memberikan dua alteratif penyelesaian kepada Menteri Keuangan pada
tanggal 23 Desember 2008, dimana alternatif pertama akan memberikan
penerimaan lebih besar bagi pemerintah daripada alternatif kedua. Menurut
Direktur Jenderal Kckayaan Negara  Hadiyanto, karena BPKP hanya
memberikan rekomendasi tanpa menyarankan rekomendasi mana yang
seharusnya diambil oleh pemeriniah sehingga hal itu menyebabkan lamanya
proses pengambilan keputusan. “Kalau satu saja rekomendasinya sudah
diputusin, tapi kalau dua kan harus mikir iagi,” tuturnya. Menurut Hadiyaato,
sekarang sedang diteliti oleh Depkeu terkait dua hal, pertama, apakah akan
dilakukan penyelesaian secara set off jadi langsung di neto masuk kas negara
selisihnya saja, atau menurut mekanisme biasa yaitu pengusaha bayar penuh

kemudian negara juga bayar jadi bruto. Untuk itu, pemerintah minta waktu

® Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat %asasi dalam Dirjen Mineral, Batubara dan Panus
Bumi Deperterien Fnergi dan SDM RI v. PT. Adaro Indonesia, No. 498 ¥/TUN/2007 h..19-20.

18! Aprilian Hennawan, Loc.cit.

"*2 Joe Widartoyo. Indcnesian Coal Mining Company Profiles 2002, Jakarta : ICMA, 2002, h. TIL1 —
1119,
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dalam memutuskannya berdasarkan prinsip governance, mengingat segala
bentuk keputusan yang akan dipilih harus mempertimbangkan asas kehati-
hatian. “Keuangan negara harus betul-betul dijaga,” ujarnya.'®

Pemerintah menempuh cara penyelesaian yang tidak sesuai dengan PKP2B,
yaitu dengan melakukan penagihan secara sepihak dan kemudian menyerahkan
penagihan tersebut ke PUPN. Padahal sesuai PKP2B, jika ada dispufe maka
harus diselesaikan melalui arbitrase internasicnal. Cara penyelesaian yang
ditempuh pemerintah saat ini tidak efisien dan efektif karena selain cenderung
dikalahkan oleh pengadilan, juga karena putusan pengadilan belum
menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya, yaitu dispufe mengenai
DHPB atas PPN. Sementara yang diputuskan pengadilan adalah sengketa tata
usaha Negara berupa gugatan atas surat keputusan yang dikeluarkan oleh
Departemen ESDM dan PUPN.

3.1.6.2. Berlaku PKP2B

Dalam hal terjadi perselisihan antara pemerintah dan pengusaha batubara, maka

seharusnya dikembalikan ke PKP2B, dengan periiinbangan :

~
a.

Asas pacta sunt servanda. Kedudukan UU lebth tinggi daripada pcnanjian
karena perjanjian tidak boleh bertentangan dengan UU yang berlaku pada saat
perjanjian tersebut dibuat sesuai Pasal 1320 KUH Perdaia'® juncto Pasal
1337 KUH Perdata.'®® Akan tetapi bilamana perjenjian telah sah karena telan
memenuhi syarat Pasal 1320 KUH Perdata, maka yang berlaku bagi p'ara
pihak adalah perjanjian tersebut sesuai azas pacta sunt servanda sebagaimana

ditegaskan oleh Pasal 1338 KUH Perdata,'®® bahwa semua perjanjian yang

133

Bisnis Indonesia, “Cara Pelunasan Kurang Bayar Royaiti Belum Diputus”, Loc. Cit.

'™ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.Cit., Pasal 132 : “Untuk salinya suatu rerjanjian
diperlukan c¢mpat syarat : 1. sepakat mereka yang mengikatkan din; 2. kecakapan untuk membuat
suatu perikatan; 3. suatu hal tertentu; 4. suatu sebab yang halal.”

"*3 Ibid., Pasal 1337 : “Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabiia
beilawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.”
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dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya. 187 Bahkan menurut ahli hukum perdata, andaikata undang-
undang tidak menentukan “perjanjian” itu sebagai sumber perikatan, kodrat
perjanjian dan kebutuhan masyarakat sendiri menghendaki agar setiap orang
memenuhi perjanjian. Baiklah dalam hal ini kita merenungkan ajaran Hugo
De Groot yang mengemukakan bahwa azas hukum alam menentukan “janji
itu mengikat” (pacta sunt servanda).'*®

b.  Azas lex specialis. Azas perjanjian yang bersifat khusus mengenyampingkan
aturan-aturan yang bersifat umum (lex specialis derogate lex generalis). Pihak
pemerintah mengakui bahwa PKP2B merupakan lex specialis yang tercermin

dari beberapa hal sebagai berikut :
(1) Surat Menteri Keuangan R.I yang ditujukan ke Menteri Koordinator
Ekonomi, Keuangan dan Industri tanggal 14 Mei 2003 perihal : PP
No. 144 Tahun 2000 yaag isinya pada butir 2 sebagai berikut :
“Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1427/MK.01/1992
tanggal 25 Nopember 1992 tentanig Ketentuan Perpajakan dalam
PKP2B, bahwa PKP2B yang teiah mendapatkan persetujuan DPR
dan Presiden berlaku sama dan dipersamakan dengan undang-
undang. Oleh karena itu ketentvan perpaiakan yang diatur dalam
perjanjian di bidang pertambangan bawbara diberlakukan secara

khusus (lex specialis). '*
(2) Surat Menteri Keuangan Nomor S-1032/MK.04/1988 tanggal 19
September 1988 menyatakan bahwa ketentuan perpajakan dalam
PKP2B hendaknya diberlakukan secara khusus (lex specialis) dan

18 yusuf L. Indradewa, “Inpres No. 82002 dan  Penyelesaian R&D,”

<htip://www.unisosdem.org/article_printfriendly.php?aid=1021&coid=3&caid=21>, 14 Januari 2003.

87 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Cp.Cir., Pasal 1338 ayat (1) : “Scmua Perjanjian yang
dibuat secara sah berlaku scbagai undang-undang bagi inereka yang membuatnya.”

1*¥ Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., 2006, h.11.

'* Putusan Mahkamah Agung RI pada tingkat kasasi dalam Dirjen Mineral, Batubara dan Panas
Bumi Depertemen Energi dan SDM RJ v. PT. Adaro Indonesia, No. 498 K/TUN/2007 h..9.
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dipersamakan dengan undang-undang. Hal yang sama ditegaskan

kembali dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-1427/MK.01/1992

tanggal 25 Nopember 1992 juncto Surat Edaran Direktur Jenderal

Pajak No. SE-14/PJ.321/1993 tanggal 9 Juni 1993.'%°

(3) Surat Menteri Keuangan Nomor S-16/MK.03/2002 tanggal 29

Januari 2002, secara eksplisit menyatakan hal-hal sebagai berikut :

(i) Menteri Keuangan dalam hal ini Dirjen Pajak tetap konsisten
menghormati bahwa kontrak karya / PKP2B adalah lex
specialis.

(ii) Terhadap PKP2B yang dibuat sebelum berlakunya UU PPN
dan belum pernah diperbaharui, maka kewajiban perpajakan
yang harus dilakukan adalah yang tercantum dalam PKP2B
tersebut.'"

Pendapat Arifin P. Soeria Atmadja bahwa bilamana Negara melakukan
penyertaan saham dalam perseroan terbatas, maka yang berlaku adalab hukum
perdata (UU PT Nomor 40 Tahun 2007), bukan hukum publik.'”? Dengan
demikian bilamana Negara melakukan perbuatan perdata (dalam hal ini
menandatangani PKP2B), maka yang berlaku adalah hukum peidata
(PKP2B).

Dalam putusan kasasi Nomor 308 K/TUN/2008 antara Ketua PUPN DKI
Jakarta dan PT. Kaltim Prima Coal dan Momor 309 K/TUN.2008 antara Ketua
PUPN DKI Jakarta dan PT. Arutmin Indonesia, salah satu pertimbangan
hukurn MA adalah  berdasarkan Pasal 23 PKP2B yang menentukan
penyelesaian perselisihan dengan musyawarah atau melalui arbitrase
internasional. Oleh karena it penerbitan obyek sengkets oleh PUPN masih

1% 1bid, h.10.

%% Ibid.

2 Asifin P. Soeria Atmadja, Keuangan Publik dalam Perspektif Hukur: — Teori, Kritik dan Prakiik,
(Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h. 116-117.
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bersifat prematur karcna belum ada usaha penyelesaian melalui arbitrase

internasional.

3.1.6.3. Sengketa Perdata, Bukan Pidana

Dispute DHPB merupakan sengketa perdata dengan pertimbangan sebagai

berikut :

a.

Pendapat Arifin P. Soeria Atmadja bahwa Negara sebagai badan hukum
suigeneris dapat saja secara diam-diam menundukkan diri pada hukum
perdata, apabila hubungan hukum yang dilakukannya berada dalam
lingkungan kuasa hukum perdata.'’ Bilamana Negara melakukan penyertaan
saham dalam perseroan terbatas, maka yang berlaku adalah hukum perdata
(UU PT Nomor 40 Tahun 2007), bukan hukum publik.'** Dengan demikian
Jika pemerintah melakukan perbuatan perdata (menandatangani PKP2B),
maka yang berlaku adaiah hukum perdata (PKP2B) dan jika terjadi sengketa,
maka otomatis merupakan sengketa perdata.

Daiam perkara kasasi antara pemerintah dan FT. Adaro, pihak pemerintah
berpendapat bahwa PTUN tidak berhak memutus perkara karena menurut
teori melebur, apabila pemerintah mengadakan suatu tindakan hukum perdata
(misalnya kontrak, perjanjian, jual beli), maka tindakan tersebut merupakan
tindakan hukum perdata.' Teori melebur ini sudah diterapkan dalam putusan
kasasi Mahkamah Agung RI No. 174 K/TUN/2000 tanggal 12 Nopember
2001 juncto Putusan Pengadilan Ti'nggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor
166/b/1998/PT.TUN.JKT dalam perkara PT. Chung Hua Overseas Mining

Development melawan Menteri Pertambangan dan Energi.'”®

%% Atmadja, Op.Cit.. h. 326-327.

94 Ibid., h.:16-117

“* Putusan MA pada tingkat kasasi calam Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen
Energi Dan SDM RI v. PT. Adaro Indonesia, No. 498 K/TUNR20G7, h. 38

% Ibid.,, h.23

66
Universitas Indonesia

Dana hasil..., Syamsul Hoiri, FH Ul, 2010



c.  kontraktor menahan sebagian DHPB karena pemerintah tidak mau menganti

PPN masukan yang semestinya menjadi beban pemerintah sesuai PKP2B.

Lain halnya bila kontraktor tidak membayar DHPB tanpa dasar hukum, maka

bisa dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 1997

Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dengan demikian jelaslah bahwa sengketa antara Departemen ESDM dan
kontraktor yang melakukan perjanjian berdasarkan PKP2B adalah sengketa perdata,
bukan perkara pidana. Dalam hal salah satu pihak ingkar janji, maka tidak terkena
sanksi pidana, akan tetapi sanksi sesuai PKP2B, yaitu bilamana kontraktor ingkar
janji, maka Departemen ESDM berhak untuk mengingatkan kontraktor telah default.
Jika kontraktor tetap default, maka Departemen ESDM berhak untuk memutuskan
PKP2B (Pasal 22.1 PKP2B). Namun untuk menentukan defau!r tidaknya kontraktor,
maka harus melalui arbitrase intemasional, tidak bisa ditentukan oleh pemerintah
secara sepihak (Pasal 22.3 juneto pasal 23 PKP2B).

Dalam kasus ini, kontraktor menahan sebagian DHPB karena pemerintah
tidak mau menganti PPN masukan yang sesuai PKP2B semestinya menjadi beban
pemerintah. Lain halnya bila kontraktor tidak membayar DHPB tanpa dasar hukum,
maka bisa dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 21 UU Nomor 20 Tahun 1997
Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

3.1.6.4. Berhak Klaim Penggantiau PPN dan Wajib Membayar PPn

Pengusaha PKP2B berhak menuntut penggantian PPN masukan képada
Departemen ESDM dan di sisi lain mereka wajib membayar PPn, dengan
pertimbangarn sebagai berikut :

a. Sesuai Pasal 11.2 PKP2B, tidak ada kewajiban membayar PPN bagi
kontraktor, tetapi kontraktor wajib membayar pajak penjualan (PPn) 5%.
Sesuai Pasal 11.2 PKP2D dapat disimpulkan pajak yang dapat dipungut dari
koniraktor hanyalah sebatas pajak-pajak sebagai berikut : '’

""" Ibid., Pasal 112 : “Kontraktor dengan tunduk pada ketzntuan-ketentuan Perianjian ini harus
membayar pajak kepada Pemerintah sebagaimana yang akan ditetapkan selanjutnya :
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(1)  pajak perseroan;
(2)  pajak atas dividen, bunga dan royalty atas paten;
(3)  pajak atas gaji karyawan;

(i)

(iif)

(iv)

)

i)

Pajak perusahaan sehubungan dengan laba tahunan Kontraktor berdasarkan hukum dan
peraturan yang berlaku di Indonesia, kecuali bahwa selama sepuluh (10) tahun dari dan
setelah dimulainya Periode Operasi, tarif pajak perusahaan tahunan adalah hanya tiga
puluh lima persen (35%) dari pendapatan kena pajak dan selama sisa waktu Periode
Operasi setelahnya, tarif pajak perusahaan adalah hanya empat puluh lima persen (45 %)
dari pendapatan kena pajak.

Jika Kontraktor mengoperasikan lebih dari satu Wilayah Pertambangan, untuk semua hal
yang berkenaan dengan pajak, Periode Operasi dipandang dimulai pada tanggal mulai
produksi dari Wilayah Pertambangan pertama,

Untuk perhitungan pajak perusahaan, maka akan berlaku Aturan Perhitungan Pajak
Perusahaan sebagaimana yang ditetapkan dalam T.ampiran “D” yang terlampir pada dan
merupakan bagian dari Perjanjian ini. Selain itu, Kontraktor berhak atas suatu Penyisihan
Investasi sebesar dua puluh persen (20 %) dari total investasi, penyisihan tersebut adalah
sebesar lima persen (5%) setahun dari pendapatan kena pajak yang ditetapkan dalam
Pasal 4 (b) Undang-undang Pajak Perusahaan 1925 sebagaimana yang diubah oleh
Undang-undang No. 8 Tahun 1970.

Pajak penghasilan (withholding taxes) atas :

a. Dividen, Bunga dan Royalti atas hak-hak paten yang dibayar oleh Kontraktor
sebesar scpuluh persen (10%);

b. Gaji para karyawan Kontraktor. Orang Asing yang dipekerjakan oleh Kontraktor
atau kontraktor-kontraktor atau afiliasi-afiliasinya dan yang tinggal di Indonesia
selama lebih dari sembilan puluh (90) hari secara keseluruban dalam suatu tahun
kalender wajib dikenakan pajak pendapatan pribadi di Indonesia. Pendapatan kena
pajak dari Orang Asing teisebut di Indonesia hanya mencakup gaji yang dibayarkan
kepada mereka atas jasa-jasa yang diberikannya di Indonesia.

¢. Pembayaran-pemtuyaras lain yang dilakukan oich Kontrakior termasuk tetapi iidak
dibatasi pada biaya-biaya bagi jasa teknik berdasarkan pada hukum dan peraturan
yang berlaku di Indonesia sebesar sepuluh persen (10 %).

Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) dan pajak-pajak daerah atau pungutan-pungutan
lainnya dalam bentuk pembayaran tahunan gabungan yang jumlahnya hanya sebesar US$
160,000 (seratus ribu Dolar US) atau nilai Rupiah yang setara setiap tahunnya dimulai
dari tanggal mulai Periode Konstruksi. Angka sebesar US$ 100,000 tersebut didasarkan
pada nilai Dolar US pada tahun 1982 dan akan disesuaikan setiap dua (2) tahun
berdasarkan deflator yang ditcrbitkan oleh IBRD.
Pajak-pajak penjualan atas jasa-jasa yang diberikan kcpada Kontraktor di Indonesia
berdasarkan hukum dan peraturan yang berlakn di Indcnesia, tetapi pada tariff yang tidak
lebih dari lima persea (5%) dari angka dasar penilaian. Tclah dipahami dan disepakati
bahwa angka dasar penilaian untuk menghitung pajak penjualan atas biaya-biaya jasa
yang dibcrikan di Indonesia adalah suatu perseniase tertentu dari total jumlah kontrak
sebagaimana yang disetcjui oleh Menteri Keuangan.

Bea Meterai atas perjanjian pinjaman deagan lembaga kevangan umuk digunzakan di

Indonesia, hingga maksimum sebesar satu per mil (1 0/00) dari total jumlah pinjamnan

yang disebutkan dalam pinjaman-pinjaman tersebut.

Pajak-pajak cukai atas tembakav dan minuman keras.”
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sedangkan PPn berdasarkan UU PPn Tahun 1951 mengacu pada harga jual
barang dan jasa yang tidak dapat dikreditkan.?®

Jadi, pemberlakuan UU PPN yang mencabut UU PPn pada hakekatnya
merupakan pemberlakuan suatu rezim pajak baru yang tidak tercakup dalam
lingkup rezim perpajakan yang tercantum dalam ketentuan Pasal 11.2
PKP2B.2% Sehingpga sebenarnya kontraktor berhak menolak diberlakukannya
UU PPN. Akan tetapi karepa UU PPN tersebut menguntungkan kontraktor
maka mereka tidak menolak berlakunya UU PPN, karena dengan berlakunya
UU PPN, kontraktor tidak perlu lagi membayar pajak penjualan, sementara
PPN yang dibayar kontraktor sewakta mempergunakan jasa vendor atau
supplier (PPN masukan) dapat diresiitusikan dengan PPN yang dipungut
kontraktor dari konsumen yang membeli batubara (PPN keluaran). Dengan
demikian kontraktor memperolch fax saving karena tidak perlu perlu
membayar pajak penjualan, sementara PPN masukan pada hakekatnya
ditanggung oleh konsumen pembeli batubara melalui skema restitusi.

Dengan munculnya PP No. 144 Tahua 2000 pada tanggal 22
Desember 2000 ditetapkan bahwa batubara merupakan barang tidak kena
dikenakan PPN dan akibatuya batubara tidak dibebani PPN keluaran namun
dalam proses produksi baiubara terdapai pembebanan PPN masukan, yang

- selanjutnya mengakibatkan kentraktor menanggung beban tambahan terhadap

harga pokok produksi. Oleh karena itu kontraktor mempersoalkan bahwa
sesuai PKP2B, PPN adalah beban pemerintah dan Karenanya dapat ditagihkan
ke pf:merintah.202

Menurut penulis, jika sejak awal kontraktor menolak rezim PPN dan
membayar PPn, maka tidak akan pernah ada perselisihan antara kontraktor
dengan pemerintah. Jadi, terlihat bahwa kontraktor bersikap tidak konsisten.

2 1bid., h.13.

! 1bid,

% Majalah Tempo. Klaim Terkatung-katung, Royalti Digantung, Loc.Cit..
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(4) pajak atas pembayaran-pembayaran lain yan dilakukan oleh
kontraktor;

(5) Ipeda dan pajak daerah lain:

(6) Pajak penjualan atas jasa-jasa yang diberikan kepada kontraktor
dengan tarif tidak lebih dari 5 %:

(7)  Beameterai:

(8) Cukai tembakau dan minuman beralkohol.

Jadi, sesuai Pasal 11.2 PKP2B, tidak ada kewajiban membayar PPN
bagi kontraktor, tetapi kontraktor wajib membayar PPn 5%. Hal ini karena
pada saat ditandatanganinya PKP2B pada tanggal 16 Nopember 1982, yang
berlaku adalah rezim pajak penjualan (PPn) sebagaimana yang diatur dalam
UU Darurat Nomor 35 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 19 Tahun 1951 Tentang Pemungutan Pajak Penjualan sebagai
undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1968 Tentang Perubahan dan
Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan tahun 1951.'%

Pada tanggal 31 Desember 1983 telah diundangkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah daii dinyatakan berlaku sejak tanggal 1
Juli 1984. Dengan diberlakukannya Undang-Undang PPN tersebut makz UU
Pajak Penjualan dicabut sebagaimana dinyatakan dalam bagian konsideransi
UU PPN."”

Sistem dan sifat PPN berdasarkan UU PPN incrupakan jenis sisiem
pajak yang sama sekali berbeda dengan sistem dan sifat pajak penjualan (PPn)
berdasarkan UU PPn Tahun 1951. PPN mengacu pada pertambahan nilai
barang dan jasa, schingga menganut sistem dimana pengusaha hanya
diharuskan membayar selisih antara pajak yang harus dipungut dan jumlah

pajak yang telah dibayarnya (sesuai Penjelasan Umum UU No. 8/1983
Tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah),

' Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi
De2parteinen ESDM v. PT. Adaro Indonesia, No. 498 K/TUN/2007, h. 11.

" 1bid, h. 11-12.
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Semula menerima rezim PPN pada saat menguntungkan karena PPN
masukan dapat direstitusikan dan tidak perlu membayar PPn. Namun
kemudian menolak rezim PPN sctelah keluar PP No. 144/2000 yang
mengakibatkan PPN masukan tidak dapat direstitusikan lagi.

Terlepas dari tidak konsistennya sikap kontraktor, jika berdasarkan
PKP2B, maka tuntutan kontraktor tersebut dapal dibenarkan karena PPN
masukan memang tidak dikenal dalam PKP2B sehingga seharusnya menjadi
beban pemerintah. Hal ini sesuai dengan Pasal 11.3 PKPZB. Pasal 11.3
PKP2B menegaskan bahwa pajak-pajak selain dari yang dicantumkan dalam
ketentuan Pasal 11.2 PKP2B menjadi tanggung jawab pemerintah dan jika
pembayaran atas pajak yang bersangkutan telah dibayarkan oleh kontraktor
atau oleh pihak lain untuk dan atas nama kontraktor, maka pemerintah wajib
mengganti atau membayar kembali sejumlah yang telah dibayarkan
tersebut.”®

b. Pendapat Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution bahwa kemauan enam
perusahaan itu mengubah status. PPn menjadi PPN karena mereka dapat
restitusi. Padahal di kontrak PKP2B disebutkan pajak yang mereka harus bayar

23 Ibid., Pasal 11.3 : “Dengan perkecualian pajak-pajak yang disebutkan dalam Pzsal 11.2 di atas dan
pada bagian lainnya dari Pcijanjian ini, BATUBARA wajib membayar dan menanggung serta
memberikan ganti rugi kepada Kontraktor atas semua pajak, bea, scwa dan royalty yang dikenakan
oleh Pemerintall saat ini dan di masa mendatang. Tanpa adanya pembatasan, pajak-pajak tersebut
mencakup pajak transfer, bea impor dan/atau ekspor atas material, peralatan dan pasokan yzag dibawa
ke dalam atau ke luar Indonesia, pungutan sehubungan dengan modal property, nilai bersih, operasi-
operasi, pengiriman atau transaksi-transaksi yang mencakup pajak atau pungutan apapun atas atau
dalam kaitannya dengan Operasi Batubara yang dilaksanakan berdasarkan Perjanjian ini oleh
Kontraktor, para kontraktor atau sub kontraktomya, dengan ketentuan bahwa tidak boleh ada bahan-
bahan impor yang dijual di dalam negeri atau digunakan selain daripada dalam kaitannya dengan
Operasi-operasi Batubara, keculai jika setelah mematuhi hukum dan peraturan cukai dan impor vang
berlaku dan diterapkan secara umum di Indonesia pada saat penjualan tersebut.

Jika, baik upiuk tujuar pcmanfaatan atau untuk tujuan lainnya, Kontraktor atau orang lain atas nama
Kontraktor membayar suatu jumlah tertentu untuk kepentingan pajak-pajak yang dicebutkan di atas
dimaia herdasarkan Perjanjian ini Kontraktor berhak atas ganii ruginya, maka BATUBARA harus
memoerikan ganti rugi kepada Kontraktor atau orang yang membayar iersebut dalam waktu enam
puluh (60) hari setelah faktur atas pembayaran tersebut diterima.

BATUBARA harus diberitahukan sebelum pembayaran pajak-pajak tersebut dilakukan oleh
Kontraktor atau orang lain atas nama Kontraktor.
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adalah PPn dan mereka juga bisa menggugat pemerintah bila memaksakan
perubahan itu karena sifat kontraknya nail down. Untuk itu, kata Darmin, bila
mereka mempersoalkan masalah restitusi sejak 2001, maka pemerintah akan
menghitung jumlah PPn yang belum pemah mereka bayar sejak kontrak
ditandatangani. Menurut Darmin, jika pengusaha membayar PPN tetapi
direstitusi (dikembalikan lagi oleh Negara). Kemudian PPn tidak dibayar. Itu
artinya tidak bayar pajak. 2*

Darmin Nasution mengatakan seandainya mekanisme penyelesaian kisruh
royalti batubara memutuskan kembali pada kontrak, Direktorat Jenderal Pajak
akan memungut kembali PPn yang tidzk dibayarkan kontraktor batubara sejak
1983. Menurut Darmin Nasution, “ Nggak ada masalah. Memang sesuai
kontraknya harus begitu. Jadi itu perdebatan yang misleading selama ini. Kalau
kontraknya bilang PPn, ya harus PPn, tapi kenapa jadi bertengkar soal PPN."2%

c. Pendapat Kcpala Badan Koordinasi Penanaman Modal M. Luthfi, PKP2B
menganut sistem perpajakan tetap. Sistem ini tidak selalu menguntungkan bagi
kontraktor. Ia mencontohkan perusaliaan yang mengikuti sistem pajak tetap,
mereka tidak bisa menikmati penurunan pajak badan. “Sekarang pemerintah
menetapkan Cuma 35 persen, mcreka yang sistem pajaknya tetap, ya kenanya
45 persen,” ujar Luthfi 2%

d. Direktur Jenderal Minerba Departemen ESDM Dr. ir. Bambang Setiawan
membantah dugaan parz kontrektor PKP2B Generasi I mendapatkan kewajiban
pajak sangat rendab. Karena saat ini pun mereka dibebani kewajiban pajak
sebesar 45 %. Padahal menurut Undang-Undang Perpajakan yang baru, pajak

mereka sebenarnya hanya 30 %. Pengenaan pajak 45 % ini karena sifat

¥ Mubhammad Ma'ruf, “Perusahaan  Penunggak  Royalti Tak  Bayar  Pajak”,
<http://ww.pajakonline.com/engine/artikel/print.phplang=id&antid=3034&print=1>, 27 Agustus
2008

%5 Bispis  indonesia. “PPn  Berlaku Lagi Atas 6  Kontaktor Batubara”,

http://www.pajakonline.com/engine/artikel/print.php?lang=id&artid=4502&print=1, 9 Januari 2009.

%% Doti Damayanti, Loc.cit.
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kewajiban perpajakan dalam kontrak PKP2B Generasi I menganut asas nile

down. Artinya, berbagai pajak yang sudah disepakati dalam kontrak berlaku

seterusnya meski ada peraturan baru.”®’

e. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah tetap fokus menyelesaikan
masalah royalti batubara dengan mengembalikan kepada kontrak. “Dalam
kontrak itu disebutkan apa, kita ikuti. Kalau ia suatu kontrak yang bersifat nail
down (tidak ada pajak baru selain di kontrak), harus dihormati sampai kontrak
selesai,” tegasnya 2%

f. Badan Pengawasan Kevangan dan Pembangunan (BPKP) merekomendasikan
agar dibuat mekanisme yang memudahkan pembayaran PPn bagi kontraktor dan

mekanisme reimbursement PPN masukan yang telah dibayarkan kontraktor.?%

3.1.6.5. Bukan Wewenang Pengadilan Pzjak
Sengketa antara pengusaha PKP2B dengan pemerintah bukan wewenang
pengadilan pajak dengan pertimbangan :
a. Pasal 23.1 PKP2B mengatur bahwa kecuali untuk persoalan pajak yang
tunduk pada yurisdiksi Majelis Pertimbangan Pajak, maka perselisihan akan

diselesaikan melalui arbitrase internasional. ' Dispute astara pcmerintah

207 Abrahiam Lagaiigo,  “Bambang : Bedakan Royalti Cengau DHPB”,
<http://www.majalahtambang.com/detail_berita.php?lang=in&catepory=18&newsnr=415>, 12
Agusius 2008.

¢
208 Sumatera Ekspres, “Cicil Tunggakan DHPB Rp 3,8 ™,
<http://www.sumeks.co.id/index2.php?option=com_content&task=view&id=316&pop=1&p...>, 18
Agustus 2008.

29 Ibid.

210 Agreement Between Perusahaan Negara Tambany Batubara and PT. Adaro Indonesia 16
September 1982, Pasal 23.1. : “Except for tax matters, which are subject to the jurisdiction of the
Majelis Pertimbangan Pajak (The Consultative Board for Taxes), any dispute benwecen the Parties
hereto arising before or after termination concerning Aanythisg related to this Agreement and the
application thereof, including contentions that a Party is in defauli in the performaiuce of its
obligations, shall, unless settled by mutual agreement or by muriaily satisfactory conciliation, be
referred for Settlement of Investment Disputes pursuant to the Convetion thereon which entcred into
forced on October 14, 1966 (hereinafter referred to as the “Convention™). The previsions of Article
23.3 hereof shall apply mutatis mutandis to any such arbitration” Pasal 23.3 :"If the Board of
Arbitration shall decide that any party hereto is default, such Party <hall have a reasonable period of
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dengan pengusaha PKP2B tidak memenuhi kriteria sengketa yang menjadi
wewenang Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 2 juncto Pasal 1
butir 5 UU No. 14/2002 tentang Pengadilan Pajak,2'! karena : 1). Bukan
sengketa di bidang perpajakan karena objek sengketa adalah DHPB yang
merupakan penerimaan negara bukan pajak; 2). Pengusaha PKP2B
mengajukan klaim penggantian PPN kepada Departemen ESDM, bukan
kepada Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk untuk
melaksanakan peraturan perpajakan.

b. Dalam Putusan kasasi No. 308 K/TUN/2008 (antara Ketua PUPN Jakarta v.
PT. Kaltim Prima Coal), No, 309 K/TUN/2008 (antara Ketua PUPN DKI
Jakarta v. PT. Arutmin Indonesia)) MA memutuskan bahwa bukan
kewenangan pengadilan pajak karena Tergugat yang menerbitkan keputusan
yang menjadi obyek sengketa bukanlah pejabat yang berwenang
melaksanakan peraturan perundang-undangan sebagzimana dimaksud Pasal 1
angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

C. Menurut Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasuiion, masalah ini bukan
urusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, karena tidak ada urusan dengan
kantor pajak ataupun Direktorat Jenderal Pajak, tetapi dispufe dengan
Departemen Energi.2"

3.1.6.6. Tidak Melanggar Azas Bruto

time, to be specified by the Board of Arbitration, in which to remedy the default. Each Party hereto
shall pay the expenses of its own arbitrator and one-half of the other expenses of the arbitration
proceeding.”

2! YU Pengadilan Pajak Nomor 14 Tahur 2002, Pasal 2 : “Pengadilan Pajak adalah badan peradilan
yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari
keadilan terhadap Sengketa Pajak.” Pasal 1 butir 5 : “Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul
dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang
sebagai akibat dikeluarkannyz keputusan yang dapat diaiukan Banding atau Gugatan kepada
Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas
gelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

2 Majalah Tempo, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution : Reimbursement Tanggung Jawak
Departemen Energi, 24 Agustus 2008, h. 101.
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Tindakan kontraktor yang memperjumpakan utang DHPB dengan klaim
penggantian PPN masukan adalah tidak melanggar azas bruto, karena :

a. Dalam PKP2B tidak diatur azas bruto seperti yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) No. 24/2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dimana
menurut PP No. 24/2005 bahwa akuntansi pendapatan dilaksanakan
berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak
mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).?*3
Oleh karenanya pemerintah tidak dapat menolak klaim kontraktor dengan
argumentasi tidak mau melanggar azas bruto sebagaimana diatur dalam PP No.
24/2005, karena sebagaimana dikemukakan di atas, kasus ini adalah kasus
perdata, posisi pemerintah bukan sebagai penguasa publik, tetapi sebagai
subyek perdata yang melakukan perjanjian dengan kontraktor sesuai PKP2B,
dan di dalam PKP2B diatur bahwa kontraktor berhak klaim atas PPN.
Semestinya jika pemerintah tidak mau melanggar azas bruto dalam rangka
menerapkan good governance (prinsip-prinsip pemerintahan yang baik), di
dalam PKP2B dicantumkan ketentuzn yang mengatur bahwa bilamana
koitraktor mempunyai hak terhadap pemerintah dan secara bersamaan
mempunyai kewajiban terhadap pemerintah, maka kontraktor “vajib
menjalankan kewajibannya terlebih dahulu, baru kemudian menuntut haknya.
Hanya saja, klausul ini tentunya belum tentu akan disetujui oieh kontraktor
sebagai pinak yang melakukan perjanjian dengan pemeriniah.

b. Yang ditahan oleh koniraktor bukan pembayaran pajak, akan tetapi ;)enerimaan

| negara bukan pajak. Dan klaim penggantian PPN diajukan kepada Departemen
ESDM sebagai pihak yang mewakili pemerintah dalam PKP2B, bukan ke
Direktorat Jendera! Pajak. Sementara pengertian azas bruto sesuai Pasal 17
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan adalah wajib pajak harus melaksanakan dutu kewajibannya

menyetor pajak, barv kemudian meminta haknya kepada pemerinah

* pemerintah R.l., Peraturan Pemerintah  Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP No.
24/2005, LN Tahun 2005 No. 49, TLN Tahun 2005 No. 4503, Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan No. 02 Tentang Laporan Realisasi Anggaran..
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berdasarkan restitusi yang diputuskan oleh Direktorat Jenderal Pajak.?'*
Sehingga kasus tunggakan DHPB tidak melanggar azar bruto dalam perpajakan.

3.1.6.7. Berkak Mengkompensasi Utang-Piutang
Sesuai K.U.H.Perdata, kontraktor berhak untuk memperjumpakan utang-
piutang dengan Departemen ESDM. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini.
Namun mengenai cara perjumpaan utang-piutang ini ada dua pendapat.
a. Perjumpaan terjadi demi hukum / secara otomatis
Hanya dalam hal tertentu saja (sesuai Pasal 1430, 1432, 1435 KUH
Perdata), kompensasi menghendaki adanya aktivitas dari pihak-pihak yang
berkepentingan untuk mengemukakan hutang masing-masing dan pelaksanaan
dari perhitungan atau kompensasinya.”'® Sesuai Pasal 1425 KUH Perdata, jika
dua orang saling berutang satu pada yang lain, maka terjadilah aniara mereka
suatu perjumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua orang tersebut
dihapuskan.216 Selanjutnya, sesuai Pasal 1426 KUH Perdata, perjumpaan
terjadi derni hukum, bahkan tanpa setahu orang-orang yang berutang. -'” Akan
tetapi, menurut Mariam Darus Badrulzaman, jika dibaca ketentuan-ketentuan
ps. 143C, 1432, 1435 KUH Perdata, maka kompensasi itu menghendaki
adanya aktivitas dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengemukakan

24 Indonesia, Undang-Undang Tentang hetentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU No.
28/2007, LN Tahun 2007 No. 28, TLN No. 4740.

215 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku 1il Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Cet. 2,
Bandung : PT. Alumni, 2006, . 183.

216 R, Subekti & R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta : PT. Pradnya
Paramita, 2009, Pasal 1425 : “Jika duz orang saling berutang satu pada yang iain, maka terjadilah
antara mereka suatu periumpaan, dengan mana utang-utang antara kedua crang tersebut dihapuskan,
dengan care dan dalam hal-ha! yang akan disebutkar: sesudah ini.”

27 Ibid., Pasal 1426 : “Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahunya orang-orang

yang berutang, dan kedua utang itu vang saiu menghapuskan yang lain dan sebaliknya, pada saat
utang-utang itv bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama.”
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hutang masing-masing dan pelaksanaan dari perhitungan atau
kompensasinya.'®

Bila menelaah Pasal 1430, Pasal 1432, 1435 KUHPerdata, maka bisa
disimpulkan bahwa kasus sengketa antara kontraktor dengan Departemen
ESDM tidak termasuk yang diatur dalam pasal-pasal tersebut. Pasal 1430
KUH Perdata mengenai penanggung utang, Pasal 1432 KUH perdata
mengenai perjumpaan utang dengan penggantian biaya pengiriman karena
utang-utang dari kedua belah pihak dibayar di tempat yang berbeda. Pasal
1435 KUH Perdata mengenai berakhimya hak mendahului.

Kasus sengketa antzra kontraktor dengan Departemen ESDM juga bukan
termasuk hal yang dilarang untuk diadakannya kompensasi sebagaimana
diatur dalam Pasal 1429 KUH Perdata.?"” Selain itu juga telah memenuhi
syarat untuk terjadinya kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1427
KUH Perdata.??’

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa sesuai
pendapat pertama, kompensasi utang-utang antara Departemen ESDM dan
kontraktor terjadi demi hukum, karena telah memenuki syarat untuk
terjadinya kompensasi dar tidak termasuk kompensasi yang dilarang dalam
Pasal 1429 KUH peidata maupun kompensasi yang menghendaki adanya

28 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit., h. 183.

4

219 R. Subekti & R. Tjitrosudibio, Op.Cit., Pasal 1429 : “Perjumpaan terjadi, dengan tidak dibedakan
dari sumber apa utang-piutang antara kedua belah pihak itu dilahirkan, terkecuali :

1. apatila dituntutnya pengembalian suatu barang yang secara berlawanan dengan hukum dirampas
dari pemiliknya;

2. apabila dituntutnya pengembalian barang sesuatu yang dititipkan atau dipinjamkan:

3. terhadap suatu utang yang bersumber pada tunjangan nafkah yang telah dinyatakan tak dapat disita.”

220 1bid,, Pasal 1427 : “Perjumpaan hanyalah terjadi antara dua utang yang kedua-duanya berpokok
sejumlah uang, atau sesuatu jumlah barang yang dapat dihabiskan, dari jenis yang sama, dan yang
kedua-duanya dapat ditetapkan serta ditagih seketika.

Penyerahan-penyerahan bahan makanan, gandum dan lain-lain hasii pertanian, yang tidak dibantah dan
harganya dapat ditetapkan menurut catatan harga atau lain-lain keteranggan yang lazim dipakai di
Indonesia, dapat dijumpakan dengan jumlah-jumlah vang yang teiah ditetapkan dan seketika dapat
ditagih.”
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aktivitas dari pihak yang terlibat sesuai Pasal 1430, 1432, dan 1435 KUH
Perdata.
. Perjumpaan tidak secara otomatis

Menurut Prof. Subekti, perjumpaan atau kompensasi itu tidak terjadi
secara otomatis atau demi hukum, tetapi harus diajukan atau diminta oleh
pihak yang berkepentingan. Bagaimana hakim akan mengetahui adanya
utang-piutang itu kalau tidak paling sedikit diberitahukan tentang itu oleh
pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu, dipakainya perkataan yang
mengandung suatu aktivitas dari pihak yang berkepentingan seperti pada
Pasal 1431, 1433 dan lain sebagainya. 2!

Berdasarkan pendapat kedua tersebut, tindakan pengusaha PKP2B
yang melakukan kompensasi utang-piutang secara otomatis memang bisa
digugat oleh pemerintah. Namun apabila sampai pada pemeriksaan materiil,
maka diperkirakan pihak pengusaha akan dimenangkan oleh pengadilan,
karena secara esensi sesuai PKP2B, pengusaha PKP2B memang berhak
mengajukan klaim penggantian PPN masukan kepada pemerintah. Dengan
adanya putusan pengadilan yang diperkirakan akan memenangkan pihak
pengusaha PKP2B, maka perjumpaan utang-piutang pada akhimya terjadi
berdasarkan putusan hakim, tidak secara otomatis.

3.1.6.8. Disharmoni Peraturan P‘erundangdmdangan

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa sengketa tunggakan DHPB ini bermula

dari berlakunya PP No. 144/2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak
Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang mengelompokkan batubara sebagai

bukan BKP (barang kena pajak). APBI yang mewakili perusahaan-perusanaan

batubara di Indonesia mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung (MA), dan
MA mengeluarkan kcputusan MA No. 25 P/HUM/2004 yang berpendapat bahwa
secara substansi hukum, PP No. 144/2000 ini bertentangan dengan peraturan di

2! Subekti, Hukum Pzrjanjian, Op.Cit., 1.72-T3
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atasnya. Dikarenakan jangka waktu pengajuan gugatan hukum telah terlewati (lebih
dari 90 hari), maka putusan MA tersebut hanya berupa fatwa / himbauan tetapi tidak
memiliki kekuatan hukum untuk merubah PP No. 144/2000.22

Bagi Dirjen Pajak Darmin Nasution, pendapat hukum MA cukup menarik
karena dalam UU 18/2000 (UU Tentang PPN yang diamandemen), menyebutkan
secara jelas bahwa barang-barang yang diambil langsung dari sumbernya, adalah
bukan BKP. Tennasuk di dalamnya batubara dan crude oil (minyak bumi). Dalam
Penjelasan UU 18/2000 Pasal 4A ayat (2) huruf a juga mencantumkan batubara
bukan BKP. ** Dirjen Pajak menerbitkan S-311/PJ.35/2004 tentang Pertimbangan
Hukum Dari Mahkamah Agung Mengenai PP 144/2000 Yang Bertentangan Dengan
Undang-Undang, dan menegaskan bahwa penyebutan batubara sebagai non-BKP
dalam PP No. 144 Tahun 2000 tidak bertentangan dengan UU PPN itu sendiri.
Namun bila menelaah Pasal 4A ayat (2) UU No. 18/2000 dan Penjelasannya, tidak
ditemukan kata “batubara”.”® Berdasarkan hal ini, maka bantahan Dirjen Pajak atas
fatwa MA tersebut tidak tepat.

Adanya disharmoni ini tentunya menguntungkan posisi kontraktor apabila
aispute diselesaikan melalui arbitrase internasional, karena posisi pemerintah menjadi
relative lebih lemah. Dasar hukum pemerintah menuntut pembayaran DHPR adalah
PP No. 144/2000, sementara sesuai faiwa MA bahwa PP No. 144/2000 tersebut

‘2 Taufiequrrohman, “Kronologi Utang Piutang Pertambangan Batubara Dengan Pemerintah”,
Majalah Tambang Online, 6 Agustus 2008.

» Abraham Lagaligo, “Saling Silang Pajak Batubara”,
<http://www.majalahtambang.com/detzil_berita.php?category=1&newsnr=480>, 26 Agustus 2008.

24 Tugiman Biusarjono dkk, Grey Area Perpajakan Mitos atau Fakta, cet. 11,. Jakarta : PT. Gemilang
Gagasindo Handai, 2008, h.244.

25 pasal 4A ayat (2) UU PEN No. 1812000 : “Penctapan jenis bararg yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud daiam ayat (i) didasarkan atzs kelompok-kelompok barang
sebagai berikut : a. barang hasil pertambangan atau hasii pengeboran yang diambil langsung dari
sumbernya: ...”, Penjelasan Pasal 4 ayat (2) huruf a : “Yang dimak<ud dengan barang hasil
pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya scperti minyak mentah
(crude oil), gas bumi, pasir dan kerikil, biji besi, biji timah, bijih emas”.
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seharusnya batal demi hukum karena bertentangan dengan UU PPN. ¢ Hal ini juga
sesuai dengan UU No. 10/2004 yang menentukan kedudukan UU lebih tinggi
daripada PP?’ dan azas aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan aturan hukum yang lebih tinggi.?® Apabila peraturan perundang-undangan
yang tingkatannya lebih rendah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang tingkatannya lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang
tingkatannya lebih rendah itu dapat dibatalkan atau dapat dinyatakan batal demi
hukum 2

3.1.6.9. Tidak Merugikan Negara

Definisi kerugian Negara yang menciptakan kepastian hukum, yaitu
sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendabharaan
Negara, Pasal 1 butir 22 : “Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat
berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan
melawan hukum baik sengaja maupun lalai. >°

Kasus runggakan DHPB tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 butir 22 UU Perbendaharaan Negara karena :

a.  Tidak ada unsur kerugian bagi Negara karena jumlah DHPB yang ditahan
oleh pengusaha PKP2B adalah sama besarnya dengan klaim PPN masukan

26 Ibid., h. 243-244,

27 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU
Nomor 10 Tahun 2004, LNRI Nomor 53 Tahun 2004, TLN RI Nonior 4389, Pasal 7 : Jenis dan
hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut : a. Undang-Undang Dasar Negara
Republik Tahun 1945: b. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; c.
Peraturan Pemeritah; d. Peraturan Presdiden; e. Peraturan Daerah.

28 Ibid., Penjelasan Pasai 7 ayat (5) : Dalam ketentuan ini yang dimaksud “hierarki” adalah
penjenjangan setiap jenis Peratvran Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan
perundangan-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi.

9 Kusnu Goesniadhic, Harmonisasi Hukum Daiam Perspektif Perundang-undangan (Lex Specialis
Suatu Masalah), Cet. 1. (Surabaya : PT. Temprina Media Grafika, 2006), h.20

° Erman Rajagukguk, Pengertian Keuangan Negara den Kerugion Negara, disampaikan pada diskusi
public, “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”. Komisi Hukum Nasional
(KHN) R, Jakarta 26 Juli 2006.
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yang wajib dibayar oleh pemerintah, sebagaimana dapat disimpulkan dari
rekomendasi BPKP kepada Menteri Keuangan tertanggal 23 Desember 2008.
BPKP menyatakan bahwa jumlah tunggakan PPn sebesar Rp 610.34 miliar™"
serta jumlah hak pemerihtah bersih sebesar Rp. 689 milyar jika memakai
penyelesaian secara neto,”>* maka dapat disimpulkan bahwa yang ditunggak
oleh kontraktor adalah PPn berikut dendanya, sedangkan tunggakan DHPB
adalah sama besarnya dengan klaim penggantian PPN.
b. Bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana akan diuraikan
dalam sub bab 3.1.6.10.
Namun jika menggunakan konsep delik formil yang diatur dalam Pasal 2 ayat
(1) UU Tindak Pidana Korupsi No. 31/1999, maka tindakan pengusaha PKP2B dapat
dikategorikan merugikan keuangan Negara. Menurut Prof. Komariah, konsep delik
formil dapat disimpulkan dari kata ‘dapat’ dalam rumusan ‘...dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara’. Hal terscbut kemudian dipertegas oleh
penjelasan pasal 2 tersebut yang menyatakan kata “dapat” sebelum frasa “merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana
korupsi merupakan delik formil, yaitu ada tidaknya pidana korupsi cukup dengan
dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbuinya
akibat. Menurut Prof. Komariah, unsur dapat merugikan kevangan Negara seharusnya
diartikan merugikan Negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya
suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan Negara apabila tindakan
tersebut berpotensi menimbulkan kerugian Negara. Ada tidaknya kerugian Negara
secara riil menjadi tidak penting.”’ Senada dengan pendapat tersebut, menurut Prof.
Romli Atmasasmita, UU No. 31/1999 menganut konsep kerugian Negara dulam arti
delik formil, bukan delik materiil. Olah karena itv, kerugian Negara secara nyata

2! Bisnis Iudonesia, “Cara Pelunasan Kurang Bayar Royalti Belum Diputus”, Loc. Cit.
22 Kb, “ESDM Tawarkan Kompensasi Sca! Tunggakan Batubara”, Loc.Cit.
23 Rzk, “UU Korupsi Menganut Kerugian Negara Dalam Arti Formil”,

http://74.125.153.132/search?q=cache: 1 AWYVcaBcskl:cine sip.co.id/imkumonline/detail.asp%3 Fid%
3D14428%26c1%DBeri..., 21 Februari 2006.
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tidak diperlukan selama didukung oleh bukti-bukti yang mengarah adanya potensi
kerugian Negara.234

Akan tetapi Pasal 2 ayat (1) UU Tindak Pidana Korupsi yang memuat kata-
kata “...yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara...” telah
bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : “Setiap orang
berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum”.?** Oleh karenanya adalah tepat apabila
Prof. Romli berpendapat bahwa sudah saatnya kata “dapat” dihilangkan dalam
rumusan UU No. 31/1999 karena mengandung multi penafsiran. Prof. Romli
mengatakan kata “dapat” tidak lagi tercantum dalam draf RUU revisi atas UU No.
31/1999 dan UU No. 20/2001, dimana dirinya menjadi salah satu perumus.>®

Oleh karena itu, konsep delik materiil yang dianut oleh UU Nomor 1/2004
adalah lebih baik bagi kepastian hukum yang adil dibandingkan konsep delik formil
dalam UU No. 31/1999. Jadi benar apa yang dikemukan oleh Prof. Arifin P. Soeria
Atmadja, bahwa menetapkan suatu perbuatan tindak pidana korupsi sebagai
perbuatan yang merugikan Negara tidak hanya dapat disandarkan pada hakikat
mengikuti rumusan perbuatan formalnya, yaitu dengan “melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atzu orang lain, atau suatu badan.” Akan tetapi

yang lebih penting pada rumusan materiilnya, yaitu merugikan keuangan Negara. >’

3.1.6.10. Bukan Perbuatan Melawan Hukum
Unwmuk menentukan apal'cah suatu perbuatan dapat digugat dengan dalil
perbuatan melawan hukum diperlukan unsur-unsur : a. perbuatan tersebut melawan

B4 ibid,

15 .
Rajagukguk, Op.Cit.

Bé Rzk., Loc.Cit.

7 Atmadja, Keuungan Publik Dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik. Op.Cit., h. 103.
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hukum; b. harus ada kesalahan pada pelaku; c. harus ada kerugian; dan d. harus ada
hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.2®

Dalam kasus penahanan DHPB oleh kontraktor, tidak ada unsur perbuatan
melawan hukum, mengingat :

a. Tindakan kontraktor tersebut sesuai dengan Surat Dirjen Geologi dan Sumber
Daya Mineral Departemen ESDM Nomor 2162/84/DJG/2001 tanggal 18
September 2001 ke Dirjen Lembaga Keuangan Departemen Keuangan yang
menyebutkan bahwa PPN yang tidak bisa direstitusi akan dibebankan kepada
pemerintah dengan memotong DHBP senilai 13,5 % yang akibatnya akan
mengurangi royalti bagian pemerintah pusat dan daerah.”

b. Sesuai PKP2B, kedudukan pemerintah adalah setara dengan kontraktor, dan
bukan sebagai regulator. Dan dalam PKP2B diatur bahwa PPN masukan
menjadi beban pemeriniah dan jika kontraktor membayar PPN masukan,
maka Kontraktor berhak menagih ke pemerintah. Sementara DHPB adalah
kewajiban kontraktor kepada pemerintah. Dengan demikian, sesuai PKP2B,
kontraktor mempunyai kewajiban DHPB kepada pemerintah dan juga
memiliki hak untuk menuntut pemerintah agar mengganti PPN vang telah
dibayarkan oleh kontraktor.

c. tidak ada unsur kerugian bagi pemerintah karena di satu sisi pemerintah tidak
menerima DHPB, tetapi disisi lain pemerintah tidak membayar klaim
penggantian PPN masukan yang diajukan oleh kontraktor. Bila
memperhatikan usulan BPKP dimana jumlah tunggakan PPn sebesar Rp
610,34 miliar®® serta jumlah hak pemerintah bersih sebesar Rp 689 milyar,**!

% Rosa Agustina, Perbuatar Melawan Hukum, (Jakarta : Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia, 2003), h. 1.

#Y  Suyanto, “Polemik Royalti Pertambangan Dan Kedaulatan Ekonomi Rakyat”,

http://www.2mpi.or.id/cetak.php?id=103. 21 Agusius 2008.
%% Bisnis Indonesia, “Cara Pelunasan Kurang Bayar Royalti Belum Diputus™, Loc. Cit.

s Kb, “ESDM Tawarkan Kompensasi Soai Tunggakan Batubara”,

<http://www kabarbisnis.com/content/peristiwa/28502-Media_visit_Sahid_Hotels ke kabarb...>, 23
Februari 2009.
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maka dapat disimpulkan bahwa yang ditunggak oleh kontraktor adalah PPn
berikut dendanya, sedangkan tunggakan DHPB adalah sama besarnya dengan
klaim penggantian PPN.

3.1.6.11. Tidak Dapat Dituntut
Pengusaha PKP2B tidak dapat dituntut oleh pemerintah baik secara perdata
maupun pidana karena :

a. Negara sebagai badan hukum suigemeris dapat saja secara diam-diam
menundukkan diri pada hukum perdata, apabila hubungan hukum yang
dilakukannya berada dalam lingkungan kuasa hukum perdata.’*? Bilamana
Negara melakukan penyertaan saham dalam perseroan terbatas, maka yang
berlaku adalah hukum perdata (UU PT Nomor 40 Tahun 2007), bukan hukum
publik.”*® Dengan demikian jika pemerintah melakukan perbuatan perdata
(menandatangani PKP2B), maka yang berlaku adalah hukum perdata
(PKP2B). Hal ini sesuai pula dengan asas pacta sunt servanda, asas lex
specialis derogat lex generaiis, dan teori melebur, Sesuai Pasal 11.2 dan 11.3
PKP2R, pengusaha PKPZB Berhak mengajukan klaim penggantian PPN
(bukan restitusi P’PIN) kepada Departemen ESDM (bukan kepada Direktorat
Jenderal Pajak) dan wajib membayar PPn 5%.

b. Dalam PKP2B tidak diatur kesepakatan mengenai mengenai azas bruto dalam
hal ada utang-piutang antara pengusaha PKP2B dan pemerintah. Sehingga
pengusaha PKP2B berhak melakukan penyelesaian secara neto dengan
mekanisme kompensasi atau perjumpaan utang-piutang (Pasal 1425 KUH
Perdata). Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan tanpa setahu orang-orang
yang berutang (Pasal 1426 KUH Perdata) Hanya dalam kondisi tertentu
sesuai Pasal 1430, 1432, 1435 KUH Perdata, kompensasi itu menghendaki
adanya aktivitas dari pihak-pihak yanp berkepentingan untuk mengemukakan

hutang masing-masing dan pelaksanaan dari  perhitungan  atau

2 Atmadja, Op.Cit.. h. 326-327.

3 Atmadja, Op.Cit., h.116-117
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kompensasinya.** Bila menelaah Pasal 1430, Pasal 1432, 1435 KUHPerdata,
dapat disimpulkan bahwa kasus sengketa antara pengusaha PKP2B dengan
Departemen ESDM tidak termasuk yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.
Tidak merugikan keuangan Negara sebagaimana dipaparkan pada sub bab
3.1.6.9 di atas dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dipaparkan
pada sub bab 3.1.6.10.

. Sesuai Fatwa MA, PP No. 144 Tahun 2000 yang menjadi dasar pemerintah
menagih DHPB adalah batal demi hukum karena bertentangan dengan UU
No. 8 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan aias Barang Mewah.”** Sehingga Pengusaha PKP2B berhak
mengajukan restitusi PPN sesuai UU PPN.

Sesua: PKP2B yang berhak dituntut oleh pemerintah dari pengusaha PKP2B
adalah pajak penjualan (PPn) karena sejak berlakunya UU PPN No. 8 Tahkun
1983 (yang kemudian diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994 dan UU No. 18
Tahun 2000), pengusaha PKP2B tidak membayar PPn, tetapi membayar Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) masukan yang kemudian direstitusi dengan PPN
keluaran. Padahal sesuai PKP2B, PPn tersebut semestinya tetap harus dibayar
oleh pengusaha PKP2B.

Tidak memenuhi unsure-unsur pidana kerupsi karena ketentuan yang berlaku
adalah hukum privat (PXP2B).2*

24 Mariam Darus Badrulzaman, Op.Cit.

25 Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor 25 PAHUM/2004 tanggal | Maret 2005 yang menyatakan PP
No. 144 Tahun 2000 batal demi hukum dan tidak dapat diberlakukan secara umum karena
bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilat Barang dan-Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

28 Lihat Atmadja, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik dan Praktik, Op.Cit., h. 97
:”.. jika pcnuntut umum menerapkan rasal-pasal dalara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,

untuk mendakwakan seseorang yang melakukan penyelewsngan dana perseroan terbatas (Persero)
yang sahamnya seluruh atau sebagian dimiliki oleh negara, dakwaan tersebut dapat dinyatakan tidak
memenuhi unsur-unsur pidana korupsi karena ketentuan yang berlaku bagi perseroan terbatas (Persero)
adalah murni hukum privat termasuk Undang-Undzng Nomor 40 Tahun 20¢7.”
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3.2. Transfer Harga Untuk Menurunkan DHPB dan Royalti Batubara

Transfer pricing merupakan bagian dari suatu kegiatan usaha dan perpajakan
yang bertujuan untuk memastikan apakah harga yang diterapkan dalam transaksi
antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa telah didasarkan atas prinsip
harga pasar wajar (arm's length price principle). Transfer pricing sering
dikonotasikan sebagai sesuatu yang tidak baik (abuse of transfer pricing), yaitu
pengalihan atas penghasilan kena pajak (faxable income) dari suatu perusahaan yang
dimiliki oleh perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah
dalam rangka untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan multinasional
tersebut. Manipulasi transfer pricing dapat dilakukan dengan cara memperbesar biaya
atau memperkecil penjualan melalui mekanisme harga transfer dengan tujuan untuk
mengurangi pembayaran pajak.2*’

Transfer harga adalah upaya mcmindahkan keuntungan oleh sebuah perusahaan
di sebuah negara kepada perusahaan lain di negara lain, yang masih ada hubungan
kepemilikan. Yang biasa dilakukan, misalnya perusahaan A di Indonesia menjual
produknya kepada perusaaan B di negara lain (masih ada hubungan kepemilikan)
dengan harga lebih murah daripada harga pasar internasional. Berikutnya perusahaan
B menjualnya kembali ke pihak lain dengan harga yang letih iinggi (harga
internasional). Dengan cara ini, perusahaan B mendapat kcuntungan besar, yang pada
dasarnya juga akan dinikmati si pemilik perusahaan A, karena ia juga punya saham di
perusahaan B. Biasanya lokasi negara yang dipakai sebagai tujuan transjer pricing
adalah negara yang punya tarif pajak lebih kecil dari Indonesia, antara lain Singapura
(20 %) dan Hongkong (17,5 %). Alvin Lie, anggota Komisi VII DPR-RI yang
membidangi masalsh epergi, menyatakan bahwa dengan cara itu, keuntungan

perusahaan A menjadi lebih kecil, sehingga pajek yang mesti dibayar juga lebih kecil.

27 Darussalan & Danny Septriadi, Konsep dan Aplikasi Cross Border Transfer Pricing Untuk Tujuan
Perrajakan, Jakarta : PT. Dimensi Internasional Tax, h.7-8.
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Untuk perusahaan tambang, nilai royalti yang dibayar ke pemerintah pun lebih
kecil. >

Hal senada disampaikan oleh Dirjen Pajak Darmin Nasution, bahwa transfer
pricing adalah mengalihkan sebagian profit melalui pelaporan harga lebih rendah dari
harga pemakai hasil. Biasanya memakai anak perusahaan, sister company atau
lainnya di negara-negara dengan pajak rendah.?** Menurut Darmin Nasution, transfer
pricing bisa terjadi di sebuah perusahaan, namun pembuktiannya sulit. Untuk
membuktikannya, yang perlu dilacak adalah soal kepemilikan sahamnya. Transfer
pricing itu biasanya jauh lebih praktis kalau pembelinya di sana, ada hubungannya
dengan penjualnya di sini. Selain itu soal harga. Transfer pricing ditandai dengan

harga jual yang tidak sama atau lebih rendah dibandingkan dengan harga pasar.?*

3.2.1. Iudikasi Praktik Transfer Harga

Adanya indikasi praktik transfer harga dapat disimpulkan dari beberapa hal

sebagai berikut :

a. Departemen ESDM menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung
mengenai pengusutan kasus dugaan iransfer pricing (permainan harga)
batubara oleh PT. Adaro Indonesia. Direktur Jenderal Mineral Batubara dan
Panas Bumi Departemen ESDM Simon Sembiring di Jakarta, akhir pekan
lalu, mengatakan pihaknya tidak mau mencampuri kasus yang sudah masuk
wilayah hukum ***

b. Komisi VI DPR juga meminta pemerintah menindak teéas praktik transfer
pricing. Praktik ini dilakukan dengan tujuan menghindari royalti yang

2% Irwan Andri Atmanto dan Basfin Siregar, “Kita Punya Batubara, Tetangga Menangguk Laba”,
Gatra Nomor 42, 36 Agustus 2007, <http://www.gatra.com/versi_cetak.php?id=107452>, diakses |
Mei 2009.

i Majalah Tamnbang, !ransfer Pricing di Ferusahaan Batubara, Edisi Jenuai 2008/Th.I11, h. 39.
2% Irwan Andri Atmanto aan Basfin Siregar, Loc.cit.
»l SH, “Tranfer Pricing Batubara Rugikan Negarz Rp 5 Triliun”,

http://hariansib.com/2007/12/17/%e2%80%9transfer-pricing%e2%80%9d-batubara-..., 17 Desember
2007.
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mencapai 13,5 % dan pajak dari produksi batubaranya. Wakil Ketua Komisi
VII DPR Sony Keraf mendesak pemerintah segera mengusut keterlibatan
perusahaan tambang yang melakukan praktik transfer pricing karena
merugikan negara. “Kalau praktik fransfer pricing yang dilakukan terbukti,
negara mengalami kerugian tidak hanya dari pajak, tapi juga royalti yang
ditetapkan 13,5 persen dari total produksi mereka”, katanya.**

¢. Modus yang dilakukan adalah menjual batubara ke perusahaan terafiliasi di
luar negeri dengan harga murah. Setelah itu, perusahaan terafiliasi tersebut
menjual kembali ke negara lain dengan harga pasar. Akibat transfer pricing
yang terjadi pada 2005-2096 lalu diperkirakan ada Rp 9 triliun dari hasil
perusahaan yang disembunyikan. Kerugian negara terkait pajak dan royalti
(13,5 %) diperkirakan mencapai Rp 4,5 triliun.*® Perusahaan melakukan
manipulasi penggelapan pajak dengan transaksi jual beli batubara secara tidak
wajar (tidak sesuai dengan harga batubara pasaran internasional) dengan

berargumentasi pada fluktuasi harga komoditas.

3.2.2. Mencegah Turunnya Nilai DHPB dan Royalti Batubara Kareaa Transfer
Harga
Untuk mencegah agar praktik transfer pricing tidak terjadi, menurut Darmin
Nasution, seharusnya ada perwakilan pajak di beberapa negara dengan tujuan untuk
membuka informasi mengenai perusahaan-perusahaan di luar negeri yang bermitra
dagang dengan perusahaan di Indonesia. “Kita perlu iiu. Dan kami sudah pernah
mengajukan ke Departemen Keuangan dan Departemen Luar Negeri, * ia

4
menambahkan.®

2 Ihid,
B3I QH, Loc.cit.

24 Iryan Andri Atmanto dan Basfin Siregar, Loc.cit.
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Namun menurut penulis cara tersebut kurang efektif karena meskipun sudah
bisa dibuktikan antara pembeli di luar negeri dengan penjual batubara di dalam negeri
ada hubungan afiliasi dan trnsaksi dengan harga di bawah harga pasar, ternyata
penjual di dalam negeri tetap bisa berargumentasi. Boy Thohir, presdir PT. Adaro,
mengakui bahwa antara Adaro dan Codltrade memang ada hubungan. Coaltrade
adalah subsidiary Adaro. Soalkarga jual batubara Adaro yang lebih rendah dari harga
internasional, ini terjadi kaena penjualannya dengan kontrak yang besarannya
ditinjau setahun sekali. Boy menambahkan, tak ada praktik sransfer pricing seperti
yang dituduiikan. “Kalau sayamacam-macam, ya, tidak akan bikin Coaltrade. Bikin
yang ngumpet-ngumpet, yang ngak ketahuan,” katanya “Kami buka di Singapura,
dan kami tidak buka di Brifis Virgin Island atau dimana yang susah dilacak,” ia
menambahkan, >

Berdasarkan hal tersebut menurut penulis cara yang lebih efektif untuk
mencegah terjadinya praktik fransfer pricing adalah dengan mengubah bentuk DHPB
/ royalti batubara dari semula berbentuk uang kembali ke bentuk batubara. Dahulu
royalti dalara bentuk komoditss namun karena pemerintah kesulitan menjual, maka
diubah menjadi in cash. Namun dengan kondisi saat ini dimana permintaan batubara
sudah tinggi, sehingga tid2k sulil lagi menjual baiubara, maka sudah sebaiknya
dikembalikan ke bentuk semula berupa in kind,

Usulan untuk mengubah oentuk DIIPB/royalti dari bentuk uwang menjadi
bentuk batubara adalah sesuai pula dengan pendapat beberapa pihak berikut ini :

a. Indonesian Corruptior Waich (ICW) juga menginginkan agar besaran royalti
kembali dihitung berdasarkan hasil produksi batubara dari perusahaan yang
bersangkutan sebagaimana pemah diberlakukan pemerintah sebelum
dikeluarkannya kebijakan deregulasi pada tahun 1996. Kalau dihitung dari

hasil penjualan maka perusahaan bisa saja menggunakan modus *fransjer

3 Ibid.
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pricing’ atau memberikan data hasil penjualan yang lebih rendah dari yang
sebe:namya.256

b. Sekjen Badan Kerjasama Pemerintah Daerah Penghasil Batubara Seluruh
Indonesia Dr. Ryad Areshman Chairil menyatakan bahwa yang perlu
dilakukan adalah mengubah kebijakan 13,5 % royalti batubara dari bentuk in
cash menjadi in kind. Royalti harus diberikan dalam bentuk komoditas
produksi (in kind) agar dapat memberi manfaat yang sepadan. Royalti dalam
bentuk komoditas juga akan memberi jaminan pada pasokan batubara yang
sangat dibutuhkan industri dalam negeri. >’

¢. Menurut Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI),
Jeffrey Mulyono, pihaknya siap mendukung kebijakan royalti batubara
berbentuk natura. “Sebenamya, kewajiban tersebut memang bentuknya
natura, namun dalam perkembangannya dana tunai. Kalau sekarang mau
ditetapkan natura, kami siap saja,” katanya 2%
Setidaknya ada empat masalah yang akan dihadapi pemerintah apabila akan

mengubah royalti batubara dari bentuk tunai inenjadi bentuk batubara :2%°

a. pemerintah harus menyediakan stasiun penyimpanan serta fasilitas lain seperti
peralatan bienuing untuk mencampur batubara yang memiliki tingkat kalori
berbeda;

b. mekanisme bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah,;

c. lembaga yang nantinya akan mengelola royalti batubara tersebut.

6 Koraninternet, “ICW : Royalti Batubara Tidak Bisa Diganti  Restitusi”,
<http://www.pajakoniine.com/engine/artikel/print. php?lang=id&artid=2852&print=1>, 9  Agustus
2008.

57 Ryad Chairil, “Resume Semirar : Memaksimalkar. Pemanfastan Batubara Untuk Rakyat”,
<http.//iluniftui.wordpress.com/2008/05/01/resume-seminar-batu-bara-2008-04-29/>, 1 Mei 23508.

258 Antara, “Pemerintah Kaji Royalti Batubara Berbeituk Natura,

<http://news.antara.co.id/print/1 180961806>, 4 Juni 2007.

% Antara, “Pemerintah Kaji Royalti Batubara Berbentuk Natura”, Loc Cit.
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d. pengusaha batubara akan kesulitan karena para pengusaha telah
menandatangani kontrak ekspor dengan pembeli. Jika kebijakan ini berlaku
maka kapasitas jual pengusaha akan terganggu.

Untuk mengatasi keempat masalah di atas, maka pada tahap awal, pemerintah
menjual batubara tersebut ke existing buyer yang sudah menjalin kerjasama dengan
pengusaha. Baruluh pada tahap berikutnya, bilamana pemerintah sudah siap dan
kondisi sudah memungkinkan, pemerintah dapat menjual batubara tersebut ke new
buyer yang bersedia membeli dengan harga lebih tinggi, atau mempergunakan DHPB
dan royalti batubara tersebut untuk menjamin pasokan batubara nasional dan

perabangkit listrik PLN agar pasokan listrik tetap terjaga.
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BAB 4
PUTUSAN PENGADILAN ATAS KASUS TUNGGAKAN DHPB

Dalam bab-bab sebelumnya telah disampaikan bahwa ada enam pengusaha
PKP2B yang menunggak pembayaran DHPB, yaitu : a. PT. Adaro Indonesia; b. PT.
Kaltim Prima Coal; c. PT. Kideco Jaya Agung; d. PT. Arutmin Indonesia; e. PT.
Berau Coal; f. PT. Kendilo Coal Indonesia. Dari keenam pengusaha PKP2B iersebut,
lima pengusaha menggugat pemerintah. Hanya PT. Kendilo Coal Indonesia yang
tidak menggugat pemerintah.™ Berikut akan dipaparkan gugatan dari lima kontraktor
tambang batubara kepada pemerintah fersebut, bagaimana sikap pengadilan atas
gugatan tersebut, apakah putusan pengadilan tersebut telah menyelesaikan sengkeia
tunggakan DHPB antara kontraktor PKP2B dengan pemerintah secara tuntas.

4.1. Pendapat Pengadilan
4.1.1. Mengabulkan Gugatan Pengusaha PKP2B

4.1.1.1 Direktur Jenderai Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Departemen
Energi dan Sumber Daya Mineral R1. v. PT. Adaro Indonesia *°!

Yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal
Mineral, Batubara dan Panas Bumi Nomor 712/84/DJB/2006 tanggal 10 Mei 2006
perihal Pembayaran Dana Hasil Preduksi Batubara Yang Ditahan (DHPB) Atas Pajak
Pertambahan Nilai (PPN). Latar belakang terbitnya surat tersebut adalah sebagai

20 Sesuai informasi Diana dan Wiwied, Bagian Arsip Kepaniteraan Muda Pengadilan Tata Usaha

Negara Jakarta, 15 Oktober 2009

! pytusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam PT. Adaro Indonesia v. Direktur Jenderal Mineral,
Batubara dan Panas Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Nomor
70/G/2006/PTUN-JKT.
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berikut. Penggugat dan Perusahaan Negara Tambang Batubara (sekarang dikenal
sebagai PT. Tambang Batubara Bukit Asam atau PTBA) telah menandatangani
PKP2B  Nomor J2/JiDu/52/82 tertanggal 16 Nopember 1982. Berdasarkan
Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 Tentang Ketentuan—Ketentuan Pokok
Kontrak Karya Batubara maka ditetapkan bahwa segala hak dan kewajiban PTBA
dialihkan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh
Departemen Pertambangan dan Energi, dan untuk itu Penggugat dan PTBA
menandatangani Amendment To Contract Nomor J2/Ji.Dw/52/82 pada tanggal 27
Juni 1997 dan disetujui pada tanggal 7 Oktober 1997 oleh Pemerintah Republik
Indonesia yang diwakili oleh Menteri Pertambangan dan Energi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia selanjutnya
mendelegasikan kewenangannya kepada Direktorat Geologi dan Sumber Daya
Mineral (sekarang bernama Direktorat Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi)
sebagai pejabat publik yang mengawasi pemenuvhan hak dan kewajiban para pihak
dalam PKP2B. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi mengirimkan
surat kepada Direksi PT. Adaro Indonesia Nomor 712/84/DPP/2006 tanggal 10 Mei
2006 perihal Pembayaran DHPR Yang Ditahan Atas PPN, yang inti suratnya adalah
sebagai teguran agar dalam wakw: empat belas hari DHPB yang ditahan tersebut (Rp
918,73 milyar) segera disetorkan ke kas Negara, Perusahaan tidak berhak menahan
DHPB yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) PKP2B. Apabila dalam batas waktu yang
diberikan tersebut perusahaan tidak menyetotkan, inaka pemerintah sesuai Pasal 22
PKP2B akan mengeluarkan default atau peringatan kepada perusahaan.

PT. Adaro Indonesia menggugat ke PTUN dan mengajukan permohonan agar
menyatakan batal atau tidak sah SK Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas
Bumi No. 712/84/DJB/2006 tanggal 10 Mei 2006 perihal Pembayaran DHPB Yang
Ditahan Atas PPN. Gugatan PT. Adaro Indonesia dikabulkan oleh PTUN dengan
memutuskan :

a. menyatakan batal SK Direkiur Jenderai Mineral, Batubara, dan Panas Bumi

Departemen Energi dan Sumber Daya Minerd Nomor 712/5§4/DJB/2G06
tanggal 10 Mei 2006;
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b. menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/G/2006/PTUN-JKT tanggal
24 Mei 2006 tentang penangguhan pelaksanaan lebih lanjut SK Direktur
Jenderal Mineral, Batubara, dan Panas Bumi Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral Nomor 712/84/DJB/2006 tanggal 10 Mei 2006 tetap berlaku
sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Adapun pertimbangan hukum PTUN adalah sebagai berikut :

a. Menurut Majelis Hakim, DHPB atas PPN sebagaimana dimaksud Tergugat di
dalam obyek sengketa, tidak diatur dalam PKP2B. Yang diatur dalam PKP2B
adalah DHPB 13,5 % yang telah dibayarkan oleh Penggugat. Karenanya
penerbitan obyek sengketa telah melanggar PKP2B.

b. Sesuai Surat Ketua Muda MA Bidang ULDILTUN kepada Direktur Asosiasi
Pertambangan Batubara Indonesia Nomor 2/Td.TUN/III/2004 tanggal 23
Maret 2004 perihal Permohonan Pertimbangan Hukum, bahwa PP Nomor 144
Tabun 2000 tentang PPN Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah telah merubah status batubara sebagai barang kena pajak menjadi
barang bukan kena pajak, hal mana bertentangan dengan UU Nomor 18
Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1983 Tentaug Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah.

c. Melanggar azas kepastian hukum sebagaimana termuzt dalam Pasal 3 UU No.
28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
KKN.2% Tergugz;t seharusnya mengutamakan landasan peraturan perundang-
undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
Negara, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan.

d. Sesuai Putusan MA No. 25 P"/HUM/2004 tanggal 1 Maret 2005 Perkara Hak
Uji Mateiiil, secara substansial pada hakekatnya PP No. 144 Tahun 2000

%2 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negure Yang Rersih
dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme : “Asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi
: 1. Asas Kepastian Hukum; 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; 3. Asas Kepentingan Umum; 4.
Asas Keterbukaan; 5. Asas nroporsionalitas; 6. Asas Profesionalitas; 7. Asas akuntabilitas”.

o4
Universitas indonesia

Dana hasil..., Syamsul Hoiri, FH Ul, 2010



bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Karena dasar hukum
penerbitan obyek sengketa adalah PP No. 144 Tahun 2000 yang bertentangan
dengan UU No. 18 Tahun 2000, maka Majelis Hakim PTUN berpendapat
bahwa obyek sengketa telah bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2000.

Sementara eksepsi pihak pemerintah ditolak PTUN dengan pertimbangan

hukum sebagai berikut :

a.

DHPB atas PPN tidak diatur di dalam PKP2B, melainkan bersumber pada PP
Nomor 144 Tahun 2000, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa teori
melebur tidak dapat diterapkan terhadap obyek sengketa karena obyek
sengketa tidak termasuk keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan
sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 2 huruf a UU Nomor 9 Tahun 2004,
dan karenanya eksepsi Tergugat (bahwa PTUN secara absolut tidak
berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara) dinyatakan ditolak.
DHPB yang bersumber pada PP Nomor 144 Tahun 2000 tidak diatur dalam
PKP2B, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa bukanlah
sengketa pajak, melainkan sengketa antara badan hukum perdata melawan
badan atau pejabat tata usaha Negara sebagai akibat diterbitkannya keputusan
tata usaha Negara, dan karenanya bukan merupakan kewenangan Pengadilan
Pajak, melainkan kewenangan PTUN, sehingga eksepsi Tergugat dinyatakan
ditolak.

obyek sengketa telah menimbulkan kewajiban bagi Penggugat, bukan surat
teguran biasa, karena adanya keharusan bagi Pengghgat untuk menyetorkan
sejumlah uang kepada kas Negara. Bahkan obyek sengketa telah diserahkan
ke PUPN, sehingga semakin mempertegas adanya akibat hukum bagi

Penggugat. Sehingga eksepsi Tergugat bahwa gugatan prematur dinyatakan
ditolak.

?% Pasal 2 huruf a UU Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perudahan Atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan

Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : a. Keputusan Tata Usana Negara yang merupakan
perbuatan hukum perdata; ...”.
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Putusan PTUN tersebut dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
TUN Jakarta dengan tambahan pertimbangan hukum, yaitu akar permasalahan
sehingga terjadi sengketa adalah disebabkan karena tidak ada aturan hukum yang
baku mengatur tentang tata cara atau mekanisme penggantian (reimbursement) PPN
oleh dan antara instansi pemerintah, 2%

Selanjutnya Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi Depaitemen
Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengajukan kasasi. Pada tahap kasasi,
Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan Pengadilan
Tinggi TUN dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut :*%°

a. sengketa dalam kasus ini pada dasarya adalah mengenai penerbitan Surat
Direktur Jenderal (obyek gugatan) yang tidak memperhatikan dan tidak
mempertimbangkan adanya dua surat Pejabat TUN yang sudah ada terlebih
dahulu, yaitu Surat Menteri Keuangan Nomor S-195/MK.03.2003 tanggal 14
Mei 2003 dain Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Rl Nomor
105/MENK0/11/2001 tanggal 26 Desember 2001.

b. Dari segi Hukum Tata Usaha Negara, jika kedua surat Pejabat TUN benar-
benar dipertimbangkan dan diperhatikan oleh Tergugat sebeslum menerbitkan
obyek gugatan, maka keputusannya akan berbunyi lain dan akan dapat
menciptakan kepastian hukum bagi Penggugat, sehingga tindakan Tergugat
tidak akan  dikwalifisir sebagai bersifat sewenang-wenang dan tidak
melanggar Asas Kepastian Hukum, sebagai saiah asas dalam Asas-asas
Umum Pemerintahan Yang Baik.

c. Sengketa TUN dalam kasus ini muncul karena belum adanya mekanisme
aturan hukum yang baku, yaitu yang mengatur tentang tata cara atau

mekanisme penggantian (reimbursement) PPN oleh dan antara instansi-

4 putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dalam PT. Adaro Indonesio v. Dirjen Mineral, Batutara,
Panas Bumi Depertemen Energi dan Sumber Daya Mineral RI, No. 215/B/2006/PT. TUN.JKT.

% Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam Dirjen Mineral, Batubar.: dan Panas Bumi,
Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Rl v. PT. Adaro Indonesia, Nomor 498 K/TUN.2007.
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instansi pemerintah yang terkait, sebagaimana yang sudah diamanatkan dalam
Surat Menteri Keuangan dan Surat Menteri Koordinator.

d. Sengketa antara Penggugat dan Tergugat jelas merupakan sengketa TUN
sebab berkaitan dengan tindakan atau proses penerbitan surat keputusan yang
prematur dan mengandung cacat yuridis yang bersifat prosedural.

4.1.1.2. PT. Kaltim Prima Coal v. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)
Cabang DKI Jakarta 2%

Obyek gugatan adalah : 1) Surat Keputusan PUPN Cabang DKI Jakarta
Nomor : PJPN-429/PUPNC.11.05/2007 tertanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan
Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT. Kaltim Prima Coal; 2) Surat Keputusan
PUPN Cabang DKI Jakarta tentang Salinan Surat Paksa Nomor SP
1177/PUPN.10/2007 tertanggal 28 Agustus 2007.

Terbitnya obyek gugatan berawal dari tindakan PT. Kaltim Prima Coal (KPC)
yang menahan DHPB karena KPC tidak dapat melakukan restitusi PPN masukan
sehubungan berlakunya PP No. 144 Tahun 2000 yang menetapkan batubara termasuk
jenis barang yang tidak dikenakan pajak. Sementara sesuai PKP2B, PPN masukan
bukan termasuk pajak yang menjadi tanggungan KPC, tetapi merupakan beban
pemerintah ¢.q. Departemen ESDM.

Selanjutnya Departemen ESDM menyerahkan .penagihan DHPB tersebut
kepada PUPN. Dengan diserahkannya penagihan DHPB atas nama PT. Kaltim Prima
Coal maka pengurusan selanjutnya akan diproses sesuai ketentvan dalam UU PUPN
jo Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 300/KMK.01/2002 tanggal 13 Juni 2002
tentang Pengurusan Piutang Negara.

Dalam proses selanjutnya PUPN menerbitkan Surat Keputusan PJPN atas
nama PT. Kaltim Prima Coal Nomor 429/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juii 2007.
Dalam keputusan tersebut ditetapkan jumiah piutang Negara yang wajib dilunasi oleh
KPC adalah sebesar US$ 127,191,367.00. PUPN juga mengeluarkan surat paksa

%4 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam PT. Kaltim Prima Coal v. Ketua Paritia Urusan
Piutang Negara Cabang NKI Jakarta, Putusan Nomor 128/G/2007/PTUN-JKT.
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yang berkepala irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,

yaitu Surat Paksa Nomor SP-1177/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang

memerintahkan kepada KPC untuk menyelesaikan hutangnya dalam waktu 1 X 24

jam. Surat Paksa mempunyai kekuatan sama dengan putusan hakim dalam perkara

perdata, sehingga bersifat eksekutorial.
Majelis Hakim PTUN menolak keberatan-keberatan Tergugat dengan
menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

a. Kewenangan PTUN (sesuai Pasal 47 UU Nomor S Tahun 1986 sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara)’®’, karena Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah
memenuhi persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara (sebagaimana dimaksud

Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan

UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara)**®, dan

karenanya merupakan sengketa TUN (sesuai Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5

Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004

tentang Peradilan TUN).?

b. Bukan kewenangan arbitrase internasional karena yang digugat adalah
keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat teniang Penetapan Piutang Negara
atas nama Penggugat dan Surat Paksa, bukan persoalan antara Penggugat
dengan Menteri Energi Sumber Daya Mineral berkenaan dengan isi perjanjian
dalam PKP2B.

L]

%7 pasal 47 UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 5 Tahun 2004
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara™.

%% pasall angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetagan
tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usana Negara yang berisi tindakan hukum Tata
Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,
individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukumn perdata”.

* Pasal! angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah scngketa yang timbul
dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara. baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata
Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undargan yang
berlcku;
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c. Bukan kewenangan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) karena obyek yang
dipersengketakan (objectum litis) bukan PKP2B antara Menteri Energi
Sumber Daya Mineral, tetapi Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan
oleh Tergugat.

d. Bukan kewenangan Peradilan Pajak karena Tergugat yang menerbitkan
keputusan yang menjadi obyek sengketa bukanlah pejabat yang berwenang
melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana
dimaksud Pasal 1 angka i UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak 27°
Dan selanjutnya Majelis [Jakim PTUN mengabulkan gugatan PT. KPC

dengan memutuskan :

a. menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/G.TUN/2007/PTUN.Jkt
tanggal 21 September 2007 tentang penundaan peleksanaan keputusan-
keputusan TUN yang menjadi obyek sengketa, tetap berlaku sampai ada
putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Membatalkan keputusan tergugat berupa : 1. Surat Nomor PJPN-
429/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Piutang
Negara atas nama PT. Kaltim Prima Coal; 2. Surat Nomor SP-

1177/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim PTUN adalah penerbitan obyek
sengketa mengandung cacat yuridis (hukum) karena diterbitkan bertentangan dengan
peraturan yang berlaku khususnya Pasal 4 angka 2 2! dan Pasal 10 ayat (1) UU No.

™ pasal 1 angka 1| UU Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak : “Dalam Undang-undang
ini yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderai
Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati / Walikota, atau pejabat yang ditunjuk wntuk melaksanakan
peraturan perundang-undangan perpajakan”.

' pasal 4 angka 2 : “Penitia Urusan Pjutang Negara beriugas : | mengurus piutang Negara yang
berdasarkan peraturan teiah diserahkan pengurusannya kepadanya oleh pemerintah atau badan-badan
yang dimaksudkan dalam pasal 8§ peraturan ini; 2. piutang Neyara yaug diserahkan sebagai tersebut
dalam angka 1 di atas ialah piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, aken tetapi
Yang penanggung hutangnya tidak melunasinya sebagaimana mestinya.”
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49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN ™, serta melanggar Asas-Asas Umum
Pemerintahan yang Baik khususnya azas kecermatan formal dan azas kepastian
hukum, sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004
tentang Peradilan Tata Usaha Negara.?”

Menurut Majelis Hakim: PTUN, ketentuan-ketantuvan jumlah hutang yang
telah pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 dan pernyataan
bersama sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 49 Prp 1960 tentang
PUPN, merupakan dasar untuk mengambil tindakan lebih lanjut di dalam penetapan,
penagihan dan pengamanan piutang Negara yaitu berupa surat paksa, penyitaan dan
pelelangan.

Sementara Majelis Hakim PTUN menemukan fakta bahwa antara penggugat
dan tergugat masih terdapat perbedaan pendapat (dispute) tentang piutang Negara
yang ditagih atas nama penggugat, khususnya mengenai ada atau tidak adanya, serta
besarnya kewajiban menyetor DHPB oleh penggugat kepada tergugat. Dan atas
perbedaan pendapat tersebut belum diputuskan oleh lembaga yang berwenang
menyelesaikannya, dalam hal ini lembaga arbitrase internasional.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi TUN menguatkan putusan PTUN
tersebut.2’* Begiiu pula pada tingkat kasasi, permohonan kasasi Tergugat ditolak oleh

M pasal 10 ayat (1) :”Setelah dirundingkan oleh Panitia dengan peuanggung luitang dan diperoleh kata
sepakat tentang jumizh hutangnya yang masih barus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak
bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang ini, maka oleh Ketua Panitia dan
penanggung hutang dibuat svatu pernyataan bersama yang memnuat jumlah tersebut dan memuat
kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya.” Pasal 10 ayat (2) : “Pernyataan bersama ini
mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti suatu keputusan bakim dalam perkara perdata yang
berkekuatan pasti, untuk mana pernyataan bersama ini berkepala “Atas Nama Keadilan™.

™ Ppasal 53 ayat (1) : “Orang atau badan kukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu:
Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang
berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak
sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi. Pasal 53 ayat (2) : “Alasan-
alasan yang dapat digunakan dalamn gugatan sebagaimana dimaksud puda ayat (1) adalah : a.
Keputusar Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturar: perundang-undangan
yeng berlaku; b. Keputusan Tata Usaha Negara vang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum
pemerintahan yang baik”.

7 Putusan Pengadilan Tinggi TUN dalam PT. Kaltim Prima Coal v. Ketua Pcnitia Urusan Piutang
Negara Cabang DKI Jakarta, Nomor 113/B/2008/PT.TUN.JKT.
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MA.2”® Menurut MA, Pasal 23 Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B) menentukan penyelesaian perselisihan atau perbedaan penafsiran
antara penggugat dan Departemen ESDM dapat diselesaikan dengan musyawarah dan
apabila tidak tercapai, lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Arbitrase
Internasional. Oleh karena itu penerbitan obyek sengketa oleh PUPN masih bersifat
premature karena belum ada usaha penyelesaian melalui Arbitrase Internasional. Dan
dari segi prosedural merupakan Keputusan TUN yang cacat yuridis dan bertentangan

dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan dan
Kepastian Hukum.

4.1.13. PT. Arutmin Indonesia v. Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang
DKI Jakarta ¢

Yang menjadi obyek gugatan adalah : 1) Surat Keputusan Panitia Urusan
Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta Nomor PJPN-432/PUPNC.11.05/2007
tertanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT.
Arutmin Indonesia, 2) Surat Keputusan Panitia Urusan Piutaiag Negara Cabang DK1
Jakarta tentang Salinan Surat Paksa Nomor SP-118C/PUPNC.10/2007 tertanggal 28
Agustus 2007.

Terbitnya obyek gugatan bermula dari Penggugat tidak nienyetor pembayaran
DHPB ke kas Negara sesuai perjanjian aniara Departemen Energi Sumber Daya
Mineral (ESDM) dan Penggugat sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2005.
Penagihan piutang Negara tersebut kemudian diserahkan oleh Depariemen ESDM
kepada PUPN.

Dalam proses selanjutnya, PUPN menerbitkan Surat Keputusan PJPN atas
nama PT. Arutmin Indonesia Nomor 432/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007.
Dalam keputusan tersebut ditetapkan jumlsh pintang Negara yang wajib dilunasi /

™ Putusan Mahkamah Agung pada tingkat «asasi dalam Ketua PUPN DKI Jakarta v. PT. Kaltim
Prima Coal, Nomor 308 K/TUN/2008.

m: Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam PT. Aruimin Indonesia v. Ketua Panitia Urusan
Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, Nomor 129/G/2007/PTUN-JKT.
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melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana

dimaksud Pasal 1 angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan

Pajak.

Majelis Hakim PTUN mengabulkan gugatan penggugat dengan keputusan
memoatalkan keputusan Tergugat dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut
keputusan Tergugat berupa :

a. Surat Nomor PJPN-432/PUPNC.11.05/2007 tanggai 20 Juli 2007 tentang

Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama PT. Arutmin Indonesia.

b. Surat Nomor 1180/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Surat

Paksa.

Pertimbangan hukum majelis hakim PTUN adalah menurut hukum penerbitan
keputusan-keputusan obyek sengketa terbukti menyandang cacat yuridis (cacat
hukum) karena diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
khususnya Pasal 4 angka 2 dan Pasal 1 ayat 1 UU No. 49 Prp Tzhun 1960 tentang
PUPN serta melangar azas kecermatan formal dan asas kepastian hukum
sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas UU Nomor § Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menurut Majelis Hakim PTUN, ketentuan-ketantusn jumlah hutang yang
telah pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 dan pernyataan
bersama sebagaimana dimaksud Pasal i0 ayat 1 UU Nomor 49 Prp 1960 tentang
PUPN, merupakan dasar untuk mengambil tindakan lebih lanjut di dalam penetapan,
penagihan dan pengamanan piutang Negara yaitu bemf)a surat paksa, penyitaan dai
pelelangan.

Sementara Majelis Hakim PTUN menemukan fakta bahwa antara penggugat
dan tergugai masih terdapat perbedaan pendapat (dispute) tentang pivtang Negara
yang ditagih atas nama penggugat, khusisnya mengenai ada atau tidak adanya, serta
besarnya kewajiban menyetor DHPB oleh penggugat kepada tergugat. Dan atas
perbedaan pendapat tersebut oclum diputuskan oleh lembaga yang berwenang
menyelesaikannya, dalam ha!l ini lembaga arbitrase internasional. Juga belum ada

pernyataan bersama antara Penggugat dengan PUPN.
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Menurut Majelis Hakim PTUN, Tergugat dalam menerbitkan keputusan-
keputusan yang menjadi obyek sengketa tidak memperhatikan ketentuan dalam
PKP2B yang berlaku sebagai UU bagi pihak Departemen ESDM dan Penggugat,
khususnya Pasal 23 yang menyatakan perselisihan antara pihak Departemen ESDM
dan Penggugat diselesaikan secara musyawarah dan bila tidak tercapai maka lembaga
yang berwenang menyelesaikannya adalah lembaga arbitrase internasional.
Sementara Tergugat hanya menerima saja apa yang diserahkan oleh Departemen
ESDM, maka penerbitan keputusan-keputusan tersebut dapat dikategorikan pula
melanggar azas kepastian hukum dari AAUPB, karena azas kepastian hukum
menghendaki Pejabat TUN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara sesuai
penjelasan Pasal 3 angka 1 UU No. 28 Tahun 1999, 7

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi TUN menguatkan putusan PTUN
tersebut.2”® Begitu pula pada tingkat kasasi, permohonan kasasi Tergugat ditolak oleh
MA.?® Menurut MA, Pasal 23 Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan
Batubara (PKP2B) mcnentukan penyelesaian perselisihan atau perbedaan penafsiran
antara penggugat dan Departemen ESDM dapat diselesaikan dengan musyawarah dan
apabila tidak tercapai, lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Arbitrase
Internasional. Oleh karena itu penerbitan obyek sengketa oleh PUPN masih bersifat
premature rarena belum ada usaha penyclesaian melalui Arbitrase Internasicnal. Dan
dari segi prosedural merupakan Keputusan TUN yang cacat yuridis dan bertentangan
dengan Asas-Asas Umum Pemerintaban Yang Baik (AAUPB) khususnya Asas
Kecermatan dan Kepastian Hukum.

“™ Penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999, Op.Cit. : “Vang dimuksud dengan Asas
kepastian Hukum adalah asas dalam Ncgara hukum yang mengutamakan landasan peraturan
perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyclenggara Negara”,

2% Putusan Pengadilar: 1inggi TUN dalam: Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jakcrta v.
PT. Arutmin Indonesic, Nomor 114/B/2008/PT.TUN.JKT.

0 Putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dalam Ketua PUPN DKI Jakarta v. PT. Arutmin
Indonesia, Nomor 309 K/TUN/2008.
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4.1.1.4. PT. Kideco Jaya Agung v. Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DK1
Jakarta %!

Obyek gugatan adalah Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara
Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007.
Obyek gugatan diterbitkan oleh PUPN setelah Departemen ESDM menyerahkan
penagihan piutang negara kepada PUPN. Piutang negara tersebut berupa DHPB yaang
wajib dibayarkan oleh Penggugat kepada kas negara berdasarkan PKP2B. Dalam
proses penagihan, PUPN menerbitkan surat Keputusan PJPN atas nama PT. Kideco
Jaya Agung no. 431/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007. Dalam keputusan
tersebut ditetapkan jumlah piutang negara yang wajib dilunasi oleh PT. Kideco Jaya
Agung kepada negara cq. Departemen ESDM adalah sebesar Rp 492.900.749.748
dan US$ 33,564,544.2. %2

Dalam proses selanjutnya, Tergugat mengeluarkan Surat Paksa yang
berkepala irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Nomor
SP-1178/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 yang memerintahkan PT. Kideco
Jaya Agung menyelesaikan hutangnya kepada negara cq. Departemen ESDM dalam
waktu 1 X 24 jam.

Majelis Hakim PTUN mengabuikan gugatan PT. Kideco Jaya Agung dan
menyatakan batal dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan
PUPN Cabang DKI Jakarta Nomor SP-1178/FUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus
2007 perihal Surat Paksa atas nama PT. Kideco Jaya Agung. Majelis Hakim PTUN
juga memutuskan untuk mempertahankar Penetapan Majelis Hakim Nomor
148/G/2007/PTUN.JKT tanggal 16 Nopember 2007 sampai ada putusan pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pertimbangan hukum PTUN adalah menurut hukum, penerbitan obyek
sengketa oleh Tergugat berdasarkan PP No. 144 Tahun 200C telah bertentangan

2! pengadilan Tata Usaha Negara dalam P7. Kideco Jaya Agung v. Ketua Panitia Urusan Piutang
Negara Cabang DKI Jakarta dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,
Nomor 148/G/2007/PTUN-JKT.

22 Ibid,
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dengan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas
Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu asas kecermatan, karena :

a.

PP No. 144 Tahun 2000 telah diminta untuk ditunda pelaksanaannya oleh
berbagai instansi terkait dengan alasan PP No. 144 Tahun 2000 tersebut
bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 25 P/HUM/2004 tanggal 1
Maret 2005 yang menyatakan PP No. 144 Tahun 2000 batal demi hukum dan
tidak dapat diberlakukan secara umum karena bertentangan dengan UU No.
18 Tzhun 2000 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.

Tergugat tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam
menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, sehingga selain
melanggar perundang-undangan yang berlaku, juga telah melanggar asas-asas
umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 52 ayat 2 huruf b UU No.9 Tahur 2004 tentang
Perubahan UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
Majelis Hakim PTUN menolak eksepsi Tergugat dengan memutuskan

beberapa hal sebaga. berikut :

a. DHPBD atas PPN sebagaimana dimaksud Tergugat dalam obyek sengkeia tidak

diatur dalam PKP2B, akan tetapi bersumber pada PP No. 144 Tahun 2000.
Oleh karéna itu teori melebur tidak dapat diterapkan terhadap obyek sengketa.
Obyek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena telah
memenuhi Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.*** Karenanya PTUN berwenang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa sesuai Pasal 50 jo 54 ayat 1 UU No. § Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara.m Dan obyek sengketa bukanlah

%3 pasal | angka 3 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Op.Cit.

™ Pas_al 50 UU No. 5§ Tahun 1986 : “Pengadilan Tata Usaha Negara bertigas dan berwenang
memeriksa dan memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negava
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termasuk keputusan TUN yang dikecualikan sebagaimana ditentukan di dalam
Pasal 2 huruf a UU No. 9 Tahun 2004.%°
c. Bukan sengketa pajak melainkan sengketa antara badan huku perdata
melawan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat diterbitkannya
keputusan tata usaha negara, oleh karenanya bukan merupakan kewenangan
pengadilan pajak, melainkan kewenangan PTUN.
Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi TUN menguatkan putusan PTUN Jakarta
Nomor 148/G/2007/PTUN-JKT tanggal 4 Maret 2008.2%

4.1.2. Menolak Gugatan Pengusaha PKP2B : PT. Berau Coal v. Ketua Panitia
Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta %’

Berbeda dengan empat putusan pengadilan di atas, dalam kasus ini, gugatan
Penggugat dikabulkan oleh PTUN, akan tetapi pada tingkat banding, permohonan
banding Tergugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding.

Obyek gugatan adalah : 1) Surat Keputusan PUPN Nomor PJPN-
433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah Piutang
Negara atas nama PT. Berau Coal, 2) Surat Keputusan Terguigat Nomor SP-
1176/PUPNC.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa.

Latar belakany terbitnya obyek gugatan adalah Penggugat PT. Berau Coal
menahan pembayaran DHPB kepada Departemen ESDM. Kemudian Departemen
ESDM menyerahkan penagihan piutang Negara atas nama PT. Berau Coal kepada

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48”, Pasal 54 ayat (1) : “Gugatan sengketa Tata Usaha Negara
diaiukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan
tergugat”,

2% pasal 2 hurufa UU No. 9 Tahun 2004, Op.Cit.
26 pytusan Pengadilen Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam PT. Kideco Jaya Agurg v. Menteri
Energi dan Sumber Daya Minera! Republik Indonesia dan Ketua Panitia Urusan Piutang Negara

(PUPN) Cabang DKI jakarta, Nomor 321/B/20C8/PT.TUNJKT.

27 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakaria dalam P. Berau Coal v. Ketua Panitia Urusan
Piutang Negara Cabang DKI Jakarta, Nomor 127/G2007/PTUN-JKT tanggal 3 Maret 2C08.
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PUPN. Dalam proses selanjutnya PUPN menerbitkan Surat Keputusan PJPN atas
nama PT. Berau Coal nomor 433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007. Dalam
keputusan tersebut ditetapkan jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi oleh PT.
Berau Coal kepada Negara cq. Departemen ESDM adalah sebesar Rp.
312.702.698.630,30 dan USS$ 26,198,342.5. PUPN juga mengeluarkan Surat Paksa
yang berkepala irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
Surat Paksa nomor SP-1176/PUPNC.10/2007 tanggal 20 Juli 2007 yang
memerintahkan kepada PT. Blerau Coal menyelesaikan hutangnya kepada Negara
cq. Departemen ESDM dalam waktu 1 X 24 jam. PT. Berau Coal kemudian
mengajukan gugatan ke PTUN agar obyek gugatan dinyatakan batzl atau tidak sah.
Majelis Hakim PTUN mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal
serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupa : a) Surat
No. PJPN-433/PUPNC.11.05/2007 tanggal 20 Juli 2007 tentang Penetapan Jumlah
Piutang Negara atas nama PT. Berau Coal, b) Surat No. SP-1176/PUPNC.10/2007
tanggal 28 Agustus 2007 tentang Salinan Surat Paksa. Pertimbangan hukum Majelis
Hakim PTUN adalah sebagai berikut :
a. menurut hukum penerbitan obyek gugatan mengandung cacat yuridis karena
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu
Pasal 4 **® dan Pasal 10 * UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN.
iMenurut Pasal 4 juinlah huiang telah pasti menurut hukum sedangkan
menurut Pasal 10 harus ada pernyataan bersama. Sementara antara pengugat
dan tergugat belum ada kepastian mengenai ada tidaknya hutang piutang

serta belum adanya pernyataan bersama.

2% pasal 4 UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piwiang Negara mengatur batwa obyek
pengurusan PUPN terbatas pada piutang yang adanya maupun jumlahnya telah pasti menurut hukum.

# pasai 10 UU No. 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara mengatur bahwa
setelah dirundingkaa oleh Paniiia Urusan Piutang Negara dengan Penanggung hutang dan diperoleh
kata sepakat tentang jumlah hutang yang masih harus dibayar, termasuk bunga uang, denda yang tidak
bersifat pidana, serta biaya-biaya yang bersangkutan dengan piutang iui, maka oleh Kefua Panitia dan
Penanggung hutang dibuat suatu pemnyataan bersama yang memuat jumlah terscbut dan memuat
kewajiban penanggung hutang untuk melunasinya.
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b. Selain itu juga melanggar asas kecermatan formal dari Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2
huruf a dan b UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena
penerbitan obyek sengketa belum memperhatikan kegiatan verifikasi dan
dokumen-dokumen yang terkait dengan penetapan jumlah piutang Negara
dan tidak pula memperhatikan jumlah PPN yang tclah dibayar oleh
Penggugat. Departemen ESDM belum dapat melakukan kegiatan verifikasi
karena banyaknya dokumen selama lima tahun dan keterbatasan staf dan
jumlah hutang DHPB yang ditahan 6 perusahaan PKP2B sama dengan
jumlah PPN yang telah dibayar 6 pcrusahaan PKP2B.

c. PTUN berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara karena obyek
sengketa memenuhi persyaratan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana
dimaksud Pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN,”® dan obyek
sengketa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara
yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 49 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana
teiah diubah UU No. 9 Tzhun 2004 tentang Peradilan TUN.®!

d. Bukan kewenangan arbitrese internasional karena yang digugat oleh
Penggugat adalah keputusat: yany diterbitkan oichr Tergugal, bukan
persoalan antara Menteri ESDM dengan Penggugai tentang isi perjanjian
PKP2B.

e. Bukan kewenangan pengadilan perdata (pengadilan negeri) karena obyek

gugatan bukanlah keputusan yang merupakan perbuatan hukum perdata

# pasat 1 angka 3 UU No. S Tahun 1986, Op.Cit.

P pasal 49 GU No. 5 Tahun 1986 tidak termasuk pasal yang diubali oleh UU No. 9 Tahun 2004 :
“Pengadilan tidak berwenang memriksa, memutus dan menyclesaikan seugkeia Tata Usaha Negara
tertentu dalam hal keputusan yang disenzketakan itn dikeluarkan : a. dalam waktu perang, kcadaan
bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan
peraturan perundang-undangan vang bertaku”.
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karena tidak bersifat bilateral, melainkan bersifat unilateral yang berisi
kehendak dari Tergugat untuk menetapkan jumlah piutang Negara atas
nama Penggugat dan surat paksa kepada Penggugat agar segera melunasi
piutang tersebut, yang bersifat konkrit, individuz! dan final serta
menimbulkan akibat hukum yang definitif sehingga PTUN berwenang
untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut.

f. Bukan kewenangan pengadilan pajak karena Tergugat bukanlah pejabat
yang berwenang melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan
sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU No. 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak.*

Tergugat mengajukan banding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TUN
mengabulkan permohonan banding dari Tergugat, membatalkan putusan PTUN
Jakarta Nomor 127/G/2007/PTUN-JKT tanggal 3 Maret 2008 yang dimohonkan
banding, serta mencabut Penetapan Pengadilan TUN Jakarta No. 127/G/2007/PTUN-
JKT tanggal 20 September 2007 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata
Usaha yang menjadi obyek sergketa. Feitimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat
Banding adalah :

a.  Yang seharusnya digugat adalah Surat Kepuiusan yang terbit terakhir yaitu
Surat Keputusan No. SP.1176/PUPN.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007
teatang Salinan Surat Paksa, karena kedua surat kepuiusan yang meujadi
obyek sengketa adalah keputusan berlan;ut.

b.  Surat Paksa berkepala bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa mempunyai kekuatan Grose Akte seperti Keputusan Pengadilan,
oleh karena itu Surat Paksa tidak dapat diterima sebagai obyek sengketa di
Peradilan TUN karepa bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana
ditentukan dalam pasal 1 butir 3 UU No. 5§ Tahun 1986 yang telah diubah
dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN.*>

%2 pasal 1 angka 1 UU Nomor i4 Tahun 2002, Op.Cit.

7 Pasal 1 butir 3 UU No. 5 Tahun 1985 tidak termasuk pasal yang diubah oleh UU No. 9 Tahun 2004,
Op.Cit.
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4.2. Putusan Pengadilan Belum Menyelesaikan Sengketa DHPB

Dari kelima gugatan yang digjukan oleh lima pengusaha PKP2B, hanya satu
gugatan pengusaha PKP2B yang ditelak, yaitu gugatan yang diajukan oleh PT. Berau
Coal. Di tingkat PTUN gugatan PT. BC dikabulkan, tetapi di tingkat banding gugatan
tersebut ditolak. PT. Beraucoal kemudian mengajukan kasasi, dimana proses kasasi
hingga saat ini masih berlangsung. Pertimbangan hukum hakim tingkat banding
adalah sebagai berikut :

a. Yang seharusnya digugat adalah Surat Keputusan yang terbit terakhir yaitu
Surat Keputusan No. §$P.1176/PUPN.10/2007 tanggal 28 Agustus 2007
tentang Salinan Surat Paksa, karena kedua surat keputusan yang menjadi
obyek sengketa adalah keputusan berlanjut.

b. Surat Paksa berkepala bertitel Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa mempunyai kekuaian Grose Akte seperti Keputusan Pengadilan.
oleh karena itu Surat Paksa tidak dapat diterima sebagai obyek sengketa di
Peradilan TUN karena bukan merupakan Keputusan TUN sebagaimana
ditentukan dalam pasal 1 butir 3 UU No. 5 Tahur 1986 yang telah diubah
dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan TUN.

Menurut saya, putusan hakim tingkat banding kurang tepat karena Surat Paksa
iersebut belum mempunyai kekuaian Grosse Akte seperi Keputusan Pengadilan,
mengingat MA dalam putusan kasasi No. 308 K/TUN/2008 (antara Ketua PUPN DKI
Jakarta v. PT. Kaltim Prima Coal) dan No 309 K/TUN/2008 (antara Ketua PUPN
DXI Jakarta v. PT. Arutmin Indenesia) memutuskan bahwa Surat Paksa tersebut 224

a. Cacat yuridis. Menurut hukum, penerbitan keputusan-keputusan obyek
sengketa terbukti menyaidang cacat yuridis (cacat hukum) karena diterbitkan
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 4 angka
2 dan Pasal 10 ayat 1 UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN serta

4 putusan Maikamah Agung pada tingkat kasasi dalam Ketua PUPN DKI Jakarta v. PT. Kaltim
Prima Coal, Nomor 308 K/TUN/2008, dan Putusan Mehkamah Aguig pada tingkat kasasi dalam
Ketua PUPN DKI Jakartav. PT. Arutmin Indonesia, Nomor 309 K/TUN/2008.
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melangar azas kecermatan formal dan asas kepastian hukum sebagaimana
dimaksud Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara.

Ketentuan-ketantuan jumlah hutang yang telah pasti menurut hukum
sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 2 dan pernyataan bersama sebagaimana
dimaksud Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 49 Prp 1960 tentang PUPN, merupakan
dasar untuk mengambil tindakan lebih lanjut di dalam penetapan, penagihan
dan pengamanan piutang Negara yaitu berupa surat paksa, penyitaan dan
pelelangan.

Sementara antara penggugat dan tergugat masih terdapat perbedaan
pendapat (dispute) tentang piutang Negara yang ditagih atas nama penggugat,
khususnya mengenai ada atau tidak adanya, serta besammya kewajiban
menyetor DIIPB oleh penggugat kepada tergugat. Dan atas perbedaan
pendapat tersebut belum diputuskan oleh lembaga yang berwenang
menyelesaikannya, dalam hal ini lembaga arbitrase internasional. Juga belum
ada pernyataan bersama antara Penggugat dengar PUPN.

. Penerbitan obyek sengketa oleh PUPN masih bersifat prematur karena b=lum
ada usaha penyelesaian melalui Arbitrase Internasional.

. Tergugat dalam menerbiikan keputusan-keputusan yang menjadi obyek
sengketa tidak memperhatikan ketenituan dalam PKPZB yang berlaku sebagai
UU bagi pihak Departemen ESDM dan Penggugat, khususnya Pasal 23 yang‘
menyatakan perselisihan antara pihak Departemen ESDM dan Penggugat
diselesaikan secara musyawarah dan bila tidak tercapai maka lembaga yang
berwenang menyelesaikannya adalah lembaga arbitrase internasional.
Sementara Teigugat hanya menerima saja apa yang diserahkan oleh
Departemen =SDM, maka penerbitan keputusan-keputusan tersebut dapat
dikaiegorikan pula melanggar azas kepastian hukum dari AAUPB, karera
azas kepastian hukum menghendaki Pejabat TUN mengutamakan landasan

peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap
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masukan yang telah mereka bayarkan. Sedangkan menurut Departemen ESDM,
pengusaha PKP2B telah menunggak pembayaran DHPB sejak tahun 2001.

Sementara putusan pengadilan yang dipaparkan di atas adalah berkenaan
dengan obyek gugatan berupa Surat Keputusan Departemen ESDM dan PUPN. Hal
ini terjadi karena Departemen ESDM mencoba menyelesaikan sengketa dengan cara
yang tidak sesuai dengan PKP2B. Sesuai PKP2B, scharusnya sengketa diselesaikan
secara musyawarah, dan bila tidak tercapai kata sepakat, maka harus diselesaikan
melalui arbitrase internasional. Namun Departemen ESDM malah menerbitkan surat
teguran dan menyerahkan penyelesaian sengketa ke PUPN. Selain itu, sesuai
PKP2B, posisi Departemen ESDM dan pengusaha PKP2B adalah setara sebagai para
pihak yang melakukan perjanjian perdata, schingga yang berlaku hukum perdata
dalam hal ini PKP2B. Namun dengan menerbitkan surat teguran (agar dalam waktu
14 hari pengusaha PKP2B harus melunasi tunggakan DHPB) dan menyerahkan
penyelesaian sengketa ke PUPN, Departemen ESDM mengingkari posisi setara
tersebut, yaitu mencoba kembali ke posisi sebagai penguasa publik yang hendak
memberlakukan hukum publik. Tidak heran bila akhirnya pengadilan mengabulkan
gugatan pengusaha PKP2B dengan membatalkan dan mencabut surat teguran dari
Departemen ESDM dan surat keputusan PUPN.

Berdasurkan uraian di atas, maka apabila pemerintah hendak menyelesaikan
sengketa ini dengan cepat, tidak berlarut-larut seperti saat ini, mmaka pemerintah harus
kembali ke PKP2B, yaitu secara musyawarah atau melalui arbitrase internasional.
Penyelesaian secara musyawarah adalah sebagaimana yang diusulkan oleh BPKP dan
Menteri ESDM kepada Menteri Keuangan sebagaimana dipaparkan pada Bab IiI.

Menurut saya, berdasarkan uraian pada Bab III dan Bab IV, secara hukum
posisi pemerintah adalah relatif lebih lemah dibandingkan pcngusaha PKP2B, karena
beberapa hal sebagai berikut :

a. PP No. 144 Tahun 2000 yang menjadi dasar pemerintah menagih DHPB
adalal: baial demi hukum karena bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 20G0
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Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas
Barang Mewah.?®

b. Sesuai PKP2B, PPN masukan yang telah dibayarkan oleh pengusaha PKP2B
adalah beban pemerintah, sehingga pengusaha PKP2B berhak mengklaim

PPN masukan tersebut ke Departemen ESDM.

c. DHPB yang belum dibayarkan oleh pengusaha PKP2B adalah sama besarnya
dengan klaim PPN masukan.

d. Sesuai PKP2B yang berhak dituniut oleh pemerintah dari pengusaha PKP2B
adalah pajak penjualan (PPn) karena sejak berlakunya UU PPN No. 8 Tahun

1983 (yang kemudian diubah dengan UU No. 11 Tahun 1994 dan UU No. 18

Tahun 2000), pengusaha PKP2B tidak membayar PP, tetapi membayar Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) masukan yang kemudian direstitusi dengan PPN

keluaran. Padahal sesuai PKP2B, PPn tersebut semestinya tetap harus dibayar

oleh pengusaha PKP2B.

Oleh karena itu, alternatif penyelesaian secara damai adalah lebih baik bagi
pemerintah karena lebih efisien dari sisi biaya perkara dan lamanya waktu berperkara.
Selain itu, juga akan lebih kondusif bagi iklim investasi di Indonesia karena
menunjukkan kepada investor asing dan dalam negeri bahwa pemerintah Indonssia

menghormati perjanjian yang telah disepakati, tidak bertindak sewenang-wenang.

™ Dutusan Mahkamah Agung RI Nomor 25 2HUM/2004 tanggal | Maret 2005 yang menyatakan
PP No. 144 Takun 2000 batal demi kukum dan tidak dapat diberlakukan secara umum karena
bertentangan dengan UU No. 18 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambchan Nilai Barang dan jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
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BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana disampaikan dalam bab-bab

sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut ini.

a. Pengusaha PKP2B yang melakukan kompensasi DHPB dengan PPN masukan

tidak merugikan keuangan negara karena :

)

2

3)

Tidak memenuhi unsur-unsur kerugian negara sebagaimana dipaparkan
dalam Bab 3.

Sesuai Pasal 11.2 dan 11.3 PKP2B, pengusaha PKP2B Berhak
mengajukan klaim penggantian PPN (bukan restitusi PPN) kepada
Departemen ESDM (bukan kepada Direktorat Jenderal Pajak) dan wajib
membayar PPn 5%.

Dalam PKP2B tudak diatur kesepakatan mengenai mengenai azas bruto
dalam hal ada utang-piutang antara pengusaha PKP2B dan pemerintah.
Sehingga pengusaha PKP2B berhak melakukan peryelesaian secara neto
dengan mekanisme kompensasi atau perjumpaan utang-piutang (Pasal
1425 KUH Perdata). Perjumpaan terjadi demi nukum, bzhkan tanf)a
setahu orang-orang yang berutang (Pasal 1426 KUH Perdata). Hanya
dalam kondisi tertentu sesuai Pasal 1430, 1432, 1435 KUH Perdata,
kompensasi itu menghendaki adanya aktivitas dari pihak-pihak yang
berkepentingan untuk mengemukakan hutang masing-masing dan
pelaksanaan dari perhitungan atau kompensasinya.”” Bila menelaah Pasal

14390, Pasal 1432, 1435 KUriPerdata, dapat disimpulkan bahwa kasus

 Mariam Darus Badrulzamau, Op.Cit.
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sengketa antara pengusaha PKP2B dengan Departemen ESDM tidak
termasuk yang diatur dalam pasal-pasal tersebut.

b. Tindakan pengusaha PKP2B yang menahan DHPB tidak dapat digugat oleh

pemerintah secara perdata maupun pidana, karena :

(1

2

3

@

Tidak merugikan keuangan Negara sebagaimana dipaparkan pada butir b
di atas dan bukan perbuatan melawan hukum.

Sesuai Fatwa MA, PP No. 144 Tahun 2000 yang menjadi dasar
pemerintah menagih DHPB adalah batal demi hukum karena
bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2000 Tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
Sehingga pengusaha PKP2B berhak mengajukan restitusi PPN sesuai
UU PPN.

Tidak memenuhi unsur-unsur pidana korupsi karena ketentuan yang
berlaku adalah hukum privat (PKP2B), bukan UU Penerimaan Negara
Bukan Pajak {(PNBP).

Sesuai PKP2B yang berhak dituntui oleh pemerintah dari pengusaha
PKP2B adalah pajak penjuaian (PPn) karena sejak berlakunya UJU PPN
No. 8 Tahun 1983 (yang kemudian diubah dengan UU No. 11 Tahun
1994 dan UU No. 18 Tahun 2000), pengusaive PKP2B iidak membayar
PPu, tetapi membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan (yang
kemudian direstitusi dengan PPN keluaran). Padahal sesuai PKP2B, PPn
tersebut semestinya tetap harus dibayar oleh pengusaha PKP2B.

¢. Dari lima gugatan yang diajukan oleh lima pengusaha PKP2B, empat

gugatandikabulkan, dimana tiga diantaranya sudah diputuskan pada tingkat

kasasi. Hanya satu gugaian pengusaha PKP2B yany ditolak, yaitu gugatan yang
digjukan oleh PT. Berau Coal. Di tingkat PTUN gugatan PT. Berau Coal
dikabulkan, tetapi di tingkat banding gugatan terscbut ditolak. PT. Beraucoal

kemudian mengajukan kasasi, dimana proses kasasi hingga saat ini masih
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berlangsung. Menurut pengadilan, dalam putusan kasasi Nomor 308 K/TUN/2008
antara Ketua PUPN DKI Jakarta v. PT. Kaltim Prima Coal dan Nomor 309
K/TUN/2008 antara Ketua PUPN DKI Jakarta v. PT. Arutmin Indonesia,
penyelesaian dispute DHPB dapat disclesaikan secara musyawarah dan apabila
tidak tercapai, lembaga yang berwenang menyelesaikannya adalah Arbitrase
Internasional sesuai Pasal 23 PKP2B. Oleh karena itu penerbitan obyek sengketa

oleh PUPN masih bersifat prematur karena belum ada usaha penyelesaian melalui
Arbitrase Internasional.

5.2. Saran-Saran

a.

Apabila pemerintah hendak menyelesaikan sengketa ini dengan cepat, tidak
berlarut-larut seperti saat ini, maka pemerintah harus kembali ke PKP2B, yaitu
secara musyawarah atau melalui arbitrase internasional (Pasal 23.1 PKP2B).
Sesuai PXP2B, bilamana kontraktor ingkar janji, maka Departemen ESDM
berhak untuk mengingatkan kontraktor telah default. Jika kontraktor tetap
default, maka Departemen ESDM berhak untuk memutuskan PKP2B (Pasal
22.1 PKP2B). Namun uatuk menentukan default tidaknya kontraktor, maka
harus melalui arbitrase internasional, tidak bisa ditentukan oleh pemerintah
secara sepihak (Pasal 22.3 juncto pasal 23 PKP2B).
Bagi pemerintah, penyelesaian secara musyawarah adalah lebih baik daripada
melalui arbitrase internasionai, karena :
(1) Secara hukum posisi pemerintah adalah relatif lebih lemah dibandingkan
pengusaha PKP2B berdasarkan kesimpulan di atas.
(2) Lebih efisien dai sisi biaya perkara dan lamanya waktu berperkara.
(3) Lebih kondusif bagi iklim investast di Indonesia karena menunjukkan
kepada investor asing dan dalam negeri bahwa pemerintah Indonesia
menghormati peijanjian yang telah disepakat;, tidak bertindak

sewenang-wenang.
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Berdasarkan saran pada butir b di atas, maka alternatif kedua yang diusulkan
oleh BPKP dan juga merupakan altematif yang diusulkan Menteri ESDM
kepada Menteri Keuangan adalah pilihan yang lebih tepat daripada alternatif
pertama. Dua alternatif penyelesaian yang diusulkan BPKP kepada Menteri
Keuangan tertanggal 23 Desember 2008 adalah sebagai berikut :*®

(1) Mengenakan denda terhadap saldo DHPB yang ditahan kontraktor
sebesar USD 132.62 juta dan Rp 695,64 miliar, sehingga total kewajiban
DHPB yang harus ditagih pemerintah sebesar USD 735,85 juta dan Rp
2,34 triliun. Dengan altemnatif pertama, hak pemerintah atas DHPB dan
ditambah pajak penjualan (PPn) menjadi sebesar USD 744.94 juta dan
Rp 2,84 triliun. Sedangkan kewajiban pemerintah atas pajak
pertambahan nilai (PPN) sebesar Rp 7,181 triliun.

(2) Altematif kedua adalah melakukan kompensasi atas kewajiban DHPB
dengan PPN yang telah dilakukan keenam kontraktor PKP2B generasi
pertama. Jika jumlah DHPB yang ditahan melebihi PPN, maka DHPB
yang harus disetor adalah sebesar kelebihan DHPB yang ditahan
ditambah dendanya. Secara keseluruhan, jumlah hak pemerintah bersih
termasuk PPn adalah Rp 688,597 miliar.

Bila pemerintah memilih alternatif pertama yang secara ekonomis
lebih menguntungkan bagi pemicrintah, maka diperkivakan akan ditolak oleh
pengusaha PKP2B. Sehingga pada akhimya harus ditempuh penyelesaian
melalui arbitrase internasional * yang kurang menguntungkan bagi
pemerintah sebagaimana dipaparkan di atas.

d. Tindakan yang perlu diambil oleh pemerintah agar tidak timbul lagi masalah
tunggakan DHPR di kemudian hari, diantaranya :

(1) Menghilangkan disharmoni peraturan perundang-undangan, yaitu
dengan cara : (1) PP No. 144/2000 dicabut/dibatalkan, atau (2) UU PPN
No. 18/2000 diubah dengan menentukan batubara sebagai bukan BKP,

" Detikcom, “Menteri ESDM Usul Kontraktor Batubara Bayar Sisa Kewajiban”, Loc. Cit.
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f  Setidaknya ada empat masalah yang akan dihadapi pemerintah apabila akan
mengubah royalti batubara dari bentuk tunai menjadi bentuk batubara :**'

(1) Pemerintah harus menyediakan stasiun penyimpanan serta fasilitas lain
seperti peralatan blending untuk mencampur batubara yang memiliki
tingkat kalori berbeda;

(2) Mekanisme bagi hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah
daerah;

(3) Lembaga yang nantinya akan mengelola royalti batubara tersebut.

(4) Pengusaha batubara akan kesulitan karena para pengusaha telah
menandatangani kontrak ekspor dengan pembeli. Jika ketijakan ini
berlaku maka kapasitas jual pengusaba akan terganggu.

Untuk mengatasi keempat masalah di atas, maka pada tahap awal, pemerintah
menjual batubara tersebut ke existing buyer yang sudah menjalin kerjasama
dengan pengusaha. Barulah pada tahap berikutnya, bilamana pemerintah sudah
siap dan kondisi sudah memungkinkan, pemerintah dapat menjual batubara
tersebut ke new buyer yanyg bersedia membeli dengan harga lebih tinggi, dan/atau
mempergunakan DHPB dan royalti tersebut untuk menjamin pasokan batubara

nasional dan pembangkit listrik PLN agar pasokan listrik tetap terjaga.

——

o Antara, “Pemerintah Kaji Royalti Batubara Berbentuk Natura”, Loc. Cit,
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